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: Pengkajian Kelahanan Nasional 
: Kajian Stratejik Perencanaan~ Strategi dan Kebijakan 
: Faktor ~ Fai.."tor yang Mempengaruhi Irnplementasf Kebijakan 

Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretarlat Jenderal 
Departemen Hukum dan HAM RI 

Penelitian ini berfokus pada Implernentasi Kebijakan anggaran berbasis 
kinerja di lingkungan Sekretar.iat Jendera! Departemen Hukum dan HAM R1 untuk 
menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan 
anggaran, Penyusunan anggaran dan pelak:sanaan anggaran Departemen Hukum dan 
HAM Rl dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 

Penyusunan dan pelak:sanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran 
berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. 
Edwards Ill (1980) dan teori penduk:ong lainnya. 

Penelitian ini termasuk penelitian anaHsis deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. 
Pcngumpulan data dHakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang 
pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jeruleral dan. 
Data yang terkumpul diolah dengan SPSS I 6.0, deskriptif analisa berdasarkan empat 
aspek berdasarkan teori George C. Edwards Ill (1980) yaitu sumber daya. 
komunikasi> sikap/disposisi dan struktur birokrasi. 

Kesimpulan dari basil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat daJam 
irnplementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik 
sedangkan :fi!ktor sumber daya, :fi!ktor sikapldisposisi, faktor struktur birokrasi berada 
pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa fak.tor komunikasi belum menduk:ong 
keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam 
mengimpiementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja. 
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ABSTRACT 
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National Resilience Studies 
Strategic Planning, Strategies And Policies 
Factor ~ Factor Influencing Implementation Performance 
Budget Policy of Environment Secretary General of Justice and 
Human Rights of Republic of Indonesia. 

This research is focus on the ImpJementation of budget policy base on 
working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of 
Republic of Indonesia ln order to create and transparency of accountability in budget 
arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation 
in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under plrumlng 
bureu and financial bureu. 

Budget arranging and implementation use performance base budget system on 
-..vorking capability. The theoties used in preparing this thesis are George C. :Edwards 
III ( 1980) and other supporting theory. 

This research include descriptive analysis research with qualitative and is 
quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data 
collecting used deeply interview '\vith 2 ( m·o ) senior officer from financial bureu of 
Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is 
based on 4 ( four J aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are 
resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure. 

Conclusion from result of research, communications factor which there are in 
implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource 
factor, attitude factor I disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, 
interpreting that communications factor not yet supported efficacy of budget 
implementation performance budget and constraint there is still in implementation 
policy of performance budget. 

Keyword : lmplemenmtion Policy, Budget, Performance 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAIDJLUAN 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan perubahan yang 

bergejolak di lingkungan pemerintah Indonesia bahkan seluruh sendi kehidupan 

berbangsa dan bemegara lni menyebabkan aspek tnmsparansi dan ak_'1U1tabilitas 

menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan tennasuk di bidang pengelolaan 

keuangan Negara. Reformast di Indonesia semakin diperkuat dengan kekecewaan 

rakyat terhadap pemerintahan di masa lalu. 

Salah satu poin penting perubahan adalah refom1asi di bidang keuangan 

Negara. Reformasi dibidang keuangan Negara memegang fungsi strategis dalam 

proses perubahan menuju tingkat kemakmuran yang lebih baik. Refonnasi ini 

ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No.l7 

Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara, UU No.I talmo 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, UU No.l5 tahun 2004 teotang Pemeriksaan dan Pertaoggongjawaban 

Keuangan Negara dan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Pcreneanaan Pembangunan 

Nasional. 

Dengan perubahan ini diharapkao anggaran Negara yang dituangkan pada 

UU APBN dan dirinci pada Peraturan Presiden ten tang rincian APBN, serta 

didokumentasikan dalam dokumen pelaksnnaan anggnran dapat rnenjadi anggaran 

yang lebih responsive. Anggaran juga diharapkan memfasilitasi upaya pemenuhan 

tuntutan peningkatan kineJja, knalitas pelayanan publik dan efisiensi pemanfaall!n 

sumber daya keuangan yang ada. 

Menurul Corbett (1998;118) bahwa "A budget is a formal statement of 

planned expenditure for a predetermined future period with an accompanying 
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statement of where the money is to come from". Kurang iebih artinya bahwa anggaran 

adalah suatu pemyataan formal tentang pengeluaran yang direncanakan untuk periode 

masa depan yang ditetapkan sebelurnnya dengan suatu pemyataan yang menyertainya 

terhadap dari mana uang berasal. 

Terkait dengan pernyataan teori tersebut, paket regulasi yang dikeluarkan 

Pemerintah dalam upaya mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang efektif 

dan efisien maka diperlukan poJa perencanaan yang bersif-at berkelanjutan 

(sustainable). Peran Perencanaan dalam penganggaran akan mendorong terciptanya 

optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian hasil kegiatan dapat 

dijadikan tolok ukur keberhasilan perencanaan, sedangkan faktor anggaran berperan 

sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan, visi dan misi 

yang telah ditentukan, antara lain dipengaruhl oleh faktot penentuan kegiatan yang 

akan diiaksanakan secara rasional dan matang. Proses penentuan kegiatan itu meliputi 

apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan, kapan dilaksanakan, 

dimana dilaksanakan dan bagalmana melaksanakannya. Di daiam penentuan kegiatan 

tersebu~ perlu diperldrakan juga kemarnpuan sumber daya yang dimiliki, baik 

sumber daya manusia, organisasiJ prasarana dan sarana, maupun dana yang dapat 

disediakan. 

Organisasi pemerintah maupun swasta selalu menghendaki agar tujuan. visi 

dan misinya dapat dicapai dengan berdaya guna dan berbesil guna. Salah satu faktor 

yang perlu dipenuhi agar tujuan, visi dan misi tersebut dapat dicapai adalah 

dilakukannya perencanaan penyusunan anggaran dan ditindaklanjuti dengan 

pe1aksanaan anggaran secara rasional dan matang. Antara kegiatan perencanaan 

peuyusunan anggaran dengan pelaksanaan anggaran merupakan dua hal yang sangat 

berkaitan, karena anggarnn merupakan rencana kegiatan yang sudah rlinilai dengan 

satuan uang. Hal senada juga dikemukakan oleh James A.F. StDner & Charles 

Wankel (1993:136), bahwa "anggaran merupakan bagian penling dari proses 

perencanaan", karena ia membimbing pengalokasian sumber daya menuju 

pencapaian sasaran. 
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Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip 

Good Govermenl telah mendorong terjadinya perubahan peran~ fungsi dan al."tivitas 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan didasari oleh elemen

elemen akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan predictability. 

Nuansa baru dalam pengelola:an keuangan negara melalui sistem 

penganggaran berupa penerapan sistem angganm berbasis kinerja untnk 

menggantikan sistem anggaran tradisional sebelurnnya yang dianggllp k:urang 

sempurna yang tidak dapat mengukur prestasi kerja dari suatu unit organlsasi. Selama 

ini kesuksesan penggunaan anggaran negara hanya dilihat dari produk yang 

dihasilkan oleh suatu kegiatanlproyek dan belum menycntuh kepada manfaat apa 

yang didapat. 

Undang·undang Nomor 17 Tahun 2003 Ielah dengan tegas membuat 

perubahan khususnya tentang proses penganggaran. Penganggaran disusun dengan 

kerangka pendekatan baru yaitu penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, 

penerapan penganggaran terpadu (unifed budget), dun penerapan penganggaran 

berbasis kinerja. 

Dengan Anggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan penggunaan anggaran 

negara akan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga fungsi 

pemerintahan dalarn memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip

prinsip Good Governance. Sistem ABK ini sendiri mulai diterapkan sec.ara bertahap 

mulai tahun anggaran 2005. Dengan demikian, suka tidak suka semua 

instansillembaga pemerintah baik pusat maupun daerah harus sudah mulai 

menerapkannya. 

Anggaran berbasis kinerja (Performance budgeting) merupakan sistem 

perencanaan. penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara 

anggaran dengan hasil yang diinginkan. Hal ini mengandung konsekuensl bahwa 

setiap alokasi dana harus dapat diukur pencapaioo output/outcome (keluaran/hasil) 

yang hendak dicapai dari input (masukan) yang ditetapkan ( Hatry ; 1999) 

Penerapan penganggaran klnerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja1 

baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementcrian/lernbaga), 
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yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam 

program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sctiap instansi 

selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang 

direncanakan dengan format RK.A-KL, yang akan dibabas dengan otoritas anggaran 

(Departemen Keuangan, Bappcnas dan DPR). RK.A-KL dari keselumhan 

kementerian/lembaga menjadi bahan penyusunan RAPBN bagi pemerirttah. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengailkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan~ 

kcgiatan dengan ke1uaran dan basil yang diharapkan, tennasuk efisiensi dalam 

penca~aian hasH dari keluaran tersebut. KeJuarm dan hasH tersebut dituangkan dalam 

target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai~ 

dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingknt 

pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahllembaga UI1tuk mencapai sasaran dan tujuan~ serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata 

lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari 

Renslra dan anggaran rnlmnan merupakan kompnnen dari anggaran berbasis kinelja. 

Konsep dasar Anggaran Berbasis Kinerja adalah transparansi, akuntabilitas 

dan value for money. yaitu manajemen keuangan yang efektif. efisiensi dan 

ekonomis. Efek dari perubahan sistem tradisional menjadi sistem kinerja tcrsebut 

tentunya timbul hambatan-bambatan dan berpotensi untuk mengalami kegagalan 

dalam pelaksanaannya. 

Sumber utarna dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalab data

baik berupa fmansial manpun non finansial, karena data tersebut akan diolah menjadi 

informasi yang berguna untuk menentukan indikator (u.kuran), serta untuk 

mengevaluasi dan mengambil keputusan pengalokasian dana agar Iebih objektif. 

Namun data yang tersedia kadang tidak bisa dijadikan sebagai infomlllsi (disebabkan 
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data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan), ataupun bahkan, tidak 

ada data dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. 

Faktor perilaku manusia juga memberikan kendala yaitu kurnngnya sikap 

care dan aware terhadap data dukung dan informasi yang berkualitas, sehingga 

perencanaan yang dibuat sering meleset, dan akhimya tidak meocapai tujuan yang 

Ielah ditetapkan. Masalah yang kedua adalah faktor politis yang disebabkan oleh 

adanya kepentingan~kepentingan politik yang ikut serta dalam perencanaan 

pembangwmn. Kendala inl cukup sulit untuk dihindari, karena biasanya datang dari 

adanya tarik menarik kepentingan diru1tara elit politik dan elit penguasa dalam 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerititah. Ketiga, sulitnya menentukan skaia 

prioritas atau bahkan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam 

proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pembnrosan sumber daya 

publik. Selama bti, ban1pir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas 

anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas surnher 

daya yang dimiliki. Juga lemahnya annlisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) 

sehingga keg:iatan yang dijalaukan kadang tidak memberikan tingkal keuntungan atau 

manfaat bagi publik. Keempat, tidak adanya standarisasi pengukur.m kinelja secam 

seragam, sehingga penilaian keberhasilan pGr-departemen juga tidak seragam, 

Kelima, tidak jelasnya tujuan dan indikator kine!ja. lndikator kine!ja kadang kurang 

spesiflk dan kurang terukur, siapa saja instansi yang bertanggung jawab dan 

bagaimana kontribusi masing~masing instansi Wltuk mewujudkan kinerja. Keenam, 

yaitu masalah format RKA-KL nyaris tidak terbaca kinerja apa yang akan dihasilkan 

dari penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang diusulkan. Dan yang 

terakhir, belum adanya standar biaya (SB) dan standar pelayanan minimal (SPM). 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai 

salah satu unsur pelakaana pemerintab yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden dan mempunyai tugns membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

sebagian tugas pemerintaban di bidang Hukum dan HAM · ( Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2005 ). Sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan jasa 
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pelayanan hukum dan hale asasi manusia. Departemen Hukum dan Hale Asasi 

Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di 

bidang hukum dan hak asasi manusia; 

2, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. pengelolaan barang miliklkekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 

4. pcngawasan atas pelaksanaan tugasnya~ dan 

5. penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan 

fungsinya kepada Presiden. 

Paket kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan negara memberikan 

irnplikasi terbadap pernbahan organisasi. Secara struktur, perubahan organisasi tidak 

ada perubahan, akan tetapi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdapat 

perubahan yang signifikan terkait dangan paket regulasi tersebut. Perubahan tugas 

pokok dan fungsi tersebut lebih ditekankan kepada fungsi pelaksanaan pereneanaan 

dan keuangan. 

Sebelum terbitnya Organisasi dan Tala Laksana (Orta) Departemen Hukum 

dan HAM tahun 2005 pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan aoggaran 

dilakukan di Biro Keuangan, sedangkan di bidang perencanaan dilakukan oleh Biro 

Perencanaan. Penyusunan anggaran bersifat 2 (dua) jenis yaitu rutin dan 

pembangunan dimana pelaksanaan penyusurum anggaran rutin dilakukan oleh Biro 

Keuangan, sedangkan Biro Perencanaan menyusun anggaran yang sifatnya proyek. 

Perubahan kebijakan Pemerintah terhadap sistem perencanlll!ll yaitu 

penyusunan anggaran yang berbasis kineija sebagaimana yang tertnang dalam 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM nomor M.04.PR.07.10 

tahun 2004 ten!llng Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM, 

tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan salah satunya adalah Penyusunan Anggaran. 

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Unda.qg-Undang nomor 17 tahun 2004 

ten!llng Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional maka tugas pokok tersebut dialilikan kepada Biro 

Perencanaan dan mulai berlaku sejak taltun 2008. 
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Namun diakui bahwa kin<:Qa Departemen Hulrum dan HAM !IlliSih rendah. 

Hal ini ditunjukkan Japoran keuangan Depa1temen Hukum dan HAM yang 

dinyatakan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, 

berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Karupsi (KPK) 

tentang integritas pelayanan pub!ik, Departemen Huk-um dan HAM dinyatakan 

sebagai salah satu instansi yang tlngkat pelayanan publiknya rendah, 

Perubahan menuju penganggaran kinetja memang merupakan proses yang 

kompleks karena berkaitan dengan perubahan yang fundamental baik dalarn sistem, 

manajemen maupun perilaku manusiany.a. Selain itu, penganggaran kinerja 

membutuhkan dukungaa sistem manajemen kinerja, sistcm ak.'Untansi pemerintahan, 

dan perhitungan biaya. 

George C.Edwards lll ( 1980 ; 1 ) menegaskan " ..... but even a brilliant 

policy porrly implemented may fail to achieve the goals of its designers". 

Hal ini herarti bahwa sebaik apapun kebijakan yang Ielah ditetapkan, tanpa 

diikuti dengan implementasi yang baik maka kebijakan itu tidak akan mencapai basil 

yang Ielah direncanakan. lmplementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat 

penting dalarn kebijakan publik sebagaimana George C.Edwards ![[ ( 1980 ; 1 ) 

mengemukakan pengertian implcmentasi kebijakan sebagai berikut : 

"Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making 
between the establishment of policy such as the passage of a legislative 
act, the issuing of an executive order, the handling down of judicial 
decision or the promulgation of a regulatory rule, and the consequences 
of the policy for the people whom it affocts ". 

Dari pengertian ini terlihat bahwa pelaksanaan atau impiementasi kebijakan 

merupakan suatu tahapan diantara pengesahan dengan akibat atau dampak dari 

kebijakan itu terhadap publik. Untuk memaharni keberhasilan implementasi 

kebijakan Edwards, memperkena!kan suatu pendekatan dengan mengemukakan 

beherapa faktor penting yang saling herinteraksi dan mempengaruhi proses 

implementasi kebijakan. 

Diharapkan dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang 

betul-betul mengacu kepada tercapainya tujuan dan penggunaan indlkator kinerja 
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dalam penyusunannya, akan tercapai suatu sistem pemerintahan yang berorientasi 

kepada publik dengan memberikan pelayan terbaiknya kepada publik dengan 

mengacu prinsip-prinsip Good Governance. 

Tidak hanya itu. dalarn implementasi kebijakan anggaran berbasis klnerja 

juga hams tercapai keselarasan kebijakan dengan outcome/output yang akan 

dihasilkan, penyusunan outcome dan oulput dilakukan dengan konsultasi secara 

ekstensif dengan berbagai plhak terkait, seperti stakeholders dan gmp pelanggan. 

Sehingga pemerintah tabu dengan pasti apa yang menjadi keinginan publik terhadap 

peiayanan yang nantinya akan disediaknn oleh pemerintah, 

Keterkaita"l output unit kelja dengan outcome terg~bar dengan jelas dan 

teipetakan/tcrstruktur dengan baik dengan indikator yang spesifik dan teruknr. 

Pembahasan anggaran di tingkat legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan 

kinmja yang ditargetkan. Apropriasi anggaran juga barns didasarkan pada outcome 

yang dihasilknn. 

Orientasi paket kebijakan pemerintah ini bertujuan agar pelaksanaan 

kegiatan yang berorientasilcan output lebih diutamakan dimana ukuran keberhasHan 

dapat dinilai dari hnsil pencapaian kegiatan. Uknnm keberhasilan pada pencapaian 

kegiatan dapat dijadikan acuan untuk meluksanakan kegiatlln lainnya. 

Pelaksanaan anggaran yang dilnkukan oleh Biro Keuangan, dapat dijadikan 

sebagai salah satu indikator tugas pokok dan fungsi dalam mengukur pencapaian basil 

peluksanaan kegiatlln dari suatu program yang dilnkukan oleh satuan keJja. Variabel 

kontrol melalui mekanisme penganggaran dapat dilnkukan melalul mata anggaran 

kegiatan. Mekanisme kontrol ini dapat mengukar tingkat penyerapan anggaran 

kegiatan nkan tetapi tidak dapat menguknr ringkat keberhasilan pencapaian program. 

Oleh sebab itu, perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang aknrat harus 

dilnkukan secara terintegrasi agar peluksanaan tugas pokok dan fungsi setiap satuan 

kelja dapat tercapai secara optimaL 

Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk menganalisa implementasi 

kebijakan tentang anggaran berbasis kinerja tersebut sehingga dapat diketahui apakah 
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kebijakan anggaran yang sudah ada telah beljalan efektif dan sesuai dengan tujuan 

yang relah ditetapkan. 

1.2 Permasalahan 

Yang menjadi pokok pennasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor - thl<:tor komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan 

struktur birolcrasi mempengaruhi implementasi kebijakan Anggaran 

Berbasis Kine:rja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum 

danHAMRI'? 

2. Apa kendala yang dihadapi Sekretariat Jendcral Departemen Hukum dan 

HAM RI dalam mengimplernentasikan kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

I. Untuk mengetahui bagaimana faktor - faktor komunikasi, sumber daya, 

sikap/disposisi dan struk:tur birokrasi mempengaruhi implementasi 

kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Depnrtemen Hukum dan HAM RI. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen 

Huklll!l dan HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan 

anggaran bcrbasis kinerja 

1.4 M:..mfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfunt untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam proses pengambilan kebijakan secara berkelanjutan 
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( suistainable policy making process) dan mengimp1ementasikan kebijakan anggaran 

berbasis kinelja tersebut di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sedangkan dari aspek akademis, ape yang ditemukan melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai anggaran berbasis 

kinetja dengan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis hll akan disajikan secara sistimatis dan disusun dalam enam 

bab yang saling menunjang dan berhubungan satu dengan lainnya, sehlngga 

membentuk satu kesatuan. Urutan pembahasan untuk setiap bab adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab II 

Ba.b ini berisi. dimulai dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, 

tujuan peneHtian, manfaat penelitian secara akademis dan prak:tis, dan 

sistematika penulisan. 

Tinjauan Pustaka 

Bab in.i menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. 

Kerangka teori yang iligunakan meliputi Teori implementasi kebijakan 

digunakan sebagai pijakan pangetahuan yang mendasari irnplemenmsi 

atau pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja serta teori 

pengukuran kinerja sebagai teori yang mendasari evaluasi terhadap 

anggaran berbasis kinerja, definis Anggaran dan Penganggaran, serta 

definisi anggaran berbasis kinerja. 

BAB ill Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai metode Penelitian yang digunakan 

dalam peneHtian ini mulai dari pendekatan penelitian, Sumber data dan 
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Instrumen Penelitian, Proses Pengumpulan Data1 dan Proses Analisa 

Data, serta mengungkapkan keterbatasan penelitian yang dimiliki. 

Gamb!lran Umum Departemen Hukum dan HAM 

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum 

dan HAM, Sekertariat Jenderal Depm1emen Hukum dan HAM, serta unil 

kerja Biro Keuangan dan Biro Perencanaan yang mencakup tugas pokok 

dan fungsi. 

Analisis HasH Pene1itian 

Membahas basil penelitian mengenai implementasi kebijakan anggaran 

berbasis kinerja di Departemen Hukum dan HAM, serta menjelaskan 

kendaJa~kendala yang timbul dari jmpiementasi kebijakan sisrem 

anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan teori implementasi 

kebijakan George Edward Ill. 

Bab VI Penutup 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasH peneJitlan dan 

saran/rekomendasi, 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1~ Anggaran dan Penganggaran 

Menurut Corbett (1998;118) anggaran adalah "a formal statement ~(planned 

expenditure for a predetermined future period with an accompanying statement of 

where the money is to come from". Kurang lebih artinya bahwa angga.ran adalah 

suatu peruyataan formal tentang peageluaran yang direncana.kan untuk periode masn 

depan yang ditetapkan >'ebelumny& dengan suatu pemyataan yang menyertainya 

terhadap dari mana uang berasat Deogan demikian, benang merah dari definisi 

anggaran menurut Corbett adalah pernyataan formal yang memuat J) rencana 

pcngcluaran periode masa depan, dan 2) keterangan dari mana penerimaan diperoleh. 

Agak berbeda dengan pengertian yang diberikan Corbett, menun1t Woelrel 

(1987;30) pengertian anggaran adalah "an orderly and coordinated plan of financial 

planning and management. The budgeting forces management to determine its goals 

and objectives an to develop a coordinatf!.d plan for achieving these ends". Kurang 

lebih artinya bahwa anggaran adalah suatu perencanaan keuangan dan m::t.najemen 

yang teratur dan terkoordinasi. Penganggaran mengharuska.n manajemen untuk 

menetapkan sasaran..sasaran dan tujuan-tujuan serta mengembangkan suatu rencana 

yang terkoordinasi untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan~tujuan tersebut. 

Dengan demikian, Woelfel menekankan arti pentingnya pencapaian target sesuai 

dengan hasH yang lngin dicapai dengan cara penerapan proses koordinasi. 

Menurut The National Commite on Govermental Accounting (NCGA) dalam 

Sugijanto, Gunardi, dan Loho (J 995;22) definisi anggaran adalah "plan of financial 

operation embodying an estimated of proposed expenditure for a given period of time 

and the proposed means of financing them". Kunmg lebih artinya bahwa anggaran 

adalah perencanaan operasi keuangan untuk mewujudk:an suatu perkiraan pengajuan 

pengeluaran untuk periode waktu terlentu dan pengajuan lersebut berarti untuk 

membiayai mereka. Dari definisi di atas dapat dicatat bahwa anggaran Negarn 
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meliputi l) rencana belanja; 2) untuk jangka waktu tertentu; 3) untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan. 

Sedangkan definisi anggaran menurut Aaron Wildavsky di daJam bukunya 

berjudul The Politics of the Budgetary Process, 1974) dalam Henry (1995;249), 

sepertl diterjemahkan Luciana D. Lontoh, dlnyatakan bahwa uanggaran adalah 

serangkaian tujuan dengan tariffmasing~masing", Sela:in itu, Wildavsky dalam Jones 

(1991'256), seperti yang diterjemabkan Ricky lsmanto, menjelaskan babwa: 

Dalam batasan yang paJing umtun, penganggaran diartikan sebagai 
pengalihan sumberdaya finansial bagi kemanfaatan serta mencapai tujuan 
untuk manusia. 01eh karena itu, sebuah anggaran dapat dicirikan sebagal 
serangkaian tujuan dengan d11ftar harga terlampir. Semenjak: adanya 
keterbatasan dana bantuan, yang itu pun maslh harus dibagi-bagi lagi, 
anggaran menjadi membuat piliban-pilihan di antara pi1ihan pembiayaan 
(expenditures). 

Telab dikemukakan dimuka makna tujuan adalab keadaan akhir yang hendak dicapei 

atau hasil akhir yang akan dicapai dalarn jangka waktu tertentu. Dengan demikian, 

definisi anggaran menurut Wildavsky adalah serangkaian kegiatan bennanfaat yang 

ingin dicapai da1arn waktu tertentu dengan daftar barga kegiatan yang telab 

ditentukan. Selain aspek efisiensi, anggaran menekankan arti pentingnya aspek 

prioritas. 

Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar terdabulu, Munandar 

dalam Muljono (1986;1), memberikan definisi anggaran yaitu "suatu rencana yang 

disusun secara sistematis~ yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 

dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) lettentu 

yang akan datang". Dengan pengertian yang sama, Sabeni dan Ghozali (2001;39) 

mengartikan anggaran pemerintah adalab "jenis rencana yang menggambarkan 

rangkaian tlndakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah 

untuk suatu jangka waktu tertentu". Selain itu Tunggal (1995;1-2) mengartikan 

anggaran adalah : 

... suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif 
mengenai apa yang ingin dicapai oieh suatu organisasi perusahaan pada masa 
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mendatang daJam hubungannya dengan pendapatan, arus kas~ posisi keuangan 
dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut. 

Dengan demikian, benang merah dari defmisi anggaran yang dikemukakan oleh 

ketiga pakar tersel>ut adalah behwa anggaran merupakan rencana seluruh kegiatan 

organisasi yang dinyatakan dalam ukuran biaya yang berlaku dalam korun waktu 

tertentu dimasa yang akan data.ng. 

Masih di dalam buku yang sama, Robbins dan Coulter (1999;259) 

mengatakan bahwa "anggaran adalah rencana numeric Wltuk mengalokasi 

sumberdaya bagi kegiatan·kegiatan tertentu". Sedangkan John F. Due dalam bukunya 

berjudu[ Government Finance and Economics Analysis dalam Sugijanto, Gunardi, 

dan Loho (1995;22), memberikan pengertian anggaran adalah : 

... a budget, in the general sense of the fer, is a financial plan for aspesific 
period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed 
expenditures and expected revenues for the coming period, together with data 
of actual expenditures and revenues for currentand past period, 

Apa yang dikemukakan John F. Due, kurang lebih berarti anggaran merupakan 

perencanaan keuangan untuk periode waktu tertentu. Oleh karena itu, anggran 

pemerintah adahlh pemyataan pengajuan pengeluaran dan penerimaan untuk peri ode 

yang akan datang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan sebenamya 

untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang. 

Dari beberapa deflllisi anggaran yang telah dikemukakan, definisi anggaran 

menurut Jones (1991 ;262) adalah yang paling singkat yaitu "rencana bagi pemasukan 

dan pengeluaran uang". Dimana rencana diartikan sebagai cam yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan tujuan adalah keadaan akhir yang hendak dicapai. 

Berdasarkan pengertian atau definisi-definisi yang dikemukakan diatas, pada 

hakikatnya anggaran mengandung unsure-unsur: penge!uaran dalam satuan uang 

yang direncanakan membiayru kegiatan-kegiatan dengan standar harga )'3.11g berlaku 

untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang 

direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta waktu 

yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan. 
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Selanjutnya, pendapat pakar mengenai kegunaan atau manfaat anggaran perlu 

dipaparkan pula. Menurut Robbins dan Coulter (1999;259), "anggaran digunakan 

untuk memperbaild waktu, ruang, dan penggunaan sumber daya material", 

Sedangkan Henry (1999;252) menerangkan manfaat anggaran adalab "sebagai alat 

yang sisternatis dalam mengkoordinir manajemen pemerintah dan untuk mendukung 

system perolehan keuntungan". Di dalam buku yang sama Henry ( 1999;254) 

rnengatakan bahwa "anggaran kinerja menyajikan kontribusi yang berarti dalam 

mengukur efektivitas suatu organisasi", 

Seda.ogkan arti penting penganggaran perlu pula dlpaparkan, Nawawi 

(2000;109) mengatakan babwa· 

. . . penganggaran sangat penling bagi organisasi non~profit dalam 
mengaktualisasikan perencanaan, karena tidak saja berkenaan dengan 
penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya, 
sebagai kegiatan tata laksana keuangan dabun Manajemen Operatif atau 
Adminlstrasi Keuangan secara sempit. Namun dari semua kegiatan itu, untuk 
melaksanakan fungsi pengangaran tersebut organisasi non-profit harus 
menerima kenyata.an bahwa aspek yang terpenling adalah melaksanakan 
pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dalam arti secara tepat guna 
(efektif). 

Selain itu penjelasan tentang k1asi:fikasi anggaran perlu dipaparkan pula. 

Sebagaimana dikemukakan Arsyad dan kawan-kawan (1992;43), klasifika.<i anggaran 

adalah "usaha yang mensistematiskan jenis~jenis pengeluaran pemerintah ke dalam 

kelompok yang benar. Di Indonesia pengeluaran dildasifikasikan balk secara objek, 

organik, maupun ekonomis". 

Sedangkan menurut Sugijanto, Gunadi, dan Loho (1995;24) klasifikasi 

anggarun merupakan "pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih terinci. Adapun klasifikasi anggaran dapat 

dijelaskan sebagal berikut". 

Berdasarkan Objek 

Berdasasrkan objek, yaitu penggolongan anggaran berdasarkan jenis 

penerimaan dan pcngeluaran. Penerimaan terdirl dari beberapa jenis seperti 

Pendapatan Pajak Penghasilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-
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lain. Sedangkan pengeluaran mencakup Beianja Pegawai, Belanja Barang. dan 

Belanja ModaL Penerimaan dan pengeluaran dibagi lagi lebih lanjut yang disebut 

perincian jenis penerimaan atau pengeluaran. 

Berdasarkan Organisasi 

Berdasarkan organisasi1 yaitu pembagian anggaran didasarkan pada satuan 

organisasi yang merupakan bagian terstruktur ketatanegaraan sepcrti 

Departemen!Lembaga yang diperinci lebih lanjut menurut unit organisasi 

(Eseion I) dan seterusnya. 

Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan fungsi, yaitu penggolongan anggaran berdasarkan fungsi 

pengeluaran yang berupa tujuan pengeiuaran sesuai yang diemban negara seperti 

pengairan1 pendidikan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan lebih 

lanjut ke dalam sektor dan subsektor (seperti digunakan dalam UU APBN) 

Berdasarkan SifatiKarakter 

Berdasarkan sifatlkarakter, yaitu pembagian anggaran berdasarkan sifat 

pengeluaran, seperti pengeluaran operasional~ pengeluaran belanja, pembayaran utang 

dan pengeluaran modal. 

Berdasarlmn APBN atau disebut juga berdasarkan Ekonomi 

Berdasarkan APBN/ekonomi, yaitu dalam rangka pembangunan terlebih 

dahulu dibedal<an pendapan rutin dan pendapatan pembangunan serta belanja rutin 

dan belanja pembangunan. 

Sedangkan fungsi anggaran dapat mengacu :fimgsi keuangan negara 

sebagairnana dirumuskan oleh Musgrave (1984). Menurut Musgrave dalam Arsyad 

dan kawan-kawan (1992;44), anggaran mempunyai fungsi alokasi, fungsi dislribusi, 

dan fungsi stabilisasi. 

Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi adalah proses di mana sumberdaya nasional dipergunakan 

untuk barnng privat dan barang publik. Selain dalam rangka penyediaan barang 

pubilk, sunberdaya nasional juga harus dialokasikan ke sektor publik karena pedunya 

peranan pemerintah dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasar. 
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Fungsi Distribusi 

F1mgsi distribusi pada hakikatnya adalah peranun keuangan negara dalarn hal 

ini unggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatnn. Berdasarkan mekanisrne 

harga, pembagian pendapatan berdasarkan pemilikan sumberdaya atau faktor-faktor 

produksi, misalnya pemilik tanah dan modal. Tetapi ada pula sebagian masyarakat 

tidak memperoleh pembagian pendapatan menurut mekanisme pasar, misalnya orang 

cacat dan jompo. Karena distribusi pendapatan mengandung unsur barang publik, 

maka pemerintah hams tampil mengatasi ketidakmerataan pembagian pendapatan 

pembagian peudapatan, misalnya melalui sisi penerimaan seperti pajak dapat 

dikenakan dengan cara pemberian tarif pajak progresif serta pada sisi pengeluaran 

anggarnn juga dapat menjadi instrumen dalam pembagian kembali pendapalan yaitu 

melalui program pembayaran transfer atau subsidi. 

Fungsi Stabilisasi 

Fungsi stabilisasi ada!ah proses dimana anggaran merupakan alat kebijakan 

makro pemerintah. Misalnya: 1) pemerintah menaikkan pajak, maka konsumsi ruma 

tangga berkurang akibatnya pengeluaran agregat berkurang karena konsumsi 

merupal<.an komponen pengeluaran agregat. Hal ini dapat mengubah keseimbangan 

pendapatan si selctor riil dalarn bentuk penurunan oulput; 2) pemerintah menurunkan 

pajak, maka konsumsi rumah tangga bertanJbah akibatnya pengeluaran agregat 

rnenjndi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkun output (pendapatan 

nasional). 

Agar pemaharnan lebih jelas, rnaka perlu pemaparan perbedaan antara 

anggaran (budget) dan penganggaran (budgeting). Pengertian anggaran negara dan 

penganggaran menurut Arsyad dan kawan-kawan (1992;41-42) adalah : 

... anggaran pendapatnn dan belanja negara (APBN) yang pada 
hakikatnyamerupakan rencana keija pemerintahun yang akan dilakukan dalarn 
satu tnhun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Sadangkan pengertian 
penganggaran adalah suatu proses yang sistematis yang menghubungkan 
pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan. 

Lebih luas dapat dijelaskan bahwa anggaran negara pada hakikatnya juga 

mengandung sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pada sisi pengeluaran anggaran 
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negara ada pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, 

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja subsidilbantuan serta ada 

pengeluaran pembangunan yang terdiri dari belanja penunjang dan belanja modal. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang 

disediakan Wltuk menyeienggarakan tugas umum pemerint:aha ser.ara terns menems 

dengan kriteria a) pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilaku.kan beruJang secara 

periodik; b) dilaksanakan oleh subyek atau uait pelaksana secara berulang; c) jenis 

kegiatan yang dibiayai secara berulang sama; serta d) mempunyai objek atau sasaran 

yang cakupannya secaraberulang sama. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah 

pengeluanm yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produk$i serta ditujukan 

untuk investasi pemerintah bagi pelaksanaan pernbangunan baik melalui pembiayaan 

rupiah mumi maupun pembiayaan proyek dalarn waktu tertentu. Sedangkan pada sisi 

penerimaan angga.ran negara terdapat penerimaan perpaja.ka.n, penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibab. 

Menurut Kana (1990;4) perbedaan arti anggaran dan penganggaran adalah 

sebagai berik:ut : 

... anggaran (budget) merupakan hasil yang diperoleh setelah rnenyelesaikan 
aktivitas (tugas) perencanaan, sementara penganggaran (budgeting) 
menunjukan suatu proses yang dimulai dari sejak tahap persiapan yang 
diperlukan sebelum memulai panynsunan rencana, pengumpulan berbagai 
data dan informasi yang perlu~ pembagian tugas perencanaan, penyusunan 
rencana itu sendiri serta implementasinya1 sampai pada tahap pengendalian 
dan penilaian basil pelaksanaan rencana yang bersangkutan. 

Selain ito, Simrunora (1999;190) memberikan perbedaan pengertian anggaran 

(budget) dan penganggaran {budgeting) sebagai berikut : 

Anggaran adalah suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagairnana 
sumber-sumber daya dibarapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode 
waktu tertentu, Oleh karena itu, anggaran merupakan suatu rencana finansial 
yang dipakai nntuk pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan 
penganggaran (budgeting) adalab "proses penynsunan anggaran-anggaran". 
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2.2. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional dan anggaran dengan 

pendekatan New Public lvfanagement. Anggaran tradisional ditandai de-ngan ciri 

utamanya yang bersifat line~iJem dan incrementalism, sedangkan angga.ran dengan 

pendekatan NPM adalah anggaran yang berorieutasi pada kinerja, yang terdiri atas 

Planning Programming and Budgeting System (PPBS), Zero Based Budgeting (ZBB) 

dan Performance Budgeting. 

Jenis-jcnis anggaran tersebut anfa:ra lain : 

1. Sistem Anggaran Tradisional (Jradifional Budget System) 

Sistem Anggaran TradisionaJ adalah suatu cara menyusun anggaran yang 

tidak didasarklm atas pemilciran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada 

kebutuhan rutin berdasarkan objek pengeluaran (line-item budgeting) seperti belanja 

pegawai, belanja barang, belanja pemelibaraan, belanja perjalanan dinas dan 

pengeluaran rutin lainnya. 

Kenaikan anggaran pada umumnya dilakukan secara incremental dan 

digunakan sebagai dasar pengeluaran adalah pengeluaran tahun sebelwnnya ditambah 

sejum!ah kenaikan, penyesuaian dan perubahan. 

Anggaran tradisional lebih difokuskan pada aspek pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran seh:ingga orientasinya mencakup pada pengawasan serta 

penyusunan pembukuannya. Penjelasan mengenai penerimaan dan pengeluaran 

secara detail tidak dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Pada dasamya anggaran pengeluaran digunakan sebegai landasan pengukuran 

basar kecilnya kegiatan dan sarna sekali tidal< menggarnbarkan hubungan yang jelas 

antara input dan output. 

Dengan demikian sistem anggaran tradisional inipun tidal< dapat 

mengidentifikasikan berapa besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk kebutuban 

suatu jenis pelayanan tertentu, disamping itu anggaran tradisional ini tidak dapat 

mengidentifikasikan apakah suatu jenis pengeluaran tertentu masih dipak:ai atau tudak 
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sehingga suatu pengeluaran tertentu masih masuk dalam anggaran yang pada tahun

tahun berikutnya pengeluaran tersebut akan terus muncul dan tidak pemah dievaluasi 

apakah masih diperlukan lagi atau tidak, Dengan demikian anggarnn tradisional ini 

kurang menggambarkan berapa sebenamya kcbutuhan unit secara idealnya. 

2. Sistem Anggaran !'PBS (Planning, Programing, Budgering System) 

PPBS menekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun 

sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karcna pemerintah 

OCrtanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa 

dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. 

Proses lmplementasi PPBS ini melalui beberape tahap sebagai berikut : 

a, Menentukan tujuan organisasi yang bendak dicapai denganjelas. 

b. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

c. ~1engevaluasi berbagai altematif program dengan mcngitung cost-benefit darj 

masing~masing program. 

d. Pemilihan program yang meruiliki manfaat besar dengan biaya yang ked!. 

e. Alokasi snmber daya ke rnasing-masing program yang disetujui. 

Penerapan PPBS lebih sulit karena : 

a. Tujuan-tujuan sulit didefmisikan dalam kegiatan pemerintah pada umumnya 

dihadapkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang spesifik 

dan beranekaragam. Masing-masing kebutuhan memerlukan perhatian yang 

berbada behkan kadang-kadang bertentangan. 

b. Output dati pelayanan umum biasanya sangat sukar diukur, oleh karena itu 

program tersebut jarang mempunyai sistem pengendalian otomatis untuk 

menunjukkan sampai sejauh mana efektifitas dan efislensi program 

bersangkutan. 

3. Sistem Anggaran Dasar No! (Zero Based Budgeting) 

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang 

ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan 
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konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran di 

asumsikan mulai dari nol (zero based). 

Penyusunan anggaran yang berSifat incremental mendasarkan besarnya 

realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran talmn depan, yaitu dengan 

menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tiduk 

berpatokan pada angganm tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun 

penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. 

Proses ZBB terdiri darl : 

a. Membagi semua kegiatan pemerintah menjadi unit keputusan, unit ini bisa 

berupa program, kegiatan atrtu unit organisasi terendah, dalam hal ini ZBB 

mengikuti pola organisasi seperti halnya PPBS. 

b. Membagi masing-masing unit keputusan menjadi paket keputusan dasar 

pembagian ini dapat berupa kegiatan tertentu, pelayanan tertentu sub unit dari 

unit keputusan, atau altematifkegiatan yang dapat dijalankan untuk mencapai 

tujuan program. 

c. Memilih alternatif terbaik penyeJenggaraan pelayanan berdasarkan analisis 

biaya manfaat atau analisls Iainnya. 

d. Menyusun rangking keputusan anggaran diurut dari bawah ke atas, dan pada 

setiap tahap pembahasan dilukukan rangking package keputusan berdasarkan 

prioritas. Prioritas ini dapat disusun melalui PPBS atau kalau belum ada 

disusun berdasarkan tingkat pelayanan. 

e. Membagi alternatif yang tetpitib kedalam berbagai tingkatan pelayanan, 

ntisalnya tingkat pelayanan tahun lalu, minimal dikurangi, ditambah atau 

maksimal seliap tingkatan tersebut dihitung biayanya dan biaya yang 

diperoleb dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan. 

Dalam prakteknya penerapan ZBB mengalami kesulitan, karena 

membutuhkan wuktu yang lama untuk menyusun rangking unit dan puket keputusan 

disamping itu juga sulit untuk menghitung biaya altematif pelayanan. Oleh karena itu 

penerpan ZBB biasanya dimodifikasil dilakukan peninjauan terhadap beberapa 

kegiatan setiap beberapa tahun sekali, dan bukan dilukukan setiap tahun, sedangkan 
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jenis pelayanan diasumsikan dijalankan terus sehingga pembahasan hanya dilakukan 

atas tingkatan pelayanan saja. 

4. Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budget System) 

Anggaran yang berorientasi kinerja adalah sistem anggaran yang berorientasi 

pada output organisasi, dan berkaitan erat terhadap visi, rnisi, dan Rencana Strategis 

organisasi. Sistem ini juga berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia 

untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem 

penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, 

tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuanlrencana-mncana tertentu yang untuk 

peJaksanaannya perlu disusun atau didukung oJeh suatu anggaran biaya yang cukup 

dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Hal 

ini juga merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang 

diterima olah masyarakat pada akbimya adalah output dari suatu proses kegiatan 

birok.rasi. 

Ukuran~ukuran kinetja pada sistem anggaran yang berorientasi p:ada kinerja 

berguna pula bagi lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD) pada saat 

menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran, dan fungsi 

pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pihak eksekutifberguna untuk 

melakukan kontrol manajemen dan kualitas, serta dapat digunakan untuk sistem 

insentifpegawai. 

Performance budgeting berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis 

organisasi. lni berarti dalam proses perencanaan anggaran, visi, misi dan rencana 

strategis menjadi acuan utama. Dengan demikian, misi dan rencana slrategis harus 

dirinci sebingga mengbasilkan program, sub program serta proyek yang relevan 

dengan tujuan jangka panjang. Setiap output organisasi harus dapat dikaitkan dengan 

misi dan rencana strategis organisasi. Sehingga misi dan sasaran dapat dikatakan 

sebagai etemen-elemen strategis sedangkan elemen-elemen prak:tisnya terdiri dari 

program, akdvitas dan target aktivitas. 

Penganggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelakeanaan kebijakan dan 
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Program. Sistem penganggaran berdasarkan kinerja, sejalan dengan beberapa 

penyempurnaan lalnnya di bidang manajemen keuangan negara seperti penerapan 

anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengab yang berusaba untuk 

menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran. 

Satu hal penting yang mendasar dalam penyempumaan manajemen keuangan 

Iru adaleh kewenangan dan tanggungjawab yang Jebih bcsar bagi kementerian 

negara/lembaga dalam mengelola program dan kegiatan yang ada dalam lingkup 

kerjanya dimana penganggaran berdasarkan kinerja akan sangat memhantu dalam 

penerapannya. 

Untuk: mengetahui perbedaan pokok antara Traditional budget system, 

pe1jormance budget system. dan PPBS dapat dilihat pacta tabel berikut ioJ. 
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Tabel2.1 

Perbedaan Pokok antara ; 
Traditional Budget System, Performance Budget System, PPBS 

Plan11ing 
Tradititmal Performance Programming, 

No Keteranga11 Budget System Budget System BUtlget System 

l Pengertian Suatu perkiraan atau Mencerminkan Suatu bentuk kcbijakan I 
budget rencana penerimaan program kerja dan pemerintah dalam proses 

dan pengeluaran dana sehagai alat dari alokasi sumber-sumber 
dan rnerupakan alat manajemen untuk ekonomi yang langka untuk 1 

yang mencerminkan mengukur prestasi memenuhi kebutuhan yang 
pengeS&han tak terbatas 
pendapatan belanja 
negara 

2 Land as an Besar kecilnya Performance atau Keberhasilan rencana, 
pengukuran pengeluaran, jika prestasi dari tujuan I program dalarn mencapai 
(tolak ukur) seimbang dikatakan hasil anggaran yang tujuan negara dan 

berhasil. efisien pengaruhnya terhadap 
lin sosiaL 

····--···-
3 Bentuk Rene ana jangka Rene ana jangka Rcncana jangka pendck dan 

rencana pendek (re:ncana pendek (rencana jangka panjang (20 - 30 
tahunan) tahunan) tabnn) 

4 Orientasi Pertanggnngjawaban Pendayagunaan dana Penyusunan rene ana dan 
pelaksanaan anggaran yang tersedia untuk program 

mencapai hasil yang 
optimal 

5 Pengnrnpula Penerimaan- Penerimaan dan Kesejahtcraan sosiaJ dan 
n data penerimaan dan pengeluaran serta kebutuhan masyarakat, baik 

terutama pengeluaran- data biaya dimasa yang lalu maupun 
pengelullian masa yang akan datang 

6 Pengelompo Didasarkan atas Didasarkan atas Didasarkan atas tujuan-
kan pes-pos obyek-obyek rencan kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai 
anggaran pengeluaran ditetapkan tolak di masa yang akan datang. 

ukur berupa standar 
biaya dan hasil 
kerja. 

7 Sistem Cash basis Cash basis, accrual Cost system, misal:biaya 
akuntasi basis, dan cast basis research dan development, 
keuangan biaya operasi dan biaya-

--·---
biayalain yang terpadu. 

< < 

Sumber: Saberu dan Ghozah, Pokok-Pokok Akuntans1 Pemermtah, 20Dl. 
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Sedangkan menurut Bertram Gross dan Allen Schick dalam Henry ( 1995 ;248, 

249, 283) menyatakan bahwa ada 5 periode dengan perbedaan konsep berdasarkan 

perkcmbangan anggaran. Perbedaan tersebnt dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel2.2 

Bcberapa Perbedaan Antara Konsep-Konsep Anggaran 

I Traditional Performance Planning, Management Zero Based 

Budget Budget Programing, by Objective Budgeting 

Budget 
i 

Orientasi Pengawasan Manajemen Perencanaan Manajemen Pembuatan 
dasar Keb11iakan 
Cakupan Input Input dan Input~ Input, Output Input, Output 

I 
Output Output, dan akibat akibat, dan 

akibat dan altematif 
altematif 

Keahlian Akunting Manajemen Ilmu Pengetahuan Manajemen 
Personal ekonomi dan awam dan 

I perencanaan manajerial Perencanaan 
Infonnasi Objek Kegiatan Sasaran- Efektifitas Sasaran 
Kritis pembiayaan Instansi sasaran program program atau 

instansi lnstansi . 
Gaya Menalk Menaik Sistemlk Desentralisasl Sistemik 
pembuatan dan kausalis 
kebiiakan partisivan 
Tanggung Jarang Tersebar Terpusat Menyeluruh Desentralistis 
jawab terdepat namun 

I perencanaan teralokasi -· -
Peran Alokasi Eflsiensi Kebijakan Efektifitas Penentuan 
instansi dana dan efisisensi prioritas 
anggaran program kebiiakan . . . 

Sumber. Henry, Administrast Negara dan Masalah-masalah Publik. 1995 

Berkaitan dengan penyusunan anggaran, Fattah (2000;50) mengatakan bahwa 

~·persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan 

dana seca.ra efisien dan mengaiokasikan secara tepat sesuai dengan skala prioritas"', 
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Oleh karena itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlnkan tahapan-tahapan 

yang sistematik. Tahap penyusunan anggaran adalah sebagai beriknt: 

I )mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilak'nkan selama peri ode 
anggaran; 2) mengidentiflkasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalarn 
uang,jasa, dan barang; 3) semua sumber dinyatakan dalrun bentuk uang sebab 
anggaran pada dasarnya merupakan pemyataan finansial; 4) 
memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan 
dipergunakan oleh instansi tertent; 5) menyusnn usuian anggaran untuk 
memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; 6) melakukan revisi 
usulan anggaran; 7) persetujuan revisi usulan nnggaran; 8) pengesahan 
anggaran. 

Lebih lanjut Woelfel (1987;33) menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

penganggaran yang perlu mendapatkan perhatian organisasi. 

1. Perencanaan dan penganggaran hacus terpadu. Untuk rnencapai hal ini, 

kehijaksanaan-kebijaksanaan organisasional dibutuhkan dan suatu filosofi 

manajemen organisasiona1 harus ada. 

2. Penganggaran adalab. suatu proses untuk menetapkan prioritas-prioritas. 

3. Perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan data dan berorientasi kepada 

basil (keluaran) 

4. Penganggaran adalah suatu proses penyalur s~berdaya. lni dapat menimbulkan 

konflik pada dan didalam tingkatan-tingkatan organisasional. 

5. Konfrontasi bisa muncul dari faktor-faktor ekonomis (seperti ketidakcnkupan 

sumberdaya), proses-proses penyalur, kurnngnya pengertian, sikap keberpihakan 

pada satu kelompok, dan kepemimpinan yang tidak memadai. 

6. Penganggaran pada hakikatnya hersifat politis dan menuntut kemampuan untuk 

mempengaruhi dan berkompromi. 

7. Ada suatu dikotomi yang permanen antara kebutuban-kebutuhan dan keinginan

keinginan organisasional dan ketersediaan surnber~sumber daya. 

8. Sumber-sumber daya keuangan tidak tak terbatas atau tidak dapat memperbarui 

diri. 

9. Penganggaran adalah suatu pemaparan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan 

kelembagaan dalam terminologi keuangan, 
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10. Hubungan penganggaran harus secara sistematis menghubungkan pengeluaran 

dana-dana dengan pencapaian tuju.an-tuju.an yang telah direneanakan. 

11. Penganggaran bertumpu pada orang-orang yang membuat pilihan·pilihan optimal 

dalam urusan~urusan ekonomis dan non-ekonomis. 

12. Penganggaran harus dapat disesuaikan dengan keadaan dan luwes. 

13. Penganggaran kembali sumber-sumber daya adalah sumber utam keluwesan, 

ketika pertumbuhan pendapatan terhenti. 

14. Penilaian dan kompromi sering mendahului bentuk-bentuk pengambilan 

keputusan yang bersifat penghitongan dan birokratis. 

15. Keputusan penganggaran sering kali dinegosiasikan dengan ears yang sering kali 

subjektif. 

16. Ketidaksepakatan senng diselesaikan dengan penggunaan paksaaan apabila 

diperlukan. 

Sedangkan prinsip~prlnsip penyusunan anggaran menurut Sugijanto, Gtmardi, 

dan Lobo (1995;26-28) adalah : 

"keterbukaan; periodisitas; pembebanan anggaran pengeluaran dan 
menguntungkan anggaran penerimaan; fleksibilitas; prealabel; kecennatan; 
keJengkapan atau universalitas; komprehensif; terinci; anggaran berimbang; 
dinamis''. 

Selaln anggaran dan penganggaran terdapat pula pengertian terdapat pula 

pengertian penganggaran kinerja. Woelfel (1987;36-37) menyatakan bahwa: 

... penganggaran kinerja adalah suatu struktur penganggaran yang (1) 
berfokus pada kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang menghasilkan nilai 
tarnhah dan dari mana sumberdaya digunakan atau (2) mengembangkan suatu 
proses anggaran yang berusaha menghubungkan tujuan~tujuan organisasi 
dengan pemanfaatan sumberdaya. Fokus utamanya adalah memperbaiki 
eresiansi dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi kegialrul dan ukuran
ukuran biaya. Unsur-unsur umum dari sistem anggaran kinerja adalah 
klllsifikasi kegiatan, uknran kinerja, dan laporan kinerja. 

Sedangkan Plastrik dan Osborne (2000;147), seperti yang diterjemahkan 

Abdul Rosyd dan Rrunelan, menyatakan bahwa: 
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Penganggaran kinerja rnerupakan salah satu alat manajemen kinerja. 
Penganggaran kinerja menetapkan persyaratan kinerja tertentu ke dalam 
penentuan besarnya dana anggaran yang bdiberikan pada suatu organisasi. 
Ketika eksekutif menyiapkan anggaran, legislatif akan meloloskannya dengan 
menetapkan basil dan keluaran yang harus dicapai oleh organisasi tersebut 
sebagai ganti dari dana anggaran yang disepakati untuk dikeluarkan. Selain 
itu penganggaran ldne1ja memperbaiki fungsi pengarahan (strategi inti), 
karena mensyaratkan pembuat kebijakan untuk menetapkan secara jelas basil 
atau keluaran seperti apa yang ingin mereka "beli", dan memungk:inkan 
mereka untuk melihat basil yang diperolehnya sebagai imbalan dana yang 
dikeluarkan (2000;298) 

Disamping itu, cara penerapan model anggaran dalam bentuk penyerahan 

sejumlah dana yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi mengandung makna agar sasaran organisasi tercapai (sebagaimana di 

lnggris disebut "running cost" budget adalah biaya operasi) (Plastrik dan Osborne, 

2000;210). Ini artinya memberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola 

sumberdaya mereka sesuai dengan besarnya anggaran. 

Dengan demikian penganggaran kinerja bemuansa bagaimana tingkat 

efisiensi yang optimal tercapai sehingga kinerja yang optimal dapat tercapai juga. 

Dengan kata lain, anggaran yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang 

diharapkan berdasarkan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ditetapkan oleh organisasi. 

Selain itu Campo dan Tommasi (1999;62) menyatakan bahwa di dalam 

anggaran kinerja, anggaran menunjukk:an maksud pengeluaran, biaya program yang 

diusulkan untuk maksud-maksud tersebut, dan pengukuran dan basil di bawah setiap 

program. Dengan demikian, anggaran kinerja meliputi ha:l-hal sebagai berikut: 

•!• Kegiatan-kegiatan pemerintah dibagi dalam fungsi-fungsi yang luas, 

program-program, kegiatan-kegiatan, dan nnsur-tmsur biaya. "Fungsi" 

dapat disamakan suatu tujuan yang luas dari pemerintah (misalnya 

promosi pertanian). "Program" adalah serangkaian kegiatan yang 

memenuhi rangkaian yang sama dari tujuan-tujuan khusus (misalnya 

pengembangan hasil pertanian). "Kegiatan" adalah suatu subbagian dari 

suatu program ke dalam kategori yang homogen (misalnya proyek 

irigasi). Kriteria yang digunakan untuk memperluas kategori kegiatan 
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adalah tingkat dimana lndikator-indikator kinerja dapat dijabarkan dan 

biaya-biaya bisa diukur. Tujuan operasional dari setiap program dan 

kegiatan diidentifikasikan untuk setiap tahun anggaran. 

•) lndikator-indikator kinerja dan biaya-biaya yang ditetapkan, diukur, dan 

dilaporkan. 

2.3. Proses Penyusunan Anggaran 

Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian 

kegiatan didasari prinsip-prinsip anggara.'l, metode serta tekn1k penyusnnan yang 

dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui 

dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Mardiasmo ( 2002 ; 70 ) 

mengatakan siklus anggaran meHputl empat tahap yang terdiri atas persiapan, 

ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi. Tidakjauh berbeda dengan ape 

yang dikemukakan o!eh R.Daniel, Mullins dalam Shah, ,<\nwar ( 2007 ; 222 ) 

menggambarkan siklus anggaran terdiri dari persiapan dan formulas!, 

_persetujuanlotorisasi, pelak.sanaan, serta. audit dan evaluasi. 

Menurut National Advisory Council on State and Local Budgeting 

(NACSLB), seperti dikutip oleh Mullins (2007 ; 227) : 

" a good budget process incorporates a long-term perspective, establishes 
links to broad organizational goals, focuses budget decisions on results and 
outcomes, involves and promotes effective communication with 
stakeholders, and provides incentives to government management and 
employees" (NACSLB 1998). 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa proses anggaran yang baik adalah yang 

dibuat untuk perspektif jangka pOI\lang, berkaitan dengan sasaran organiasasi dan 

melibatkan stakeholder serta melengkapinya dengan insentif bagi pegawai 

pemerintahan, dengan demikian proses dan proserlur dalam formulasi dan persetujuan 

suatu anggaran harus diperkuat dengan elemen-elemen tersebut. 
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Pada tahap persiapan, peranan eksekutif mendominasi termasuk dalam 

perencanaan karena memberikan panduan dan platform kepada institusi yang 

berhubungan dengan kerangka fiskal jangka menengah sampai kepada kerangka 

pengeluaran jangka menengah dalam periode tahun anggaran, menyusun dan 

mengembangkan skala prioritas dan sumber daya agar mampu menutupi seluruh 

rencana pengeluaran, memberikan petunjuk dan masukan kepada agency budget 

submission (dirjen anggaran) dan melakukan penilaian kembali permintaan dana dari 

institusi. 
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Persetujuan dilakukan oleh legislatif yang ditandai dengan penyerahan 

anggaran kepada dewan sebagai bahan pettimbangan, persetujuan itu meliputi 

cakupan anggaran, tingkatan dokumentasi diikuti cakupan kewenangan persetujuan, 

diskresi oleh legislatif dalam penyesuaian anggaran, serta jadwal pelaksanaan. T ahap 

ini sama dengan yang dimaksud dengan ratiflkasi anggaran, yang me1ihatkan proses 

politik yang cukup rumit dan berat, pimpinan eksekutif tidak hanya ditnntut 

managerial skill namun juga harus mempunyai political skill yang memadai. 

Intergritas dan kesiapan mental yang tinggi sangat penting dalam tahap lni, karena 

dalam tabap ini plmpin~ eksekutif harus mempunyai keroampuan menjawab dan 

mernberikan argumentasi atas pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya tahap 

pelaksanaan anggaran me1iputi problem/isu negara yang terjadi (warrants 

issuance)lyang harus segera direallsasikan, mekanisme yang memastikan 

akuntabilitas eksekutif sesuai kebijakan legislatif pada tahap sebolunnnya, 

pendistrihusian anggaran, administrasi pelaksanaan, serta un::.w fleksibiHtas sehingga 

dimungkink:annya penyesuaian prosedur pertengahan tahun agar mencapai basil 

maksimal dan pengendalian keuangan. 

Tahap terakhir adalah audit dan evaluasi yaltu melakukan verifikasi 

terhadap pelaksanaan anggaran dalaru bentuk-bentuk seperti program audits, 

financial audit, laporan akuntabilitas, dan pengangkapan oleh publik (public 

disclosure). Siklus penganggaran barus disesualkan dengan kalender anggaran yang 

Ielah ditetapkan oleh pemerintah. Proses penyusunan anggaran yang balk dWl tepa! 

waktu akan menghasilkan outcomes yang optimal. 

Proses penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan proses 

rnanajernen. Proses akuntansi karena penyusunan anggaran merupakan studi 

mekanisme, prosedur merakit data, dan format anggaran. Proses manajemen karena 

penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap kepala unitlsatuan kerja 

dalarn pe!aksanaan program atau bagian dari program dan penetapan pusat-pusat 

pertanggungjawaban. 

Universitas Indonesia 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



32 

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun 

juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran 

strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang 

penginteg:rasian aktivitas organisasionaJ ke arab lujuan yang beroerientasi k:esasaran 

masa mendatang. Semakin bergejolak Hngkungan pasar ~ teknologi a tau ekonomi 

eksternal. rnanajemen, akan didorong untuk menyusun stategi. Pern!kiran strategis 

manajemen, direalisasi daiam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan 

ini didukung prosedur penganggaran organisasi . 

Dalam proses penyusunan anggaran harus dapat mengkomunikasikan 

tujuan organisasi, alokasi su•·nber daya, memberikan feedback~ dan mutivasi bagi 

pegawai. Anggamn disusun harus sesuai dengan kebutuhan, konsisten dengan 

struk:tur organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan dalam proses ini 

menciptakan tujuan, rencana kegiatan~ identiftkasi ~umber data dan sumber daya, 

mengecek sa.rana/fasilitas, menyusw1 prakiraan, analisa kendalalhambatan 

berdasarkan pengalrunan di masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan. Hal ini 

merupakan proses yang sangat kompleks. 

Ada enam tahapan proses penyuswtan anggaran menurut Shim, Jae K dan 

Siegel ( 2005 ; 9 ) : 

I. Selling objectives, dalam hal proses penyusunan anggaran adalah penting 

menjadikan tujuan sebagai hal yang paling menentukan mengapa anggaran 

tersebut diperlukan. 

2. Analyzing available resources. kemudian analisa jumlah surnber daya yang 

dimiliki perlu untuk menyeimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada 

dengan output yang akan dihasilkan. 

3. Negotiating to estimate budget components, tujuan yang telah ditetapkan 

dinegosiasikan deogan komponen-koroponen anggaran yaitu sumber-sumber 

penerimaan ataupun pengeluaran. 

4, Coordinating and reviewing components, serta diJakukan koordinasi dan 

review kembaJi terhadap komponen-komponen tersebut. 
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5, Obtaining final approval, pad a akhirnya proses penyusunan anggaran tersebut 

harus mendapatkan perserujuan dari legislatif. 

6. Distributing the approved budget pendistribusian hasil penyusunan anggaran 

kepada pemerintahan pusat. pemerintahan daerah, departemen teknis untuk 

dilaksanakan dalam periode tahun anggaran yang teiah ditetnpkan serta agar 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dari enam taha.pan tersebut menunjukan bahwa dalam prosesnya suatu 

anggaran harus: membuat estirnasi untuk semua komponen anggaran, menyusun 

rekomendasij melakukan revisi jika diperlukan. menyetujui atau menolak hasil 

pcnyusunan bagi Jegisiatif sebelurn dila.ksans.kan. Kesuksesan proses penyusunan 

anggaran membutuhkan kelja sama seluruh level dalam organisasi. 

2.4. Proses Pelaksanaan Anggaran 

1-.fasa berlakunya anggaran merupakan tahun anggaran dalam rangka realisas.i 

pencapaian tujuan setiap program atau target yang dianggarkan, baik untuk anggaran 

pandapatan maupun belanjanya. Aspek-aspek teknis administralif dalam proses 

pengelolaan anggaran berada pada proses pelaksanaan anggaran ini. Sebingga proses 

pelaksanaan anggaran merupakan tahap utama siklus anggarnn. Peran dominm dalam 

proses pengelolaan anggaran dalam proses ini, secam teknis penganggaran bernda 

pula pada Menteri Keuangan. 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus dip<rhatikan 

oleh manajer keuangan publik adalah dirnilikinya sistem informasi akuntasi dan 

sistem pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2002 :72). Belanja Negara di dalam 

APBN merupakan' batas· tertinggi untuk tiap jenis pengeluaran, oleh karena itu 

pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperlrenankan 

mtlakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia di APBN. 

Selain itu juga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran selain dari tujuan 

diadakannya belanja tersebut (Arif dkk, 2002 :42). 

Pelaksanaan anggaran dilakukan untuk : 
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(I) Memastikan bal!wa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 

yang diijinkan secara hukum pada aspek keuangan dan kebijakan; 

(2) Menyesuaikan pe!aksanaan anggaran bagi perubahan yang signiflkan di dalam 

lingkungan ekonomi makro; 

(3) Memecahkan kembali pennasalaban-permasalahan yang muncul selama 

pelaksanaan; 

(4) Mengelola perlengkapan dan menggunakan sumber daya secara eflsien dan 

efektif. 

Sistem pelal<:sanaan anggaran mempunyai 3 (tiga) sasaran utarna dari sistem 

pemhiayaan publik, yaitu : 

1) Pengawasanjumlah biaya; 

2) Strategi pengalokasian sumber daya, dan 

3) Efisiensi pelaksanaan operasional. Dan prosectur pe!aksanaan anggaran 

harus dapat memastikan bahwa sasaran keuangan diselenggarakan dengan 

efektif dan para manajer tunduk pada anggaran yang disabkan oleh 

legislatif(Schiavo-Campo dan Tommas~ 1999: 143-144). 

Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan memperhatikan prinsip

prinllip yang telah ditetapkan pada Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Padoman 

Pelaksanaan APBN, yaitu : 

a" Hemat, tidak mewah. efisien dan sesuat dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan, 

b. Efektif. terarah) dan terkendali sesuai dengan rencana, program I kegiatan setiap 

Departemen!Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasional. 

2.5 Anggaran Berbasis Kinerja 

Penganggaran merupak:an rencana keuangan yang secara sistimatis 

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. 

Berbagai variasi dalam sistern penganggaran pemerintah dikernbangkan untuk 
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melayani berbagai tujuan tennasuk guna pengendaHan keuangan5 rencana 

manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. 

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai 

alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintab. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode pengaaggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan .setiap pendanaan yang ditua..r1gkan dalam kegiatan

kegiatan dengan keluaran dan basil yang diharapkan, tennasuk efisiensi dalam 

pencapaian basil dari keluaran terscbut. Keluaran dan basil tersebut dituangkan da)am 

target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, 

dituangkan dalam p!'Ogram, dtikuti der.gan pembiayaan pada set1ap tingkat 

pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/Iembaga untuk: mencapal sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordina-;ikan oleh instansi pemerintah, 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata 

Jain, integrasi dari t'encana keija tahunan yang merupakan rencana operasional dari 

Renstra dan anggaran taluman merupakan komponen dati anggaran berbasis kinerja, 

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis 

kineija adalah : 

I) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaianoya. 

2) PengumpuJan infonnasi yang sistimatis atas rea!lsasi pencapaian kinerja dapat 

diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan 

prestasinya. 

3) Penyediaan informasi secara terns menerus sehingga dapat digunakan dalam 

manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi. 

Kondisi yang horus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan 

implcmentasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, adalab : 

1) Kepemimpinan dan komibnen dari seluruh komponen organisasi. 

2) Fokus penyempumaan admlnistrasi secara terus rnenerus. 
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3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu 

dan orang). 

4) Penghargaan (reward) dan sanl:si (punishment) yang jelas 

5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. 

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperharikan antara lain 

prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja dan peranan legislatif. 

1. Prinsip~Prinsip Pcnganggaran 

1) Transparansi dm akuntabilitas anggaran 

Anggaran harus dapat menyajilntrl inforrnasi. yang jelas mengenai tujuan, 

sasaran, hasH, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan 

atau pro yak yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses 

yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi 

dan kepentingan masyaraka~ terutama pemenuham kebutuhan-kebutuhan 

hidup masyarakat. Masyarakat JUga berbak untuk rncnWltut 

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelak:sanaan anggaran tern-ebut. 

2) Disiplin anggaran 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

ra.sional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pencJapatan. Sedangkan 

belanja yang dianggarkan pada setiap poslpasal merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

adanya kepastian teraedianya penerimaan dalarn jumlah yang cukup dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia 

anggarannya, Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran 

harus sesuai dengan kegiatan!proyek yang diusulkan 

3) Keadilan anggaran 

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil 

agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi 

dalam pemberian pelayanan. karena pendapatan pemerintah pada 

hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. 
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4) Efisiensi dan efektivitas anggaran 

Penyusunan anggaran hendaknya dHakukan berlandaskan azas efisiensi} 

tepat guna, tepnt waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan 

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraa.n 

yang maksimal untuk kepentingan masyar.akat 

5) Disusun dengan pendekatan kinerja 

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya 

pencapaian hasH kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau 

input yang te!ah ditetapkan. HasH kerj:mya horus sepndan atau lebih besar 

dari biaya atau input yang telab ditetapkan. Selain itu harus mampu 

menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. 

Selain prinsiJrprlnsip secara umum seperti yang telah diuralkan di atas. 

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 mengarnanatkan perubaban-perubaban kunci 

tentang penganggaran sebagai berikut: 

1). Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektifjangka menengab 

Pendekatan dengan perspektif jangka menengab mernberikan kerangka yang 

menyeluruh, meningkatkan keterkaitan anlara proses perencanaan dan 

_penganggaran, mengembangkan disipJin fiskal, mengarahkan alokasi surnber 

daya agar lehih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintab deng-dil pemberian pelayanan yang optimal dan 

lebih efisien. 

Dengan melakukan proyeksi jangka menengab, dapat dilrnrangi ketidakpastian 

di masa yang akan datang dalarn penyediaan dana untnk membiayai 

pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru, dabnn penganggaran tabunan. 

Pada saat yang sarna, harus pula dihitnng implikasi kebijakan baru tersebut 

dalarn konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka mencngab. Ca.ra ini juga 

memberikan peluang untuk melaknkan analisis apakab pemerintab perlu 

melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan 
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program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat 

diakomodasikan. 

2). Penerapan penganggaran secara terpadu 

Dengan pendekat.an ini; semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara 

terpadu, terrnasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran 

belanja pembangunan. RaJ tersebut merupakan tahapan yang diperJukan sebagai 

bagian upaya jangka panjang untok membawa penganggaran menjadi lebih 

trnnsparan. dan memudahkan penyusunan dan pelaksaua.M anggaran yang 

berorientasi kincrja. Dalam kai1an dengan menghitung biaya input dan menaksir 

kinetja program, sangat penting untuk mempertimbangkan biaya secara 

keseluruhan~ baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat 

aperasional. 

3). Penerapan penganggaran berdasarkan kineija 

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kineija sebagai bagian dart 

pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan 

mendulamg perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam peman:faatan sumber dayu 

dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam 

kerangka jangka menengah. Rencana ketja dan anggaran (RKA) yang disusun 

berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh man.faat yang 

sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena 

itu, program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD harus 

diarahkan untuk rnencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Reocana Ketja Pemerintah (RKP) atau rencana Ketja Pemerintah 

Daeruh (RKPD). 

2. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kincrja 

Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinelja adalah 

mendapatkan data kuantitatif dan rnembuat keputusan penganggarannya. Proses 

mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh infonna:si dan pengertian 
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tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. 

Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana manfaat setiap 

program terhadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan 

setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemi!ihan dan prioritas program yang 

akan dianggarkan akan sangat tergantung pada data tentang targe1 kinerja yang 

diharapkan dapat dicapai. 

3. Peranan Legislatif dnlam Penyusunan Anggaran 

Alokasi anggaran seriap program di masing masing unit kerja pa<la akhirnya 

sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas d<ln 

• pi1ihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kelja dihasilkan sete1ah me1alui 

koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatlf. Dalam usaha 

mencapai kesepakatanj seringkali keterkaitan anta.ra kinerja dan alokasi anggaran 

menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASB), 

alokasi anggaran menjadi iebih rasionat 

2.2.1 Kebijakan Publik (Public Policy) 

a. Definisi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan cabang dari disiplin ilmu politik yang 

berkembang pada pertengahan tahun 1960. Menurut pendapat Edward ill dan 

Sharkansky dalam lslami (1984:18), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah 

apa yang pemerintah katakan dan dilekukan, atau tidak dilekukan. Pendapat tersebut 

juga senada dengan Dye yang mengartikan "public policy is whatever governments 

choose to or no/to do". Definisi ini dibuat oleh Dye dengan menghubungkan pada 

beberapa deflnisi lain dari David Easton, La.'lSwell dan Kaplan, dan Carl Fredrich. 

Easton menyebutkan kebijakan publik sebagai "Kek-uasaan mengalokasi nilai-nilai 

untuk masyarakat secara keseluruhan," yang rnengandung konotasi tentang 

kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. 
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Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya dapat mencakup seiuruh 

masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Laswell dan Kaplan melihat "Kebijakan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai program yang diproyeksikan 

berkenaan dengan tujuan~ nilai dan praktek" (a projected program of goals, values, 

and practices). Fredrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan 

adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose) (Abidin, 

2004:20-21). 

Sedangkan Jenkins (!978:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

berikut: 

Public policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or 
group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving 
them within the power of this actors to achieve. 
(Kebijakan publik mempakan keputusan yang diambil oleh seseorang politisi 
atau kelompok politik berkaitan dengan tujuan tertentu dan cara-cara 
mencapain;ya da1am situasi dimana keputusan tersebut masih dalarn batas 
kewenangan kekuasaan pelaku politik tersebut). 

Dari defmisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

terdiri atas unsur peroerintah pembuat kebijakan, program-program ntau rangknian 

kegiatan atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebgai 

pembuat kebijakan berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang 

diharlapi dan membunt kebijakan yang dlrancang untuk menangani keadaan di masa 

mendatang. Adapun kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk 

mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Dunn (2000:98) agar suatu kebijakan dapat beljalan secara efektif, 

sebelum di!akukan pemmusan kebijakan haruslah terlebih dahulu dilaknkan analisis 

kebijakan yaltu suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalarn proses politik. 

Kernudian aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan 

(policy making process). Dalam melakukan analisis kebijakan, terdapat tiga 

pendekatan, yang dapat diketahui dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu : 
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I. Pendekatan empiris, dengan bentuk pertanyaan adakab dan akankab ada 

(fak:ta). Dalam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah deskriptif 

dan prediktif. 

2. Pendekatan valuatif, dengan bentuk pertanyaan apa manfaatnya (nilai). 

Dalam hal ini, tipe infonnasi yang dibutuhkan adafah valuatif. 

3. Pendekalan normatif, dengan bentuk pertanyaan apakah yang harus 

diperbuat (aksi). Tipe infonnasi yang diburahkan adalah perspektif. 

Selanjutnya Dwm (2000:110-123) mengatakan ada tiga benluk ana!isis 

kebijakan, yaitu: 

L Ana1isis kebijakan prospektif, yakni berupa produksi dan transformasl 

informa'li sebelum aksi kebijakan dimufai dan diimplementasikan 

cenderung menciri cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem dan 

peneJiti operasi. 

2. Analisis kebijakan retrospektif, yakni sebagai penciptaan dan transfonnasi 

informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. 

3. Analisis kebijakan terintegrasi, yakni bentuk analisis yang 

mcngkombinasikan gaya oprasi para praktisi yang menaruh perhatian pada 

penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan 

kebijakan diambil. 

Analisis kebijakan adalah bagian dari sistem kebijakan. Suatu sistem 

kebijakan mencaknp hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan 

publik, pelakn kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh 

badan-badan pemerintah yang diformulasiktm ke dalam bidang-bidang seperti 

perdagangan, perindustrian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pelakn kebijakan 

antara lain ke1ompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, dan agen 

pemerintah. Lingkungan kebijakan adalah konteka kbusus dimana kejadian-kejadian 

di sekeliling isu kebijakan teljadi, mempengaruhl dan dipengaruhi oleh pembuat 

kcbijakan dan kebijakan publik. 
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Somber : Thomas R. Dye diadaplasi oleh dunn (2000: II 0) 

b. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Dalam proses kebijakan, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaanya. 

Cochran dan Malone (1999:39-52) serta Dunn (2000:24) membaginya dalam lima 

tahapan yaitu: 

l. Identifikasi masalah dan penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik 

untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. mendingno.sis 

penyebah-penyebab masatah dan memetakan tujuan-tujuan. 

2. Formulasi kebijakan 

Para pejabat merwnuskan altematif kebijak:an untuk: mengatasi rnasalah 

disertai dengan peramalan akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya 

kebijakan tersebut di masa akan datang. 

3. Adopsi kebijakan 

Alternatif kebijakan yang diadopsi harus didukung oleh mayoritas 

legislatif atau konsensus dari semua pihak yang terkait. 

4. Implementasi kebijakan 

Kebijakan yang relah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang menggerakkan sumber daya. 
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5. Evaluasi kcbijakan 

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan persyaratan dan apakah tujuan relah tercapai. Evaluasi juga 

menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap niiai-nilai yang 

mcndasari kebijakan serta merobantu penyesua1an dan perumusan 

kembali masalah. 

Secara garis besar Bromley (19&9:32-33) membagi 3 (tiga) tingkatan dalam 

proses kebijakan yang disusun berdasarkan hierurki seperti pada gambar 3. Susunan 

hierarki proses kehijakan muJai darl tingkatan teratas sarnpai dengan tingkatan 

terendah berturut-turot adalah policy level, organizational level, dan operational 

level. 
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Policy Level 
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.. IL 
Inst!tut!Onal~'angement 

Operational Level 

l 
Patterns of interaction 

Oujmes 

l 
Assessment 

Sumber: Bromley, 1989:33 
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Pertama : policy level, pada tingkat ini pemyataan mengenai tujuan nasional 

diformulasikan oleb pibak Jegsilatif dan selanjutnya pibak eksekutif 

mengaktualisasikan tujuan ke dalam peratunm-peraturan yang mendukung 

terlaksananya kebijakan tersebut 

Kedua : organizational level, pada tingkat ini ditetapkan organisasi atau departemen 

teknis sebagal pe!aksana untuk mengimp1ementasikan peraturan~peraturan tersebut. 
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Ketiga : operational level, pada tingkat inl peraturan~peraturan dijabarkan secarn 

teknis untuk dapat diimplcmentasikan oleh unit pelak:sana yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat dan stakeholders. Tetiarli interkasi antar berbagai pihak 

yang etrkait. Wujud dari interaksi tersebut akan menghasi!kan keluaran (output) dan 

dampak (outcome). Selanjutnya untuk menyempumakan kebijakan diperlukan 

penilaian (assessment) terhadap policy level dan organizational level berdasarkan 

pertimbangan dan1pak yang teljadi. 

2.2.2 Implcmcntasi Kebijakan Publik 

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik yang teloh disyahkan, tidak akan bermanfaat, apabila 

tidak diimplemetasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik 

berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam 

realita nyata 

Implemetasi kebijakan publik (public policy implementattion) merupaka.n 

salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Menurut 

George C. Edwards Ill (1980:1) lmp!ementasi Kebijaknn sebagai berikut: 

Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between 
the establishment of policy-such as the passage of a legislative act.. the issuing 
of an executive order, the handing down of a judicial decision, or lhe 
promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the 
people whom it affects. 
(Seperti yang dapat kita lihat, imp1ernetasi kebijakan, adalah suatu ll!bap 
proses pembuatan kebijakan antara pengesahao kebijakan seperti bagian dari 
kegiatan pembentukan undang-undang, penerbitan pera\uran pemarintah, 
proses pengambilan putusan pengadilan, atau penjabaran peratur~"l 

perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan u.:hadap orang-orang yang 
terkait). 

Sedangkan menurut kamus Webster dalam Wahab (1991:50) kebijakan 

publik diartikan 1jto provide the means for carrying out {menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu); to give pr!lctical effect to (menlmbulkan dampak/akibat 
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terhadap sesuatu)". Implementasi berarti menyerliakan sarana untuk melaksanakan 

suatu kebijakan dan dapa! menimbulkaa dampaklakibat terhadap sesuatu tertentu. 

Mazmanian dan Sabatier menyebutkan bahwa "Implementation is the 

carrying out of a basic policy decisio, usually incorporated in a statue but which can 

also take form of important executive orders or court decision Ideally I hat decision 

identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objeclive (s) to be pursued, 

ami, in a variety of ways, "structures" th2 implementation process. The process 

normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic 

statute, followed by the policy outputs {decisions) of the implementing agencie,s_, the 

compliance of target groups with thouse decision, the actual impacts-both inrertded 

and unintended"af those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and 

finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute'1 

(Mazmanian, et.al, 1983:20-21). Pengertian imp!ementasi tersebut dapat diartiknn 

bahwa implementasi rnerupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang 

biasanya di1akukan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah maupun 

keputusan eksekutif maupun badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut 

mengidentifikas.ikan masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai) dan struk:tur 

dari proses implementasi. Proses ini no:rmalnya melewati berbagai tahapan yaitu 

pengeluaran peraturan dasarnya, diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, 

dampak aktual, dan terakhir revisi terbedap aturan dasarnya. 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi 

diartikan sebagai "those actions by public and private individuals (or groups) that 

are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This 

includes both one time efforts to transform decisions into Optirational terms, as wells 

as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy 

desicions (1975:14) atau dapat diartikan bahwa imp1ementasi diartikan sebagai suatu 

tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau 

kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelmnnya. Tindakan-tindakan ini, pada 

suatu saat berusaha untuk mentrasformasikan keputusan menjadi pola opernsional, 
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serta melanjutkan usaha tersebut untuk: mencapai perubahan baik yang besar maupun 

yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu. 

Dengan demikian berdasarkan definisi implementasi kebijakan publik yang 

dikemukakan diatas, maka penulis hanya akan membahas faktor-faktor yang 

mernpengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan serta dampak dari 

penerapan implementasi 1ersebut. 

2.2.3 Model-Modellmplementasi Kebijakan Publik 

A) Model George C. F:dwards lJl (1980) 

Edwards Ill (1980:9-l 0) mengalakan ada empat faktor atau variabel utama 

yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yaitu : komunikasi 

(communication), sumber-sumber (resources), diposisi atau sikap (dispositiom· or 

atiiludes), dan strnktur birokrasi (bureaucratic struture). 

a. Komunikasi (communication) 

Agar implementasi kebijakan efektif IIVIka pihak yang bertanggung jawab 

dalam implementasi kebijakan hams mengetahui dengan jelas apa yang harus 

dilakukan, Petunjuk atau perintah untuk implementasi kebijakan harus diteruskan 

kepada personi! yang tepa! dengan jelas, akurat dan konsisten. Perintah harus secara 

jelas menerangkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Berbagai 

petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah 

untuk mengikutinya (George C. Edwards lll, !9&0: 17). 

Proses implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan olah 

kejelasan dengan mana standar dan tujuan dicantumkan dan dikomunikasikan kepada 

para peJaksana (implementors) secara konsisten dan Akurat (accuracy and 

consistency). Ma.ka dapat disimpulkan komunikasi kebijakan mencakup dimensi : 

1. Dimensi transformasi (transmission), rnengandung pengertian bahwa 

sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kc:putusan, ia harus 

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaarmya Ielah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatan yang 

ti.mbul da1am mentransmisikan perintah-perintah implementasi, zntara 
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lain pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengarnbil kebijnkan, informasi melewati berlapis-lapis 

hierarki birokrasi, serta persepsi yang selektif dan ketidnkmauan para 

peJaksana untuk mengetahu:i persyaratan-persyaratan suatu kebijak:a.n. 

Ada beberapa saluran komunikasi dalam organisasL Menurut Kasim 

(1989:71-77) pada kornunikasi formal dapat diidenlifikllsikan menjadi 

tiga yaitu : 

a) Komunikasi ke bawah 

Komunikas:i ini dalah komunikasi yang bcrasa1 dari p•mpman 

tertinggi ditujukan kepada pimpinan menengah, kcpada manajemen 

tingkat rendah dan terus kepada para bawahan. Fungsinya adalah 

memberi pengarahan. instruksi, indoktrinasi, evaluasi dan 

sebagainya. Makin rendah tingk.at bierark:hi makin rinci perintah 

atau instruk:ai yang dikomunikasikan. 

Disamping mengkomWlikasikan perintah, komWlikasi kebawah 

juga berkaitan dengan informasi tcntang tujuan organisasi, 

kebijakan, peraturan, insentif, manfaat, hak-hak khusus~ umpan 

balik dari atasan atas basil pelnksanaan tugas bawahan dan 

sebagainya. Media yang dipnkai untuk knmWlikasi meliputi rapat, 

telepon, memo dan pertemuan talap rnuka Selain itu dapat juga 

digunakan buletin, poster, papan pengumuman dan sebagainy-d. 

b) Komunikasi ke alas 

Komunikasi ke atas adalah knmunikasi yang berasal dari bawahan 

dan ditujnkan ke atasan, biasanya bergetuk menurut garis hierarkhi 

dalam organisasi. FWlgsinya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan 

para hawahan tennasuk keputusan yang akan dibuat dan bagaimana 

prestasi kerja (performans). 

Bentuk komunikasi ini meliputi laporan polnksanaan pekerjaan, 

saran-saran) rekomendasi, rencana anggaran~ pendapat keluhun, 

perminta:an bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipa.kai 
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adalah rapat-rapat, laporan tcrtulis, memo~ teJepon, pertemuan 

langsung (tatap muka), Disamping itu, dapat digunakan survai, 

pertemuan kliUsus antara pimpinan dengan pekerja; panitia khusus. 

da:ftar pertanyaan, informan dan sebagainya, 

c) Komunikasi lateral 

Komunikasi late.ral terjadi antara orang-orang yang mendudukin 

jabatan yang setlngkat dalam struktur organisasi (komunikasi 

horizontal) dan antara orang-orang yang menduduki jabatan yang 

berbcda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando lansung 

(komunikasi diagonal). Komunikasi ini terjadl sec-am terntur 

diantara para pekerja yang beketjasarna sebagai satu tim, antara 

anggota dari kelompok kerja yang mempunyai tugas yang saling 

tergantnng, antarn tenaga staf dan lini dan sebagainya. Pola 

komunika'>i yang dipakai adaJa pertemuan tatap muka, te1epon, 

memo) order kerja, dan sebagianya 

Fungsi utamanya adalah koordinasi dan pemecahan rnasalah. 

Komonikasi lateral lebih cepat efektif dibandingkan dengan 

komunikasi melalui safuran hierarkhi karena komunikasi ini selalu 

langsong antara pejabat yang bersangkutan. 

2. Dimensi kejelasan (clarity), artinya kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan, maka petnnjuk pelaksana tidak hanya 

harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, melainkan juga komunikasi 

kebijakan tersebut harus jelas. Edwards mengidentiflkasikan enam faktor 

yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu 

kompleksitas kebijakan pub!ik, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok masyarak:at, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan. 

masalah-masalal1 dalam memulal suatu kebijakan barn, menghindari 

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan 

pengadilan (Edwards, 1980:26). 
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3. Dimensi konsistensi (consistency), mengandung pengertian bahwa jika 

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah 

pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang 

disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, 

tetapi apablla perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak 

akan memudahkan para petaksana kebijab:m menjalankan tugasnya 

dengan baik. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak 

konsisten alum mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang 

sangat longgar dalam menafsirkau dan mengimplementasikan kebijakan. 

b. Sumber daya (resources} 

Petunjuk-petunjuk dalam melakukan implementasi mungkin telah 

ditransmisikan dengan jelas, akurat, dan konsisten, tetapi jika sumber daya yang 

dibutuhkan da.!am implementasi kurang atau tidak tersedia maka implementasi 

kebijakan tidak akan efektif (George C. Edwards Ill, 1980:11 ). 

Sumber daya dalam implementasi kebijakan antara lain adalab : 

I. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya yang paling penting adalah SDM, implementasi akan 

batjalan efektif jika jumlab SDM yang tersedia cukup memadai dan 

memiliki keterampilan/keahJian, pelatihan dan pendidikan sesuai dengan 

standar knaliftkasi yang ditentukan. 

Menurut Nawawi (2000: 10) ada 3 pengertian SDM yaitu : 

a) manusia yang bakelja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga 

personii, tenaga kerja, pegawai atau ka.ryawan) 

b) tensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam menwujudkan 

eksistensinya. 

c) potensi yang merupakan aset dan berfimgsi sebagai modal (non 

materiallnon finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat 

diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik 

dalam mewujudkan organisasi. 
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Menurut Sulistlyani dan Rosidah (2003:9) SDM adalah potensi 

manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang rneliputi 

fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang 

terakumuJasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah 

kemampuan seorang pegawai yang terak:umu)asi baik dari Jatar belakang 

pengetahuan) intclegensi, keahlian, keterampilan dan human relation. 

Kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa SDM itu meliputi potensi 

yang ada pada diri seseorang pegawai baik flsik maup1.m non fisik. 

Dengan demikian pelaksanaan suatu kegiatanlkebijakan sangat 

bergantW1g kepada potensilkemampuan atau kualitas serta kuantitas 

pegawai yang ada dalam organisasi. 

2. Informasi 

lnforrnasl yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara 

mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan 

dari berbagai pihak yang terllbat d:l:laru implementasi kebijakan tersebut. 

Hal yang demikian ini dimaksudkan, agar para pclaksana tidak akan 

melakukau suatu kesalahan dalam menginterprestasikan tentang cara 

bagaimana mengimplementasi.kan atau melaksanakan kebijakan tersebut. 

Disamping itu untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam 

implementasi agar mereka mau melaksanakan dan mernatuhi apa yang 

menjadi tugas dan kewajibannya. 

3. Dana 

Diperlukan untuk membiayai operasionalisasi implementasi 

kebijaksanaan. 

4. Kewenangan 

Diper!ukan untuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kahenuaki. 

Pemberian wewenang disesuaikan dengan fungsi dan jabatan setiap 

pela.ksana. 
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5. Fasilitas 

Merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi 

suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah, sarana yang 

kesemuanya akan memudahkan dalarn memberikan pelayanan dalam 

implementasi kebijakan. 

c. Disposisi atau sikap (dispositions or altiludes) 

Disposisi berhubungan dengan kecenderungan/sikap dari pelaksana yang 

dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam 

melaksanakan implementasi kebijakatL Pada kenyataannya implementor scnng 

menggunakan kecenderungan tersebut dibanding mengikuti petunjuk yang telah 

ditetapkan dalam kebijakan (George C. Edwards III, ! 980:53). 

d. Struktur birokrasi (bureaucratic struture) 

Strnktur birokrasi mencakup Standard Operating Procedures (SOPs) dan 

dimensi fragmentation. SOPs berkembang sebagai respon internal untuk 

mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga Jebih efisien. Tetapi yang 

perlu diperhatikan dalam SOPs perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada 

sehingga tidak merintangi implementasi. 

Dimensi Fragmentation menegaska.n bahwa struktur birokrasi yang 

terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi1 dimana para pelaksana 

kebijakan akan punya kesempatan yang besar beritalinstruksinya akan terganggu. 

Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk 

mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu1 

akibatnya tetjadi ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya. 

Faktor komunikasl, somber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

sebagaimana disebutkan di atas akan mempengaruhl tingkat keberhasilan dan 

kegagalan implementasi suatu kehijakan publik. Secara skematis model proses 

irnplementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini : 
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Komunikasi 

\ 
umber daya 

~" 
rrnplementasi 

T~ 
Disposisl 

Struktur Birokrasi 

b) Model Merilee S. Grindle (1980) 

Menurut Grindle (1980:8-14) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi 

kebijakan dan konteks irnplen1entasinya (content of policy and context of policy). Isi 

kebijakan mencakup : 

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi. 

lndividulkelompnk yang bersentuhan dalam implementasi 

kebijakan mungkin merasa diuntungkan tetapi dapal pula 

sebaliknya merasa dirugikam. Sehingga pihak yang merasa 

kepentingannya terancam akan melakukan perlawanan. 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

Marfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun terpisah. 

Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif biasanya lebih mudah 

dilrnplementasikau. 
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c. Derajat perubahan yang diharapkan. 

Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang 

memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku 

dipengaruhl oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk rnencapai 

tujuan kebijakan. 

d. Kedudukan pengambil keputusan. 

Kedudukan pengambil keputusan terkait dengan jabatan organisasi 

secara struktura.l rnaupun secara geografis. 

e. Pelaksana program. 

Keahlian1 keaktifan dan i.anggung jawab pelaksana program 

menentukan keberhasilan impJementasi kebijakan. 

f. Sumber daya yang dilibatkan. 

Sementara konteks implementasinya adalah : 

a. Kekuasatm, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

Imp1ementasi kebljakan melibatkan berbagai aktor mempunyai 

proses administrasi pengambilan keputusan. Masing-masing aktor 

mempunym posisi dan kepentingan khusus yang dapat 

menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi yang digunakan. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

Interaksi dal.am persaingan aktor memperebutkan sumber daya, 

tanggapan dari pejabat pelaksana dan elite politik dipengaruhi oleh 

karak:teristik dari lembaga dan penguasa yang terkait. 

c. Kepatuban dan daya tanggap. 

Kapatuban (compliance) untuk mencapai tujuan kebijakan dan dnya 

tanggap (responsiveness) adalah msalah yang san gat penting dalam 

implemen.tasi kebijakan. Untuk mencapei kepatuban maka para 

~abat pelaksana harus mendapatksn dukungan dari badan 

pelaksana program, elite politik yang terkait dan pihak penerima 

manfaat (beneficiaries). Apabila etrjadi perlawanan dari pihak yang 

merasa dirugikan maka pejabat pelaksana harus mampu 
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mengalihkan perlawanan tersebut rnisalnya melalui bargaining} 

penyesuaian (accomodation) dan konflik. 

Daya tanggap harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui 

informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi 

kebijakan. Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, 

umpan balik tetapi juga meJakukan kontrol (pengendalian) dalam pe!lcapaian tujuan 

ksbijakan yang telah ditetapkan. 

Model impJementasi kebijakan :menurut Grindle dapat di1ihat dalam gambar 

5 dlbawah ini : 

Tujuan Kebijakan 

Tujuan yang dicapai 

Melaksanakan kegiatan 
Dipengaruhi oleh : 
(a) lsi kebijakan: 

1. Kepentingan yang dipengaruhi 
2. Tipe manfaat 
3. Derajat perubahan yang diharapkan 
4. Letak pengambilan keputusan 
5. Pelaksana Program 
6. Somber daya yang dilibatkan 

(b) Konteks implementasi : 
l. Kekuasaan, kepentingan dan 

Strategi aktor yang terlibat 
2. Karakteristik lembaga dan penguasa 
3, Kepatuhan dan daya tanggap 

Program aksi dan 
Proyek jndivldu yang 
Didesain dan dibiayai 

....--------, 
Hasil kebijakan : 
a. Dampak pada rnasyaraka~ 

individo, kelompok 
b. Perubahan dan penerimaan 

oleh masyarakat 

Program yang dijal~n? / 
Seperti yang direncan/ 

Mcngukur keberhasilan 
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c) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) 

Meter dan Hom merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan 

hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu 

kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan 

untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung daiCJm antarhubungan berbagai faktor. 

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yaitu : 

1. V ariabel utama 

a. Standar dan tujuan 

Standar dan tujuan dalam melaksanakan setiap program kebijakan 

harus jelas. Pemyataan standar dan tujuan dapat melalui pemyataan 

pembuat kebijakan dalam peraturan, maupun petunjuk pelaksanaan 

program 

b. Sumber daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan swnberdaya manusra 

(hwnan resources) maupun sumberdaya non-manusia (non- hrunan 

resources). 

2. Variabel antara 

a. Aktivitas implementasi dan komunik:asi antar organisasi 

Standar dan tujuan kebijakan perlu dipabami dengan jelas oleh 

semua pelaksana. Untuk itu diperlukan komunikasi yang akurat, 

konsisten dan seragam 

b. Karakteristik badan/instansi pelaksana 

Krakteristik badan pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf, 

dukungan politik, vitalitas organisasi, derajat komunik:asi dan 

hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan. 

c. Lingkungall ekonomi, sosial dan politik 
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Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat ruempengaruhl 

implementasi kebijakan dapat diidentitikasi dengan melihat 

ketersediaan sumber daya ekonomi, dan dukungan atau penolakan 

dari kaum elit, maupun pihak terkait terkait termasuk kelompok 

kepentingan swasta. 

d. Kecenderungan dari peJaksana 

Terdapat tiga jenis kecendenmganlrespon pe!aksana yang 

mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melak.<;anakan 

kebijakan. Pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan 

pendalaman (comprehenticn and understanding) terhadap 

kebijakan. Kedua, arah dan respon pelaksana apakah menerima, 

netral atau menolak (acceptance. neutrality, and rejection). Ketiga, 

intensitas terhadap kebijakan. 

d) Model Maniel A. Mazmanian dan Pqsaul A. Sabatier (A Frame Work for 

Implementation Analisys) (1983) 

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang 

mempengarubi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik dari masalah 

(tractability of the problems), karakteristik kebijakan (ability of statute to structure 

implementation), dan Hngkungan kebijakan (nonstatutory variables afficting 

implementation (Subarsono, 2005:94-99). 
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3.1. Metode Penelitian 

BABill 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis 

yang bersifat gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan desain penelitian 

mengunakan metode survey sebagai metode pelaksanaanya, dengan pendekatan 

melalui skala pengukuran model Iikert, dimana informasi dikumpulkan dari 

responden deng<tn menggunakan kuesioner. Penelitian survey merupakan 

pengumpulan data terhadap sampel. Karena tujuan survey adalah untuk 

menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi oleh karena itu mak:a 

sampel menjadi isu yang penting dalam survey. Hal ini karena sampel harus dapat 

mewakili atau mencerminkan populasi ( Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih, 

2007:60 ). 

Selain pertimbangan jumlah sampel, ada beberapa pertimbangan untuk 

melakukan penelitian survey. Pertimbangan- pertimbangan itu an tara lain : 

I. Penelitian survey dapat digunak:an untuk sampel yang besar 

2. Penelitian survey dapat digunak:an untuk mendapatkan informasi/data yang tidak 

dapat diperoleh dari sumber lain 

3. Dengan kuesioner dapat menghasilkan data/informasi yang beragam dari setiap 

respondenlindividu dengan variabe1 penelitian yang banyak. Hal ini sangat berarti 

untuk analisa. 

4. Data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. 

Penulis memilih metode ini karena pertimbangan : a). Waktu, baik untuk 

penelitian yang cukup singkat, maupun waktu yang digunakan oleh penulis dalam 

melaksanakan tugas-tugas rutin yang menjadi kewajiban penulis; b). Biaya, karena 

variabel penelitian penulis erat kaitannya dengan anggaran yang tersedia; c). Tenaga, 

diperlukan tenaga untuk dapat mengolah data-data penelitian yang cukup banyak dan 

bervariasi menjadi informasi yang berguna. 
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3.2 Tempat dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Keija di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Man usia. 

3.3. Pembatasan Penelitian 

Masalah yang diteliti perlu dibatasi agar penelitian dapat lebih terfokus 

pada bagian tertentu dari pennasalalmn y3ng rlitentukan. Penelitian difokuskan 

kepada implementasi kebijakan anggaran berbasis klnerja di Jingkungan Sekretariat 

JenderaL Sekretariat Jcnderal, dengnn data-data yang diberikan oleh setlap Kantor 

Wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemer, Hukum dan HAM. 

Namun dikarenakan keterbatasan waktu untuk penelitian mak.a saya hanya 

mengambil populasi dari Kantor Wilayah dan Unit Peiaksana Teknis saja, dengan 

jumlah populasi 33 Kantor Wilayah dan 705 Unit Pelaksana Taknis. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan setiap orang yang terlibat dalam 

pembuat kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukmn dan HAM, 

diantaranya adaiah : 

l, Kepaia Bagian Peiaksanaan Anggaran 

2. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis data, penlitian ini mernerlukan sejumlah data 

pendukung yang berasai dari dalaru lingkungan biro keuangan dan biro perencanaan 

Sekretariat JenderaL Oleh karena itu teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan kuesioner. 

a. Penyebaran kuesioner 

Teknik dengan penyebaran kuesioner digunakan untuk menggali atau 

mengumpulkan data tentang persepsi responden rerhadap implementasi kebijakan 

anggaran berbasis kinerja. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk 

mengukm variabel dengan skala Likert Skala Likert berbentuk kuesioner digunakan 

untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
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fenomena sosiaL Skala Iikert dikembangkan dengan asumsi bahwa lnstrumen 

demildan akan memudahkan pengurnpulan data, karena dalam waktu yang relatif 

singkat dapat segera dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, Dalam peneliti!Ul ini 

kuesioner digunakan untuk mempertajam analisis data hasH penelitian kualitatif dan 

di.gunakan unruk melengkapi data yang tidak diperoieh dari wawancara. 

Mengirim atau rnenyebar daftar penanyaan untuk mengurnpulkan data dari 

populasi atau responden yang tcrlibat dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini 

telah diletapkan secara spesiftk oleh pene1iti yang seJanjutnya dlsebut sebagai 

variabel penelitian. Variabel y-dng akan diukur dijabarkan daJam indikator. Indikator 

dijabarkan menjadi butir~pertanyaan di dalam kuesioner setiap variabel. Kuesioner 

digunakan untuk mengetahui tanggapan atau persepsi dari responden yang diajukan. 

Kelemahan metode ini terletak adanya unsur yang tidak disadari yang tidak dapat 

diungkapkan. Dalam skala Iikert jawaban responden mempunyai tingkatan dari 

sangat positif sampai dengan sangat negatif. Kuesioner yang digunakan adalah closed 

question dengan alternatif jawaban dan skor dari setiap jawaban tersebut adaJah : 

Altematifjawahan dengan 5 gradasi Skor setiap jawaban dari 

pilihan pertanyaan 

Sangat Tidak Setuju 1 
......... 

Tidak Setuju 2 

Ragu Ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 
·-···-···· . '' ' ' ' ' Sumber: Has!! Penelit1an {D1olah Penehtl) 

Terhadap jawaban dari responden kemudian dibuat persentase (%), dimana 

persentase yang paling besar dianggap sebagai jawaban yang memungklnkan untuk 

digunakan sebagai unsUT penilaian dan kemudian dipersepsikan. 
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Kuesioner ini terdiri dari empat aspek yaitu : 

1} Aspek sumber daya 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III~ yang terdiri dari 

indikator: 

o. Staf I Tenaga Pelaksana 

b. Informasi 

c. Wewenang 

d. FasiHtas Fisik 

Kuesioner dalam peneiitian ini menggunakan bentuk skala Iikert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tida.k setuju, ragu ~ ragu, setuju, dan sangat setuju. 

2) Aspek komunikasi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III, yang terdiri dari 

indikator: 

a. Transmisi 

b. Dimensi keje!asan (clarity) 

c. Dimensi konsistensi (consistency) 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala likeN, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, r.agu- ragu, setuju, dan sangat setuju. 

3) Aspek sikap/disposisi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III, yang terdiri dari 

indikator: 

a. Sikap dari para pe!aksana 

b. Pandangan kepentingan kelompok atan individu dalarn 

me!aksanakan imp!ementasi kebijakan 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala likert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu- ragu) setuju, dan sangat setuju. 
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4) Aspelc struktur birokrasi 

Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards III~ yang terdiri dari 

indika!Or: 

a. Standard Operating Procedures (SOPs) 

b. Penyebaran Tanggung Jawab 

Kuesioner dalam penelitian ir.i menggunakat"l bentuk skala Iikert, dimulai dari 

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu- ragu. setuju, dan sangat sctuju. 
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Variabel 

1. Komunikasi 
• Transmisi 

• Kejelasan 
• 
• Konsistensi 

2. Somber Daya 
• Stafi'Tenaga 

Pelaksana 
• Informasi 
• Kewenangan 
• Fasilitas Fisik 

3. Sikap/Disposisi 
• Sikap 

• Komitmen 

4. Struktur Birokrasi 
• SOP 

• Penyebaran 
Tanggung jawab 

Tabel3.1 

Konsep Operasional 

lndikator 

• Pendistribusian informasi kebijakan ABK 
• Jalinan Komunikasi antara unit Pembina denga Satker 
• Pemahaman maksud dan tujuan kebijakan ABK 
• Konsultasi dalam menghadapi permasalahan 
• Konsistensi Informasi 

• Kuantitas 
• Kualitas 
o Pemahaman 
• Kewenangan petugas 
• Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

• Tanggung Jawab 
• Perhatian terhadap petugas 
• Ketaatan 
• Pemeberian dukungan 
• Kedisiplinan 
• Penl!iriman data dukung 

• Petunjuk Teknis 
• Pelaksanaan kewenangan 
• Efisien dan efektifitas koordinasi 
• Bentuk struktur organisasi 
• Keseragaman 

Universitas Indonesia 

63 

Sumber data 
Primer 

Kuisioner dan Wawancara 

Kuisioncr dan Wawancara 

Kuisioner dan Wawancara 

Kuisioner dan Wawancara 
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b. Wawaucara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpuJan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Selanjutnyajawaban-jawaban 

dari responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

pcnelitian ini adalah wawancara berstruktur. Hal ini berarti ka!imat dan urutan 

yang diajukan harus mengikuti pedoman. Pedoman wawancara dibuat agar 

pertanyaan dapat disampaikan secam sistematis dan tidak menyimpang rlari tujuan 

pcnelitian. 

Dalam peuelitian ln~ wawancara dilak:ukan dengan cara direkam 

berdasarkan panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi 

infommn secara pribadi atau berdasarkan kesepakatan dengan informan. 

Wawancara diiakukan dengan dua orang pejabat yang ada di ljngkungan 

Sekretariat JenderaL Dipilihnya dua orang pejabat karena mereka merupakan 

pembuat kebijakan dalaffi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 

3.5. Populasi dan Sam pel 

Daiam penelitian ini, popu!asi dan sampel merupakan suatu cam untuk 

mendapatkan data kuantitatif sebagai bahan pemahaman atau pendukung dari 

penjelasan yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam. Menurut pcndapat Arikunto (I 998: 117) tentang populasi dan sampel 

adalah sebagai berikut : 

"Jika klta hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 
tersebut disebut penelitian sarnpel. Sampel adalah sebagian atau wakH 
populasi. Dinarnakan sampel apabila kita bennaksud untuk 
menggeneralisasikan basil penelitlan sampel. Yang dimaksud dengan 
menggeneralisasi.kan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai 
sesuatu yang berlaku bagi populasi:' 

Populasi dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan 

anggaran berbasis kinerja pada Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Departemen 

Hukum dan HAM, Yang saiah satu penyebabnya dalam peny11sunan dan 
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pelaksanaan anggaran adalah belum sepenuhnya diiakukan sesuai dengan konsep 

Anggaran Berbasfs Kinerja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi terbata~ karena sumber 

data yangjelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitungjumlahnya. 

Teknik untuk menguk:ur sampel, pencliti memakai Simple Random 

Sampling ml!nggunahn rumus dari Taro Yamane yang dikutip ofeh Rakhmat 

(!998:82) sebagai berikut: 

n 

Keterangan : n 

N 

N 

N.d'+ I 

""Jumlah sampel 

= Jumlah populasi 

d2 = Presisi yang ditetapkan 

Diketahui jumlah populasj pejabat kantor wilayah dan unit pelaksana 

tek:nis yang terHbat langsung dalam kegiatan penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan ang:garan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sebesar N = 

738 pejabat dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar '" 10%~ rnaka jumlah 

sampelnya: 

738 

n=-----

(738). (0,1 )' + I 

n"" 88 responden 

Sesuai dengan hasil perhitungan diatas, maka peng;arobilan sampel pada 

kantor wilayah sebanyak 33 pejabat di kantor wilayab dan 705 pejabat di unit 

pelaksana teknis diambil secara random dengan mengambil lO % dari jumlah 

pejabat di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yaitu sebanyak 88 responden. 

Berdasarkan sifatnya, populasi dalam penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai populasi homogen yaitu sumber datanya memiHki sifat yang sama 

sehingga tldak per1u rnempersoolkan jumlahnya secant kuantit:ltif. Teknik 
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pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa 

memperhatikan sb:ata dalam anggota populasi tersebut. 

3.6. Metode dan Teknik Pengolaban Data 

Dalam penelitian ini pemrosesan data akan menggunakan bantuan 

program SPSS 16.0 (Statistical Package for Statistical Science). Untuk 

menganalisis jawaban-jawaban responden akan dipakai stati.stik deskriptif. Selain 

itu, sratistik deskriptif juga dipakai untuk mendeskriptitkan obyek yang diteliti 

melalui data sampel seperti apa adanya. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian 

akan disajikan dalam bentuk tabel karena dianggap lebih efisien dan komunikatif. 

Rentang !criteria dalam menganalisis total skor rata-rata dari setiap variabel 

dengan cara menjumlahkan total skor rata-rata lalu dibagi empat sesuai dengan 

jumlah variabcllalu didapatkan kriteria dari analisis terse but. 

Skor Rentang Kriteria I Perhitungan Rentang Skala 

gradasijawaban Rentang Kriteria 

I Sangat Tidak Baik I I 1.9 

2 TidakBaik 2 2-2.9 

3 Sedang 3 3 3.9 

3 Baik 4 4-4.9 

4 Sangat Baik 5 5 
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BABIV 

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL 

DEP ARTEMEN HUKUM DAN HAM RI 

4.1. Sejarah Umum Departemen Hukum dan HAM 

Berdasarkan Keputt1san Menteri Hukum dan I·L1k Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nnmnr M.09-PR.07.10 Tahun 2007, tanggal 20 April 2007, Deprutemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu unsur 

pelaksana pemerintah yang be raJa di bawah dan bertllnggung jawab kepada Presiden. 

Tugas Pnkok dan Fungsi 

Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menye)enggarakan sebagian tugas 

pemerintahan dibidang Hukum dilll Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pernmusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknls dibidang hukum dan hak asasi manusia; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya~ 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Presiden. 

Susunan Organisasi 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari ; 

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Direktorat Jendera1 Peraturan Perundang-undangan; 
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c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 

d. Direktorat Jenderat Pemasyarakatan; 

e. Direktorat Jendernllmigrasi; 

f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

g. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia; 

h. Inspektorat Jenderal; 

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 

J. Badan Penelitian dan Pengembangan Huknm dnn Hak Asasi Manusia; 

k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Huko.m1 dan HAM; dan 

L Staf Ahli. 

4.2. Visi dan Misi Departemen Hukum dan Hak Asasi l\'lanusia 

Visi Departemen Hukum dan HAM 

68 

'"TeiVYujudnya Sistem dan PoJitik Hukurn Nasional yang mantap dalam 

rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tereapainya 

kehidupan masyarakat yang aman, rukun, damai, adil: dan sejahtera~1 • 

· Misi Departemen Hukum dan HAM 

1. Menyusun perencanaan huknm; 

2. Membentuk, menyempurnakan, mernperbabarui hukum, dan peraturan 

perundag~undangan; 

3. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan buknm dan penegakan hnkum; 

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukmn; 

5. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan huknm; 

6. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat; 

7. Meningkatkan dan memantapkan jaringan doktunentasi dan informasi 

huknm Nasional; 

8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan. dan 

penghormatan hak asasi manusia; 
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9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; 

10. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum; 

69 

1 L Meningkatkan dan melindungi karya intelelctual dan karya budaya yang 

inovastif dan inventif; 

12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

4.3. SEKRETARIAT JENDERAL 

Sekretariat Jenderal mempunya1 tugas melaksanakan koordinasi 

pclaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

Departt:men. Dalarn melaksanan tugasnya tersebut, Sekretariat Jenderal 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian pelaksanlUIIl tugas unit·unit organisasi dil ingkuogan 

Departemen; 

b. Penyelenggaraan pengeloJaan administrasi umwn untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tuga.'l dan fungsi Departemen; 

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang adm:inistrasi dengan 

Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh Menteri. 

Sekretariat Jenderalterdiri dari: 

a. Biro Perencanaan; 

b. Biro Kepegawoian; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro Perlengkapan; 

e. Biro Hnbungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri; 

f. Biro Umum. 
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4.4. BIRO KEUANGAN 

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pcmbinaan, pengelolaan 

koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen berdasarkan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku. 

fungsi: 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Departemen; 

b. Pembinaan, pengelclaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Anggarar. 

Pendapatan dan Belanja Negara Departemen; 

c. Penyusunan dan perumusan pelaksanaan Daftar Isian Peiaksaan 

Anggaran {DIP A) Departemen; 

d. PenyusunanRevisi DIPA Departemen; 

e. Pelnksanaan pengeluaran keuangan Departemen; 

f. Pelaksanaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayarnn (SPP) dan 

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Departemen; 

g. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penata usahaan administrasi 

keuangan Departemen; 

h. Pelaksannan aknntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Departemen; 

1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan; 

J- Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; 

k. Pelaksl!llllllll urusan lata usaba biro keuangan. 

Biro Keuangan terdiri dari : 

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran~ 

b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan; 

c. Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar; 

d. Bagian Akunlansi dan Pelaporan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyal tugas melaksanakan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen, Penyusunan dan perumusan 

peJaksanaan DIP A, Revisi DIP A serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pelaksanaan Anggarnn 

menyelenggarakan fungst : 

a. Penylapan pelaksanaan APBN Departemen; 

b. Penyiapan penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA; 

c. Penyiapan revisi DIPA; 

d. Penyusunan dan rcvisi petunjuk: pelahanaan dm petunjuk teknis 

DIPA; 

e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

f. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. 

Bagian PelaiUianaan Anggaran terdiri dari : 

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

baban pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanarm DIPA, 

revisi DIPA, penyusunan petunjuk pclak:sanaan dan petunjuk tekrtis DIPA serta 

pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraasyarakatan 

dan Inspektorat Jenderal serta Kantor Wilayab Departemen Hukwn dan Hak 

Asasi Manusia di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Dl 

Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. 

b, Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

baban pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanarm DIPA, 

revisi DIP A, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta 

peluksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direktorat 

Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi 

Jvlanusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Huk Asasi 

Manusia serta Kantor WHayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di 
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Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara., Kepulauan Bangka Belitung dan 

Lam pun g. 

c. Subbagian Pelaksanaan Anggazan Ill mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DlPA, 

revlsi DIPA. penyusumm petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta 

pelak:sanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Dlrektorat 

Jenderal lmigrasi> dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual serta 

Kantor Vlilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kahmanta 

Barat, Kalimantan Tengah~ Kalimantan Selatan) Kalimantan Timur; Maluku, 

Malulru Utara, Papua dan Irian Jaya Barnt. 

d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DJPA, 

revisl DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta 

pelaksanaan bimbingan telmis pelaksanaan anggaran untuk Unit Sekretariat 

Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara~ Sulawesi Barat. Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa 

Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. 

Rencana Strategi Biro Keuangan Tahun 2005-2009 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Biro Keuangan telah 

ditetapkan visi dan mlsi. 

Visi : Terwujudnya aparatur Departemen Hulrum dan Hal: Asasi Manusia 

Republik Indonesia yang profusional dan menjunjung tinggi moralitas 

dengan merulayagunakan sumber daya seeara efisien dan efektil: 

Misi : Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di 

ling]mngan Departemen Hulrum dan Hal: Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 
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Tujuan dan Sasaran 

Dalam rangka mencapo.i visi dan misi tersebut, Biro Keuangan menetapkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu : 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas stunber daya manusia dibidang hukum dan 

administrasL 

Sasaran: 

I. T ersusunnya target PNBP Departemen Hukum dan HAM tahun 2006; 

2. Terhimpunnya dala pegawai, sarana dan prasarana dalam rangka 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian!Lembaga (RKA-KL), 

Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DIPA tahun 2006; 

3. Tercapainya perubahan an..."Jlaran dalaru hal revisi/pergeseranlpeneairan dan 

cadangan dana ABT (Anggaran Belanja Tambahan); 

4. T ercapainya penyelesaian kasus-kasus kerugian negara; 

5. Mclaksanakan penyusunan rene ana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Departemen; 

6. Melaksanakan urusan pemblayaan dan pertanggungjav.'aban keuangan 

Departemen serta penyiapan data realisasi pelaksanaan anggaran; 

7. Melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan perbendaharaan 

dilingkungan Departemen; 

8. Melaksanakan pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran 

Departemen serta verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

9. Monitoring laporan realisasi anggaran belanja dan PNBP Departemen 

Hukum dan HAM tahun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, SPP, dan 

SP2D; 

I 0. Tercapainya penyusunan laporan keuangan Departernen Hukum dan HAM 

tahun 2006 yang tepa! _ waktu dengan mempergunakan aplikasi Sistern 

Akuntansi lnstansi (SAl); 

lJ_ Penerapan SAl pada unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKP A), 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA W), Unit 

_Universitas Indonesia 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



74 

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE), dan Unit 

Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). 

Kebijakan dan Program 

Kebijakan: 

Membina dan melak::;anakan pengelolaa:n keua:ngan di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM RI. 

Program: 

Rumusan program tahun 2006 dan penyebarannya kedalam bentuk 

kegiatan dapat diterangkan sebagi barikut : 

1. Program Perencanaan Hukurn; 

2. Program Pembentukan Hukum; 

3. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum; 

4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM; 

5. Program Penegakan Hukum dan H.';M; 

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

7. Program Pendidikan Kedinasan; 

8. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 

9. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan; 

10. Program Peningktan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional; 

11. Program Penelit:ian dan Pengembangan IPTEK; 

12. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 

13. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peredilan dan Lembaga Penegak 

Hukum Labmya; 

14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. 

4.5. BIRO PERENCANAAN 

Sementara itu Bagian Penyusunan Program dan Anggaran (PPA) sendiri 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencansan, program dan 
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anggaran serta pemberian bimbingan teknis perencanaan di Iingkungan departemcn. 

Untuk melaksanakan tugas tersebu~ Bagian PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran; 

b. kengelolaan, pengolaban dan analisis data; 

c. penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan jangka 

panjang, tencana pembangunan jangka menengah dan rencana 

pembangunan tahunan; 

d. pelaksauaan pemberian bimbingan teknis pcrencanaan departemcn. 

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari : 

a. Subbagim Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tJgas 

melakukan pengeJolaan, pengolahan dan analisis data, penyusllllan rencanal 

program dan anggaran. penyusunan rencanaslrategis, Nota Keuangan dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan drul Belanja Negara (RAPBN) 

Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimblngan teknis 

perencanaan di lingk:ungan Unit Direktorat Jenderal Peraturan Penmdang~ 

undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal 

serta Kantor Wllayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ja\va 

Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengab, Dl. Yogyakarta, Jawa Timur dan 

Bali. 

b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas 

meiakukan pengelo!aan~ pengolahan dan analisis data, penyusumm rencana, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis~ Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) Departemen, pembabasan anggaran dan pemberian bimbingan 

teknis perencanaan di lingkungan Unit Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum, Direktorat Jenderai Hak Asasi Manus~ dan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utarn, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Ja:mbi. Bengkulu, 

Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. 
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c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III mempW1yru tugas 

melakukan pengelo1aan, pengolahan dan analisis dat~ penyusunan rencana, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusuoan rencana strategis~ Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) Departemen. pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan 

leknis perencanaan di lingkungan Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, 

Direktorat J enderal Hak Kekayaan lntelektual dan Bad an Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Departemen 

Hukwn dan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur) Maluku, Maluku Utara, Papua dan 

Irian Jaya Barat. 

d. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan, pcngolahan dan anaHsis data, penyusunan rencana, 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggarau Pendapatan dan Bclanja Negara 

(RAPBN) Dcpartemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan 

telmis perencanaan di lingkungan Unit Sekretariat Jenderal, dan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Ha.k Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. 
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Gambar6 

Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM 
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Struktur Organisasi Sekretariat Jcnderal 
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4.6 PROSES PENGANGGARAN 

Anggaran memiliki tahopan-tahapan yang berulang setiap periodenya. 

Tahapan·tahapan tersel>ut sebagai berikut: 

• Penynsunan RAPBN (Prepuration) 

Tahap ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan yang 

dirujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negam yang berisi 

permintann untuk menyerahkan rancangan anggaran organisasinya, Lazimnya, surat 

edaran ini dikeluarkan setiap bulan Mei atau Juni sebelum tahun anggaran dirnulai 

sehingga tiap pimpinan diber1 wak.tu kurang 1ebih enam bulan untuk 

mempersiapkannya. 

Setiap pimp.i.nan departemen!lembaga negara menyerahkan rancangannya 

kepada menteri keuangan untuk dibahdS bersarna-sama dengan Bappenas dan 

dihimpun menjadi RAPBN. RAPBN ini kemudian diajukan kepada DPR. Dalarn 

penyustman RAPBN, maka setiap pimpinan departemen!lembaga hendaknya 

memperhatikan siklus penyustulllll anggaran. 

• Pengesahan RAPBN (Ratification) 

Setelah menerima RAPBN. DPR membahas rancangan tersebut bersama~sama 

dengan pemerintah. Dalarn pembahasan tersebut, DPR dapat menolak maupun 

menyetujui rancangan tersebut. Apabila DPR menolak maka dipakailah APBN tahun 

sebelumnya sedangkan bila RAPBN diseiujui maka presiden akan menetapkannnya 

menjadi UU APBN pada tanggal 1 April tahun anggaran. 

• Pelaksaoaao APBN (Implementation) 

Yang menjadi kegiatan·kegiatan dalam pelaksanaan APBN adalah: 

a. Penerimaan danlatau penagihan untuk pendapatan dan pernbiayaan. 

b. Pengeluaran dan/atau pembayaran untah pembelanjaan dan 

pembiayaan 

Pelaksanaan APBN tidak terlepas dari pengadaan, l>aik barang maupun jasa. 

Pada kegiatan pengadaan ini ada peraturan yang kemudlan mcmbatasi siapa yang 
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berhak melak:ukan pengadaan, da:ri siapa, dengan perantaraan siapa, spesifikasi 

harang dan jasa yang disetujui, serta apa saja dokumen-<lokumen yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pengadaan yang tepa! guna dan tepat administrasi. Kegiatan 

kedua dari pelaksanaan setelah pengadaan tentu saja adalah pembayaran. Tak dapat 

dibayangkan apabila pengadaan tidak dipasangkan dengan pembayaran. Sarna seperti 

pengadaan, pembayaranpun memiliki prosedur-prosedur yang diikuti. Uang yang 

telah dianggarkan tidak sekaligus diserahkan kepada pimpinan secara lumpsum (unlh) 

namun diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Itu 

sebabnya diperlukan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi agar pembayanm dapat 

diJak:ukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. 

• Pertanggungjawaban APBN {Reporting ar1d Evaluatio11) 

Tahap ini adalah tahap terakbir sekaligus yang mengawali siklus anggaran. Di 

dalam tahap ini~ pelaksanaan anggaran dievaluasi dengan kriteria-kriteria antara lain 

kesesuaian dengan prosedur~ kesesuaian dengan anggaran, keterliban pencatatan dan 

lain sebagainya. Bagian dari pertanggungjawaban ini melibatkan tahap verifikasi 

serta akuntansi. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tahel4.J dan 4.2 

Tabel 4.1 Siklus Waktu Proses Anggaran 
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Tahap 

A. PENYUSUNAN 

B. PENGESAHAN 

C. PELAKSANAAN 

D. PERTANGGUNGJAWABAN 

Jangka Waktu 

6 Bulan 

3 Bulan 

12 Bulan 

6 Bulan 

81 

sumber : Modul Diklat Jarak Jauh Anggaran Departemen Hukum dan HAJ\1 tahun 

2005. Tim Penyusun Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Hukum dan HAM. 

Hal.24 

Gambar 4.2 Proses anggaran 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

5.1. Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, berikut ini akan disajikan 

deskripsi data tentang jawaban responden atas butir-butir pertanyaan yang ada di 

da\am daftar kuesioner p:!nelitian. Data hasil penelitian berikut ini diperoleh dari 

wawancara terhadap 2 orang pejabat sebagai narasumber dan penyebaran kuesinoner 

terhadap 88 responden dilingkungan Sekretariat Jenderal Departernen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

Dalam penyajian data hasil penelitian ini, diuraikan berbagai aspek antara 

lain ; pertama, profil narasumber dan responden. Data ini digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik narasumber dan responden sehingga dapat memahami 

kebijakan yang diambil dalam pengimplementasian anggaran berbasis kinerja di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, 

menyajikan tentang hasil perhitungan dengan menggunakan distribusi frekuensi 

mengenai pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kine.rja dilihat dari 

implementasi kebijakan, aspek komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan 

struktur birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 

5.2. Karakteristik Narasumber dan Responden 

Peranan narasumber dan responden sangat penting, yaitu sebagai sumber 

informasi I data dalam penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan 

analisis dalam mengkaji implementasi kebijakan anggaran berbasis kine.rja saat ini di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. 

Seperti diketahui narasumber dalam penelitian ini berjumlah 2 orang 

narasumber pejabat yang terdiri dari Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan 
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Kepala Bagian PenyusWJan Program dan Anggaran pada Sekeratariat Jenderal dan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

5.3. Variabel Basil Kuisioner 

a. Aspek Komunikasi 

Tabel 5.1 

Indikator Maksud dan Tujuan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja 

No Frequency Percent 1 Valid ~ Cumulative 

f-- - Eercent ' percent m Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 8.0 .. 
Tidak setuju 16 1&.2 18.2 26.1 

-··· 
Ragu Ragu 46 52.3 52.3 78.4 

4 Setuju 19 21.6 21.6 100.0 
5 Sangat Setuiu - - -
6 Total 8& 100.0 100.0 

Rata-rata 2,82 
. . . ' Sumber: Hasil Penehtlllll (Dwlah Penehll) 

Dilihat dari tabel5.1, ternyata ketika ditanyakan tentang maksud dan tujuan 

kebijakan anggaran berbasis kinerja, 2 responden menjawab sangat tidak setuju ( 2.3 

% ), 16 responden menjawab tidak setuju ( 18.2 % ), 46 Responden menjawab ragu

ragu ( 52.3 %),dan 19 responden menjawab setuju ( 21.6 % ). Apabila dilihat dari 

skor rata-rata, maka nilai skor 2.82 berada pada !criteria tidak baik. 
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Tabel 5.2 

lndika.tor Informasi tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

No Frequency Percent Valid Curnu]ative 
nercent nercent 

1 Sanoat tidak setuiu 4 4.5 4.5 5.7 
2 Tidak setuiu 15 17.0 17.0 22.7 
3 Raou Raf!u 42 47.7 47.7 70.5 

-----------~ .... 

~u 24 27.3 27.3 97.7 . 
2 2.3 2.3 100.0 

88 100.0 100.0 
I Rata-rata 3.02 . . . . .. 

Sumber: Has1l Peneht1an (Dwlah Penel1t1) 

Berdasarkan tabel 5.2) diketahui bahwa, 4 responden menjawab sangat tidak 

setuju ( 4.5 % ), 15 responden menjawab tidak setuju ( 17.0 % ), 42 Responden 

menjawab ragu-ragu ( 47.7% ), dan 24 responden menjawab setuju ( 27.3 % ), 2 

responden menjawab sangat se~iu ( 2.3 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka 

nilai skor 3.02 berada pada kriteria sedang, indikator ini sangat perlu ditingkatkan 

karena dengan informasi yang jelas akan berdampak positif terharlap keberbasilan 

implementasi kebijakan anggaran berbeais kinelja 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 5.3 

lndikator Komunikasi Satker dengan unit pembina 
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Frequency Percent Valid 
oercent 

Sonoat tidak setUiu 4 4.5 4.5 ... 
Tidak setuiu 25 28.4 28.4 
Raru- Ra~ru 31 35.2 35.2 
Sotuiu 25 28.4 28.4 
Sanoat Setuiu 3 3.4 3.4 -.. 
Total 88 100.0 100.0 
Rata-rata 2.98 . . . . " Sumber : Hasll Peneltt1an (D10lah Peneltt1) 

Cumulative 
nercent 

4.5 
33.0 
68.2 
96.6 

100.0 
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Berdasarkan label 5.3 ketika ditanya tentang komunikasi antara satker 

dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran 

berbasis kine!ja selama ini tidak mengalami bambatan sehingga pembinaan yang 

dilakukan kedua Biro terse but betjalan lam~ar temyata 4 responden menjawab sangat 

tidak setuju ( 4.5 % ), 25 responden menjawab tidak setuju ( 28.4 % ) 1 31 responden 

menjawab rngu-ragu ( 35.2 % ), 25 responden menjawab setuju ( 28.4 % ), dan 3 

responden menjawab sangat setuju ( 3.4% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka 

niiai skor 2.98 berada pada kriteria tidak baik. Berarti selama lni komunikasi antara 

satker dengan unit pembina tidak berjalan lancar sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi daripada implementasi kebijak:an anggaran berbasis kinerja. 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 5.4 

Jndikator Konsultasi S:atker dengan Unit Pembina 
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Frequency Percent Valid 
nercent 

Sanoat tidak setUlu 2 2.3 2.3 
Tidak setuiu 20 22.7 22.7 
R32U Raou 13 14.8 42.0 
Setuiu 42 47.7 47.7 
sai:l<!at Setuiu 9 10.2 10.2 
Total 88 100.0 100.0 ·-
Rata-rata 3.34 

Cumulative 
nercent 

4.5 
27.3 
42.0 

8~,~ 
100.0 

. .. .. Sumber : Hast! Penehtran (D10lah Penehtl) 

Berdasarkan label 5.4 ketika ditanya tentang satker selalu berkonsultasi 

dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksnnaan anggaran 

berbasis kinerja setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan anggaran 

berbasis kinerja temyata, 2 responden menjawab sangat tidak setuju ( 2.3 % ), 20 

responden menjawab tidak setuju ( 22.7 % ), 13 responden menjawab ragu-ragu 

( 14.8 % ), 42 responden menjawab setuju ( 47.7 % ), dan 9 responden menjawab 

sangat setuju ( 10.2 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka ni1ai skor 3.34 

berada pada kriteria sedang. 
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Tabel 5.5 

lndikator Informasi tcntang penyusunan dan pelaksaoaan angg:arnn 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
nercent uercent 

1 San;ta! tidak set:Uill 61 6.8 6.8 !3.6 
2 Tidak setuiu 251 28.4 28.4 42.0 
3 · Ra!:tu - Ragu 21 23.9 23.9 65.9 
4 Sctuiu 26 29.5 29.5 95.5 
5 Sangat Se!l\i u 4 4.5 4.5 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 

Rata~rata 2.76 . -- --Sumber: Hasll Penelttian (D10lah l'eneh!I) 

Berdasarkan tabel 5.5 ketika ditanya tentang informasi I pelatiltan tentang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Ielah dilakukan secara konsisten 

!ernyata 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 25 responden 

menjawab tidak setuju ( 28.4% ), 21 responden menjawab ragu-ragu ( 23.9% ), 26 

responden menjawab setuju ( 29.5 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju 

( 4.5% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.76 berada pada kriteria 

tidak baik. Berarti infonnasi I pelatiban tentang penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran tidak dilakuka11 secara konsisten. 
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b. Aspek Snmber Daya 

j No! 
I 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 5.6 

lndikator Jumlah Pegawai nntuk mendukung 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 

Frequency I Percent Valid 
' i oereent 

Sangat tidak setuJll 8 i 9.1 9.1 
Trdak setuju i 34.1 34.1 
Ra~u-Ragu 20 22.7 22.7 
Setuiu 27 30.7 30.7 
Sangat Setuju 3 3.4 3.4 ... 
Total 88 100.0 100.0 
Rata-rata 2.85 .. .. 

Sumber : HaSJI Penehtian (Dwlah Penehtl) 

87 

Cumulative I 
. perct:nt 

9.1 
····-

43.2 
65.9 
96.6 
IOO.O 

Dlll1 !abel 5.6 ketika ditanya lentang jumlah pegawai di bagian penyusunan 

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran telah memadai untuk mendukung 

pelaksanaan anggaran berbasis k:ineija ternyata 8 responden menjawab sangat tidak 

setuju ( 9.1 % ), 30 responden menjawab tidak setuju ( 34.1 % ), 20 responden 

menjawab ragu-ragu ( 22.7 % ), 27 responden menjawab setuju ( 30.7 % ), dan 3 

responden menjawab sangat setuju ( 3.4% ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, muka 

nilai skor 2.85 barada pada kritaria tidak baik. Bernrti Jumlah pegawai untuk 

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum memadai sehingga 

dibutubkan penambahan jumlah pegawai di bagian ini. 

Universitas Indonesia 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



Tabel 5.7 

Indikator SDM telah memahami tentang implementasi 
anggaran berbasis kinerja 

No ' Frequency Percent Valid Cwnulative 
percent percent 

l ... Sangat tidak setuju 4 4.5 4.5 5.7 
2 Tidak setuju 22 25.0 25.0 30.7 
3 ... llllgn Ragu 24 27.3 27.3 58.0 
4 Setuju 31 35.2 35.2 93.2 
5 Saugat Setuiu 6 6.8 68 100.0 
6 Tom! 88 100.0 100.0 

Rata-rata 3.11 . . .. 
Sumber: Hasii Peneht1an (Dwlah Penehh) 

88 

Berdasarkan label 5.7 ketika ditanya tentang SDM di bagian penyusunan 

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran telah memahami tentang implementasi 

anggaran berbasis kinerja temyata 4 responden menjawab sangat tidak sctuju 

( 4.5 % ), 22 responden menjawah tidak setuju ( 25.0 % ), 24 responden menjawab 

ragu-ragu ( 27.3 % ), 31 responden menjawab setuju ( 35.2 % ), dan 6 responden 

menjawab sangat setuju ( 6.8 % ). Apabila di1ihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 

3.11 berada pada kriteria sedang. Berarti SDM di bagian pen)'USunan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran telah cukup memahami tentang implementasi anggaran 

berbasis kinerja. 
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Tabel 5.8 

lndikator kualiftknsi SDM dalam mengimplementasikan 
anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent ,~_,_;. 
. nercent percent 

Sangat tidak setuju 4 4.5 4.5 
Tidak setuju 13 14.8 19.3 ------

Ragu-Raau 221 25.0 25. 44.3 -----
Setuju ) 421 47.7 47.7 92.0 ' ·-· 
Sangat Setuju i 7 8.0 8.0 100.0: ----· 
Total 88 100.0 !00.0 ...... ~------
Rata-rata 3.40 i ----------. .. ' .. Sumber: Hast1 Penehhan (Dsolah Peneht.I) 

89 

Dari label 5.8 ketika ditanya tentang SDM petugas di bagian penyusunan 

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran telah memiliki kualifikasi yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinetja temyata 4 

responden rnenjawab sangat tidak: setuju ( 4.5 % ). 13 responden menjawab tidak 

setuju ( !4.8 % ), 22 responden menjawab ragu-ragu ( 25.0 % ), 42 responden 

menjawab setuju ( 47.7 % ), dan 7 responden menjawab sangat setuju ( 8.0 % ). 

Apabila dilihat dari skor rata-rnta, rnaka nilai skor 3.40 berada pada kriteria sedang. 

No 

l 

Rata-rata 

Tabel 5.9 

Indikator peng<lahuan SDM tentang 
anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent Valid 
ercent 

6 6.8 6.8 
5 5.7 5.7 

27 30.7 30.7 
46 52.3 52.3 
4 4.5 4.5 

88 100.0 100.0 
3.42 

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti) 

Cumulative 
ercent 

6.8 
!2.5 
43.2 
95.5 

100.0 
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Berd"""'kan label 5.9, 6 responden menjawah sangat tidak seluju ( 6.8 % ), 

5 responden menjawab tidak setuju ( 5. 7 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu 

( 30.7 % ), 46 responden menjawab selt\iu ( 52.3 % ), dan 4 responden menjawab 

sangat setuju ( 4.5 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.42 

berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.10 

Indikator sum her dana 

~-~-
-------. 

0 Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

t--;\- §angat tidak setuju 0 0 0 0 ------- ------· 
2 Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3 
3 Ragu-Ragu 4 4.5 4.5 sH 4 Setuju 45 51.1 51.1 

r+ Sangat Setuju 37 42.0 42.0 1 O!!_:Q --------
6 Total 88 100.0 100.0 . 
7 Rata~ rata 4.33 ---·-. . .. Sumber : Has!l Penehllan (Dtolnh Penehh) 

Dari tabel5.10 ketika ditanya tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 

dibutuhkan sumber dana yang memadai ternyata 2 responden menjawab tidak setuju 

(2.3% ), 4 responden menjawab ragu·ragu ( 4.5% ), 45 responden menjawah setuju 

( 51.1 %),dan 37 responden meqjawab sangat setuju ( 42.0% ). Apabila dilihat dari 

skor rata-rata, maka nilai skor 4.33 berada pada kriteria baik berarti dalam 

pelak:sanaan anggaran berbasis kinerja membutuhkan sumber dana yang memadai, 
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Tabel 5.11 

Indikator sarana dan prasarana 

No Frequency Percent Valid 
-,-

Cumulative 

-· !Jcr<:ent percent 
1 Sangat lidllk setuju 6 6.8 5.3 8.0 
2 Tidllk setuju 23 26.1 26.1 34.1 
3 Rao:u-Ragu 27 30.7 30.7 ~g . 
4 Setuju 29 33.0 33.0 ~g 
5 Sru>sat Setuju 2 2.3 2.3 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 •.. --

Rata~rata 2.94 --· . . . .. . Sumber . Has!l Pcnel!llan (D10lab Peneh!!) 

Dari tabeJ 5.11 ketika ditanya tentang satker telah mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan anggaran berbasjs kinetja 

temyata 6 responden menjawab sangal tidak setuju ( 6.8 % ), 23 responden 

menjawab tidak setuju ( 26.1 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu ( 30.7 % ), 

29 responden menjawab setuju ( 33.0% ), dan 2 responden rnenjawab sangal setuju ( 

2.3 % ). Apabila dilihat dari skor rala-rala, maka nilai skor 2.94 berada pada krileria 

tidak baik berarti satker belum mempunyai sarana dan prasaran yang memadai untuk 

mendnkung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 
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c. Aspek Sikap I Disposisi 

Tabel 5.12 

lndikator satker selalu mentaati dan melaksanakan kctentuan- ketentuan 
dalam pelaksanaan imp1ementasi anggaran berbasis kinerja 

r-·c······ 
Frequency Percent Valid 

1 c~;:f:~~ve·· No 
percent 

·················------- -----~-

I Sangat tidak s~l\lill 0 0 0 0 
2 Tidak setl.liu 9 10.2 10.2 10.2 ---- ---- ------------·-
3 Ragu~Ragu 19 ---- 21.6 21.6 3].8 
4 Setuiu 47 53.4 53.4 85.2. 

-------~----

5 Sangat Setuju 13 ------- 14.3 14.& 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.73 . .. .. 

Sumber : Hasll Penelillan (Dmlah Peneht1) 

Berdasarkan !abel 5.12. 9 responden menjawab tidak setuju ( 10.2% ), 19 

responden menjawab ragu-ragu ( 21.6% ), 47 responden menjawab setuju ( 53.4% ), 

dan 13 responden menjawab sangat setuju ( 14.8 % ). Apabila dilihat dari skor rata

rata, mak:a nUai skor 3.73 berada pada kriteria sedang berarti satker selalu mentaa.tl 

dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan 

implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Tabel 5.13 

Indikator pengiriman laporan tepat waktu 

No Frequency Percent Valid ! Cumulative 

-··-·-······- percent oercent 
I Sangat tidak setuju 0 0 0 0 
2 Tidak setuiu 10 11.4 11.4 

~ 3 Ragu-Ragu 22 25.0 25.0 
4 Semiu 42 47.7 47.7 

-- ------ -
5 Sangat Setuju 14 15.9 15.9 
6 Tol!d 88 100.0 100.0 I 
7 Rata-rata 3.70 I . . . '. Sumber: Hasll Penehtian (D10lah Penehti) 
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Berdasarkan tabel 5. 13, lO responden menjawab tidak setuju ( 11.4 % ), 22 

respanden menjawab ragu-ragn ( 25.0% ), 42 responden menjawab setuju ( 47.7% ), 

dan 14 responden menjawab sangat setuju ( 15.9 % ). Apabila dilihat dari skor rata

rata> maka nilai skor 3.70 berada pada krlteria sedang berarti satker sela[u mengirim 

data dukung dan laponm tepat \v~ktu sesuai dengnn jadual yang telah ditetapkan. 

Tabel 5.14 

lndikator Pengintegrasian harus didukung o)eb scluruh satker 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
oercent nercent 

1 Sangat tidak seb;J u 0 0 0 0 
2 Tidak setuiu 0 0 0 0 
3 RaiiU' Ra,;;;- 5 5.1 5.7 5.7 
4 Setuhi 39 44.3 44.3 50.0 

sar!oat setUfu - ·-··· 
5 44 50.0 50.0 100.0 
6 Total 88 I 100.0 100.0 >----'· 

4.441 7 Rata-rata 
'' '' Sumber : Hast! Penehtmn (D10Iah Penehll) 

Berdasarkan label 5.14, 5 responden menjawab ragu-ragu ( 5.7 % ), 39 

responden menjawab setljju ( 44.3 % ), dan 44 responden menjawab sangat setuju ( 

50.0% ). Apabila dilibat dari skor rata-rata, maka nilai skor 4.44 berada pada kriteria 

baik berarti pengintegrasian antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 

didukung oleh seluruh satker. 
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Tabe1 5.15 

lndikator kesadaran dan tanggung jawab 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
oercent oercent 

I Sanoat tidak setuiu 0 0 0 0 
2 Tidak setuiu 3 3.4 3.4 3.4 
0 Ra!!u- Ragu 15 17.0 17.0 20.5 J 

4 Setuiu 55 62.5 62.5 83.0 
5 Sangat Setuju 15 17.0 17.0 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.93 . . . .. 

Sumber : Hastl Penehttan (Dwlah Penehtt) 

Berdasarkan tabel 5.15, 3 responden menjawab tidak setuju ( 3.4% ), 15 

responden menjawab ragu-ragu ( 17.0 % ), 55 responden menjawab setuju ( 62.5 % ), 

dan 15 responden menjawab sangat setuju ( 17.0% ). Apabila dilihat dari skor rata

rata, maka nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedang berarti setiap responden 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran telah melaksanakan tugasnya 

dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. 

No 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tabel 5.16 

lndikator perhatian pimpinan satker terhadap 
implementasi anggaran berbasis kinerja 

Frequency Percent Valid 
percent 

Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 
Tidak setU]u 5 5.7 5.7 
Ragu-Ragu 16 18.2 18.2 
Setuiu 52 59.1 59.1 
Sanoat Setuiu 13 14.8 14.8 
Total 88 100.0 100.0 
Rata-rata 3.76 . . .. 

Sumber : Hasd Penehtian (D10lah Penehh) 

Cwnulative 
percent 

2.3 
8.0 

26.1 
85.2 

100.0 
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Berdasarkan label 5.16 , 2 responden menjawab sangat tidak setuju 

( 2.3% ), 5 responden menjawab tidak setuju ( 5.7% ), 16 responden menjawab ragu

ragu ( 18.2 % }, 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), dan 13 responden 

menjawab sangat setuju ( 14.8%). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 

3.76 berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.17 

Indikator manfaat kebijakan anggaran berbasis kinerja 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent pefl?ent 

I Sangat tidak setuiu 0 0 0 0 
2 Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3 
3 Ragu-Ragu 4 4.5 4.5 6.8 

' ------- - -·-----
4 Setuju 52 59.1 59.1 65.9 
5 Sangat Setuiu 30 34.1 34.1 100.0 ----· 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata·rata 4.25 . . .. 

Sumber . Hasrl Penehtmn (Dwlah Penehti) 

Berdasarkan tabe1 5.17, 2 responden menjawab tidak setuju ( 2.3 % ), 4 

resj!Onden menjawab ragu-rngu ( 4.5 % ), 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), 

dan 30 responden menjawab sangat setuju ( 34.1 % ). Apabila dilihat dari skor rata

rata, maka nilai akor 4.25 berada pada !criteria baik, maka rnanfaat dari kebijakan 

anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinetja perencanaan dan keuangan. 
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d. aspek struktur birokrasi 

Tabcl 5.18 

Indikator pengimplementasian ABK telah ada petunjuk dan SOP 

jNo Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidak setuju 0 0 0 0 
2 Tidak setuju 0 0 0 0 
3 Ragu-Ragu 30 34.1 I 34.1 34.1 
4 Setuju 54 61.4 61.4 95.5 
5 Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.70 .. . . 

Sumber : Hastl Penehtmn (D10lah Penehtt) 

Berdasarkan tabel 5.18, 30 responden menjawab ragu-ragu ( 34.1 % ), 54 

responden menjawab setuju ( 61.4 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju 

( 4.5 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3. 70 berada pada kriteria 

sedang, bahwa pengimpJementasian anggaran berbasis kinerja telah ada petunjuk 

pelaksanaan atau prosedur standar operasi. 

Tabel 5.19 

Indikator koordinasi dengan mempertimbangkan efesiensi 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 Sangat tidak setuju 0 0 0 0 
2 Tidak setuju I 1.1 1.1 1.1 
3 Ragu-Ragu 13 14.8 14.8 15.9 
4 Setuju 65 73.9 73.9 89.8 
5 Sangat Setuju 9 10.2 !0.2 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 
7 Rata-rata 3.93 .. .. 

Sumber : Hast! Penehtian (Dwlab Penehtt) 
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Berdasarkan tabel 5. l9 , rnenunjukkan 65 responden menjawab setuju 

( 73.9 %} bahwa ABK dilaksanakan rnolalui koordinasi dengan rnempertimbangkan 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Apabila dilihat dari skor rata 

-rata~ maka nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.20 

Indikator struktur birokrasi 

No Frequency Percent I Valid Cumulative 

perce~-~- percent 
I --

1 Sangat tidak setuiu 0 0 0 0 
2 Tidak setuju 7 80 8.0 9.1 
3 Ragu-Ragu 25 28.4 28.4 3!,~ 
4 Setliiu 51 58.0 58.0 '~ 5 Sangat Setuiu 4 4.5 4.5 100.0 
6 Total 88 100.0 100.0 

Rata~rata 3.56 . . . .. 
Sumber :HaS!! Penehtian (Dtolah Penehtt) 

Berdasarkan tabel 5.20 ~ menunjukkan 51 responden menjawab setuju 

( 58.0 % ) bahwa struktur birokrasi yang ada sudah tepat didalam mendukung 

pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja sedangkan 7 responden 

( 8.0%) menjawab tidak setuju. Apabila dilihat dari skor rata- rata, maka nHai skor 

3.56 berada pada kriteria sedang. 

Tabel 5.21 

lndikator koordinasi dalam melaksanakan kebijakan 
~· 

Frequency ~ Valid Cumulative No Percent 
oercent nercent 

Sa!Wlt tfdak setuju 
.. 

I 0 0 0 . 0 
2 Tidak setuiu 0 0 0 0 
3 Ragu .::. Ragu 2 2.3 2.3 3.4 

-~ .. 
4 Setuju 60 68.2 68.2 71.6 

~:setl.liu 25 28.4 28.4 100.0 
88 100.0 100.0 

ta-rata 4.22 --. . . . 
Sumber : Hast! Penehttan (D10Iah Penehti) 
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Berdasarkan tabe1 5.21 , menunjukkan 60 responden menjawab setuju 

( 68.2 % ), sedangkan 25 responden ( 28.4 % ) menjawab sangat setuju, bahwa 

anggaran berbasis kineija dilaksanakan mela1ui koordinasi agar terdapat keseragarmm 

dalarn rne1aksanakan kebijakan. Apabila dilihat dari skor rata - rata, maka nilai skor 

4.22 berada pada kriteria baik. 

Tabel 5.22 

Indikator koordinasi guna memperkcdl kesalahan 

'NoT Frequency j PercCflt Valid Cumulative 
i percent percent 

I i Sangat tidak setuiu ~-o I 0 0 0 
2 Tidak setuju 0 0 0 0 
3 Ragu-Ragu 4 4.5 4.5 5.7 
4 Setuju 62 70.5 70.5 76.1 
5 San~at Setuju 21 23.9 23.9 100.0 ··----
6 Total 88 100.0 100.0 

L Rata-rata 4.15 . .. . .. 
Sumber : Hast! Peneh!!an (Dwlah Penehti) 

Berdasarkan tabel 5.22 , menunjukkan 62 responden menjawab setuju 

( 70.5 % ), sedangkan 21 responden ( 23.9 % ) rnenjawab sangat setuju, bahwa 

anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melafui koordinasi guna memperkecil 

kemungkinan terjadinya kesalahan. Apabila dilibat dari skor rata- rata, rnaks nilai 

skor 4.15 berada pada kri1eria baik. 
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Tabel 5.23 

Indikator kewenangan tidak tumpang tindih 
,.. •.. 

Frequency Percent Valid Cumulative No[ 
• percent pe~ent 

CJ-lsangat tidak setti}u 0 0 0 0 
2 Tidak setuiu 4 4.5 4.5 5.7 
3 Ragu Ragu 18 20.5 20.5 26.1 ! ,.. .. . -· ··-ssT + Setuju 52 59.1 59.1 
5 Sangat Setuju 13 14.8 14.8 100.0 
6 Total 88 100.0 !00.0 

Rata-rata 3.80 ... . . . . ' Somber: Hast! Pcnellt!an (Dwlab Penebtl) 

Berdasarkan tabel 5.23 , menunjukkan 18 responden ( 20.5 %) menjawab 

ragu-ragu~ 52 responden menjawab setuju ( 59.1 % ), sedangkan 13 responden 

( 14.8 % ) menjawab sangat setuju) bahwa kewenangan yang dimiliki responden 

untuk mclaksanakan anggaran berbasis kinerja tidak tumpang tindih dcngan 

ke~venangan responden lainnya. Apabila dilihat dari skor rata - rata. maka nilai skor 

3.80 berada pada !criteria sedang. 

Tabel 5.24 

Jndika.tor kewenangan telah dilaksanakan dengan baik 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidak semiu 0 0 0 0 
2 Tidak setuju 6 6.8 6.8 8.0 
3 Ragu-Ragu 15 17.0 17.0 25.0 
4 Setuju 54 61.4 61.4 86.4 
5 Sangat Semiu 12 13.6 13.6 100.0 -
6 Total 88 !00.0 100.0 

Rata-rata 3.78 .. .. Somber: Hast! Penehttan (Dtolab Pene!tti) 

Berdasarlum tabel 5.24 , menunjukkan 6 responden ( 6.8 % ) menjawab 

tidak setuju, 15 responden ( 17.0%) menjawab ragu-ragu, 54 responden menjawab 
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setuju ( 61.4 % ), sedangkan 12 responden ( 13.6 % ) menjawab sangat setuju, 

bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada responden penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan baik sesuai dengan tugas yang telah 

diamanatkan, Apabila dilihat dari skor rata- rata, maka nilal skor 3. 78 berada pada 

kriteria sedang. 

5.4. Nilai Total Skor Rata-rata Beradasarkan masing-masing Varia bel 

a. Variabel Komunikasi 

Tabel5.25 

Variabel Komunikasi 

No PERTANYAA!'! SKOR TOTALSKOR1 
RATA-RATA RATA-RATA 

-·· ... . ... 
l Para pelaksana sudah memahami 2.82 

maksud dan tujuan dari kebijakan 
an berbasis klneria. 

2 Satuan kerja Ielah mendapatkan 3.02 
informasi ten!ang pelakaanaan anggaran 
berbasis kineria secara jelas. 

3 Jalinan komunikasi antara satker dengan 2.98 
Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 
sebagai pembina pelaksanaan anggaran 
berbasis kinerja berjalan baik dan 
lancar. 

4 Adanya ja!inan konsultasi antara Satker 3.34 
dengan Biro Perencanaan dan Biro 
Keuangan apabi!a Satker menghadapi ' 
kesulitan dahun mengimplementasikan 
anggaran berbasis kineria. 

5 Jnformasilpelatihan tentang penyusunan 2.76 

J anggaran dan pelaksanaan anggaran 
telah dilakakan secara konsisten 
Total 14.92 . . . . . . 

Sumber : Basil Penebtian (Drolah Penebtt) 
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Tabel 5.25 menunjukkan bahwa, lUl!Uk variabel komunikasi berkaitan 

dengan .impJementa.si kebijakan anggaran berhasis kinerja diperoleh skor rata-rata 

2.96. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi berada pada kondisi tidak 

baik. Terutarna pada indikator maksud dan tujuau Kebijakan Anggaran Berbasis 

Kinerja, Indikator Komunikasi Satker dengan unit pembina Pelaksanaan Anggaran 

Berbasis Kinerja, dan indikator informasi I pelatihan tenlang penyusunan anggaran 

dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara konsisten sehingga perlu perbaikan 

terhadap indikator - indikator tersebut sehingga komunlkasi antara satker dan unit 

pembina dapat mendukung implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan basil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa 

aspek komunikasi memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hai ini misalnya 

berkaitan dengnn rnaksud dan tujuan anggaran her basis kinerj a. Pada level plmpinan, 

maksud dan tujuan dari anggaran berbasis kinerja sudah dipaharni akan tetapi pada 

tatarnn satuan ketja belwn dapat dipahami secara tepat. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksana Anggaran: 

" .... Satuan Kerja belum memahami secara benar implementasi sistem 
anggaran yang sekarang diberlakukan. HaJ ini rnoogkin karena belum 
tersosialisasikannya sistem anggaran tersebut ... ," 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian 

Penyusunan Program dan Anggaran; 

" ... perlu adanya pengkomunikasian terhadap sistem penyusunan anggaran. 
hal ini penting karena masih banyak Satuan Ketja yang belum marnpu 
mengaplikasikan sistern anggaran yang berJaku ... ". 

Dikemukakau bahwa komunikasi antar satuan ketja dengan unit pembina 

tidak betjalan lancar. Komunikasi yang dilakakau hanya jika ada kebijakan barn dari 

departemen keuangan. Unit pembina meneruskan kebijakan barn tersebut kepada 

satuan ketja melalui kantor wilayah. Pada sisi lain, pelatihan tentang penyusunan 

auggaran dan pelaksanaan anggaran hanya dilakukan pada level pimpinan, sedangkan 

pada level satuan kerja be1um dilaksanakan secara konsisten. 
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b. Variabel Sumber Daya 

Tabe!5.26 

Varia bel Somber Daya 
~,--

PERTANYAAN =t SKOR TOTALSKOR l No 
RATA-RATA RATA-RATA 

~~-~-- -~ 

1 Jumlah pegawai di bagian penyusunan 2,85 
anggaran dan bagian pelaksanaan 

Ielah 
. . untuk anggaran mernaaat 

1 

mendukung pelaksanaan anggaran 
f--;;-· basis kinerja ··--- ·--· 

2 Sumber daya manusia di bag tan 3.11 I 
penyusunan anggaran dan bagian 
pe1aksanaan anggaran Ielah memahami 
tentang impiementasi anggaran berbasis 
kineria 

3 Kualifikasi petugas di bagian 3.40 
penyusunan anggaran dan bagian 

f-:-·· 
I pe1aksanaan anggaran sudah memadai. ·-,--= ··-·----

4 Pengetahuan petugas di bagian 3.42 
penymmnan anggaran dan bagian 
pe1aksanaan anggaran sudah memadai 
tentang anggaran berbasis kinerja 

5 Pelaksanaan anggaran berhasis kine.lja 4.33 
dibutubkan somber dana Jiang memadai 

6 Satker te1ah mempunyai sarana dan 2.94 
prasarana yang memadai untuk 
mendukung pe1aksanaan anggaran 

3.3~ berbasis kinerja ---
Total 20.05 .. . .. 

Sumber : Hasil Penehllan (D10lah Penehtr) 

Berdasarkan tabel 5.26 dapat diperoleh garnbaran, bahwa total skor rata-rata 

yang diperoleh variabel somber daya adalah 3.34. Kondisi dialas rr.engindikaslkan 

bahwa somber daya di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM berada pada kondisi sedang. Tetapi perlu penarnbahan jumlah pegawai di 

bagian penyusunan anggaran dan pe!aksanaan anggaran yang masih belum rnemadai 
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dan juga perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 

anggaran berbasis lcinerja. 

Gambaran tentang variabel swnber daya tersebut di!egaskan kembali 

melalui wawancara. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ; 

•• ..... dari sisi kuantitas jelas k:urang walaupun sehenarnya bisa dikeljakan 
tapi tingkat akurasinya dalam hal keteHtian karena hai ini menyangkut 
angka-angka itu yang saya rasakan masih kurang karena bagaimana tidak 
kita satu orang mengerjakan lebih darl 50 satuan kerja yang dida1amnya ada 
beberapa program.,.". 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dikemukakan bahwa jumlah 

pegawai dianggap masJh beium memadai. Hal ini apablla ditinjau dari beban kerja 

yang menjadi tangguug jawab pada bagian penyusWlan anggaran dan pela.lcsanaan 

anggaran. Sedangkan berkaitan dengan kondisi satuan kerja, sarana dan prasarana 

pun masih belum memadai, terutama ketersediaan sarana komputer. Hal ini juga 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 

" ... sarana komputer juga rnenjadi kendala dalam pelaksanaan _anggaran. 
Jika diiihat dari spesiftkasinya, komputer yang tersedia saat sekar.mg belwn 
menduk:ung aplikasi sistem anggaran. Seharusnya komputer~komputer 
tersebut di~upgrade mendukung si.stem aplikasi anggaran ... " 

Apabila ditinjau dari tanggungjawab yang harus dijalankan, sarana 

komputer mempunyai peranan yang sangat penting. Karena aplikasi penganggaran 

pasti menggunakan perangkat komputer. 
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c. Variabel Sikap I Disposisi 

Tabel5.27 

Varia bel Sikap I Disposisi 

No PERTANYAAN ! SKOR TOTAL SKOI(' 
. RATA-RATA RATA-RATA 

I Ketentuan dalam implementa..:;i 3.73 
Anggaran berbasis kinerja selalu dhaati 
oleh satker ----1 --

2 Salker mengirim data dukung dan 3.68 
laporan tepat waktu sesuai dengan 
iadual yang telah ditetapkan 

3 Anggaran berbasis kinerja adalah 4.44 
pengintegrasian an tara penyusunan 
anggaran dan pelaksanaan anggaran 
yang harus di dukung oleh seluruh 
satker 

4 Seluruh pegawar bagian penyusunan 3.93 
anggaran pelaksanaan anggaran 
mempunyai kesadaran dan tang!,>tmg 
iawab yang baik. 

5 Pimpinan Satker mempunyai perhatian 3.76 
rerhadap implementasi anggaran 
berbasis kineria 

6 Kebijakan anggaran berbasis kinerja 4.25 
marnpu meningkatkan kinerja 
perencanaan dan keuangan dengan baik 

7 Total 23.79 3.97 . . . . 
Sumber : Hasll Penelillan (D10lah Penehll) 

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, bahwa total skor rata-rata 

yang diperoleh variabel sikap/disposisi adalah 3.97. Kondisi diatas mengindikasikan 

bahwa sikap para pe!aksana dalam mengimplementasikan kebijakan anggarrut 

berbasis kinelja berada pada kondisi sedang. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan informan berpendapat bahwa 

kebijakan anggaran berbasis kinelja marnpu meningkatkan kinerja perencanaan dan 

keuangan dengan baik. Kebijakrul ini dianggap sebagai sebuah alat yang mampu 
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mempermudah proses dan mekanisme perencanaan keuangan, Hal jni seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran : 

" ... adanya sistem penganggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan 
kinerja organisasi, terutama berkaitan dengan perencanaan dan 
penganggaran. Program dan kegiatan yang direnc?makan akan lebih mudah 
diimplementasikan jika perencanaan yang disusun diduknng oleh 
anggaran ... :~ 

Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran: 

H ••• Perencanaan program dan kegiatan sangal bcrkaitan dengan 
pengaggaran, Pcn:yusunan anggaran yang baik adalah apabila sesuai dengan 
rencana yang disusun. Dan perencanaan yang baik juga harus 
Ii1emperhatikan ketersediaan anggaran ... ". 

Peningkatan kinerja perencanaan keuangan ini juga sangat terkait dengan 

data dukung dari satuan kerja. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan 

Anggaran; 

'' ... penyusunan anggaran tidak terlepas dari data yang dikirim oleh Satuan 
Kelja. Data-data tersebut menjadi data dukung untuk melakukan 
perencanaan atau pengalokasian anggaran, Yang sering menjadi 
pel1IlllSalahan adalah data dukung tersebut terlambat diterima oleh Biro 
Perencanaan atau bahkan Satuan Kelja tidak mengirimkan data dukung ... ". 

Satuan kelja mempunyai motivasi yang baik untuk mengirim data dukung 

tepa! waktu sesuai dengan jadwal yang telah direntukan. Namun demikian, kendala 

yang sering dihadapi adalah masih sering terlambatnya data dukung yang diterima 

oleh unit pembina baik itu di biro keuangan maupun di biro perencanaan. 
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d. Yariabel Struktur Birokrasi 

Tabel5.28 

Variabel Struktur Birokrasi 

No PERTANYAAN SKORRATA TOTALSKOR I 
·RATA RATA RATA 

-~· .. -~ 

I Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur 3.70 
, standar operasional da)am implementasi 
ang~aran berbasis kinerja. j 

1 3.93 2 Terdapat koordinasl yang efektlf dan 
efisien dalam implementasi angg~ 

3 
berbasis kineria. 
Struktur birokrasi yang ada sudab tepa! 3.56 
didalarn mendukung pelaksanaan 
imnlementasi anggaran berbasis kineda 

4 Koordinasi merupakan upaya agar 4.22 
terdapat keseragaman dalam 
imolementasi kebiiakan .. _ 

5 Koordinasi d ilalcsanakan untuk 4.15 
memperkecil kemungkinan terjadinya _J kesalaban 

6 Terdapat tumpang tindih kewenangan 3.81 

I daJam implementasi anggaran berbasis 

I-= kiner,ja. . 
7 Kewenangan yang telab diberikan 3.78 

kepada pegawai penyusunan dan 
pelaksanaan anggaran berbesis kine!ja 
te1ab dilaksanakan dengan baik sesuai 
dengan tugas yang telab diarnanatkan . 

8 Total 27.15 3.88 . . . . 
Sumber : Has!l Penehtlan (D10lab Penehll) 

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, babwa total akor rata-rata 

yang diperoleh variabel struktur birokrasi adalab 3.88. Kondisi diat.is 

mengindikasikan babwa struktur birokrasi yang ada di Sekretariat Jenderal 

Departemen Hukum dan HAM dalam mengimplernentasikan kebijakan anggaran 

berbasis kinerja dalam kondisi sedang. Namun perlu peningkatan dalam hal petunjuk 
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pelaksana atau prosedur standar operasi sehingga pengimp[ementasian kebijakan 

anggaran berbasis kinerja berjalan dengan baik. 

Berkaitan dengan variabel struktnr organisasi, ioforman berpendapat bahwa 

struktur organisasi yang ada sekarang sudah mampu mendukung implementasi 

<mggaran bcrbasis kinerja. Menurot Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

" ... struktur organisasi tidak ada permasalahan. Biro Perencanaun dan Biro 
Keuang-an masing-masing mempunyai bidang tugas yang saling 
mendukung. Masing-masing biro menjalankan aktifitas sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. Dan diantara keduanya mernpunyai jalur koordinasi 
yang baik. _ ... 

Aspek lain yang mendukung pengimplementasian anggaran berbasis kinerja 

ada)ah adanya petunjuk operasional dan strandar operasional prosedur anggaran 

berbasis kineija. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 

n ... kita sudah mempunyai standard operasional dalam penyusunan 
anggaran, yaitu sejak proses inventarisasi data dukung, penyusunan atau 
pengalokasian anggaran hingga pada revisi anggaran. Namun diakui bahwa 
standard tersebut seringkali mernpersulit ~erja penyusunan anggaran, 
terutama ketika terjadi revisi,,,., 

Tujuan penyusJ.IDan Standard ope.rasional precedure adalah mempermudah 

penyusunan perencanaan anggaran. Namun pada beberapa situasi, standard 

operasional terse but justru dianggap sebagai penghambat kinerja. 

5.5. Implementasi Kebijaknn Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

Refonnasi dalam bidang pengelolaan keuangan negam khususnya dalarn 

sistem penganggamn Ielah banyak membawa pernbahan yang sangat mendasar dalarn 

pelaksanaannya. Dengan mengacu pada amana! Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah 

diwajibkan menyusun anggamn deogan menggunakan pendekatan anggaran terpadu 

(unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah!KPJM (!W.edium Term 
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Expenditure Framework) dan penganggaran berbasis kinelja!ABK(Performance 

Based Budgeting). 

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No. 0212008 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL, disamping menerapkan tiga pendekatan, 

dalam anggaran beianja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 

(tiga) klasifikasi yaitu : klasifikasi fungsi, k1asifikasi organisasi, dan klasifikasi 

ekonomi atau jcnis be[anja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasiftkasi di atas 

selat1jutnya nkan dltuangkan dalam dokumcn perencanaan penganggaran yang lebih 

dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA

KL) dan dokumen pelakaanaan anggaran yang iebih dikenal sebagai Daftar !sian 

Pelakaanaan Anggaran (DIPA). 

Peugganggaran te~padu merupakan unsur yang paling mendasar bagi 

pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu penganggaran berbasis 

kinerja dan Kerangka Penge!uaran Jnngka Menengah (KPJM). Dengan kata lain 

bahwa pendekatan anggaran te~padu rne!Upakan kondisi yang harus terwujud terlebih 

dabulu, dengan kata lain anggaran terpadu mempakan prasyarat komponen refonnasi 

penganggaran Jainnya 

Dalam kaitan dengan KPJM, kete~paduan (konsoiidasi) anggaran beianja 

operasional dan anggaran belanja investasi sangat penting karena hanya dengan 

mengetahui gambaran keduanya secara terkonsolidasi, sebuah unit kerja/unit 

organisasi dapat dengan baik rnengenali dan menyusun secara teliti implika.si 

finansia! di tahun-tahun yang akan datang dari kebijakan yang teiah diputuskan saat 

ini. Hal ini sangat penting umuk rnencapai efisiensi alokasi, terlehih di!ihat dari sudut 

pandang antar Vl'llktu. 

Dalarn kaitan dengan Anggaran Berbesis Kinerja, kele!paduan (konsolidasi) 

anggaran belanja operasional dan anggaran belanja investasi juga sangat penting~ 

karena pada prinsipnya penganggaran berbasis ldnexja memberi penekanan pada 

upaya untuk mencapai tingkat knalitas tertentu dari produk barang/jasa yang 

dihasilktm kementerian/lembaga dengan biaya yang terendah. Barga satuan keluaran 

(unit cost of output) akan menjadi salah satu instrumen dalam proses penyusunan 
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angganm dan evaiuasi lcinelja suatu kegiatan. Oleh karena itu, perhitungan harga 

satuan keluaran akan menjadi topik yang sangat penting. Perhitungan harga satuan 

ke1uaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumberdaya, 

tennasuk gaji/upah karyawan yang terlibat dalam proses produksL Langkah 

konsolidasi a."'lggaran menjadi mutlak untuk mengetabui seberapa besar nilai 

keseluruhan sumberdaya yang dikeiola o1eh sebuah unit kerja dalam mngka 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam hentuk 

barangljasa. 

Penerapan unified budget diharapkan dapat mewujudkan : 

a. Satnan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab 

terhadap asset dan kewajibarmya yang dimilikinya; 

b. Alokasi dana untnk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung 

kegiatan penunjang dan prioritas dalarn rangka pelaksanaan fungsi, program 

dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; 

c. Adanya mata anggaran kegiatan standar untuk satu jenis belanja dipastikan 

tidak ada duplikasi peuggunaannya, sehingga satu ourput tertentu hanya 

untuk satu jenis belanja. 

~ Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyatuan anggaran ke dalam format 

anggaran terpadu dimaksudkan untuk menghindarkan duplikasi pendanaan suatu 

kegiatan. Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan 

anggaran beJanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintahan 

dalarn APBN. Hal ini merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya 

jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih tmnsparan dan efisien. 

Anggaran terpadu pada prinsipnya Ielah mulai dilaksanakan pada APBN 

tahun 2005, namun masih perlu beberapa penyempumaan, antara lain penajarnan 

penetapan standar biaya, perbaikan kriteria penentuan satuan kerja bukar: struktural, 

dan perumusan kegiatan/sub kegiatan agar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi 

kementerian negarallembaga 

Sotelah diberlakukannya kebijakan anggaran berhasis kincrja, hal pertama 

yang hams dilakukan oleh kementrian lembaga negara adalab tidak lagi menyusun 
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anggaran dengan membedakan belanja ke dalam anggaran rutin dan pembangunan 

seperti periode·periode terdahulu. 

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

pada prinsipnya Ielah dilaksanakan pada tahun 2005, tetapi pelakSlllll!annya retap 

melalui dua pintu yaitu melalui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan barn dapat 

dilaksanakan proses penyusunan anggaran secara keseluruhan pada satu kewcnangan 

yaitu oleh Biro Perencanaan saja sejak tahun 2008. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RJ 

Nomor: M.07- PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen 

Hukum Dan HAM R.I bahwa keseluruhan proses penyu!lunan anggaran merupakan 

tupoksi Biro Perencanaan sedangkan keseluruban proses pelak:sanaan anggaran di 

bawah kewenangan Biro Keuangan, tetapi pada waktu itu belum dapat 

diirnplementasikan, sehingga Biro Keuangan tetap melaksanakan kegiatan 

penyustman anggaran begitupun dengan Biro Perencanaan sehingga menyebabkan 

overlapping pekerjaan penyusunan anggaran, 

Sebelum dikeluarkannya kebijakan penyusunan anggaran seperti yang 

dimaksud dalam PP No.2! tahun 2004, anggaran disusun ke dahun dua daftar yaitu 

Daftar !sian Kegiatan (DIK) terdiri MAK anggaran rutin yang barisikan belanja 

pegawai, belanja barang, be!anja lain, dan belanja pctjalanan serta Daftar !sian 

Proyek terdiri MAK anggaran pembangunan yang berisikan belanja modal, belanja 

penunjang yang dikenal dengan dual budget. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

" ... ya, waktu itu kalau penyusunan anggaran mtin ada di biro keuangan 
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga kadang
kadang apa yang sudah dialokasikan di anggaran rutin temyata dialokasikan 
juga di anggaran pembanguna.n ... " 

Dalam kurun waktu diberlakukannya dual budget ternyata memang 

memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagai contoh dalam satu satker 

mendapatkan belanja atau pengadaan komputer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, 

yang sumber pendanaannya dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam 

satu 1ahun anggaran untuk satu satker. 
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anggaran dengan membedakan belanja ke dalam anggaran rutin dan pembangunan 

seperti periode-periode terdahulu. 

Anggaran terpadu peda Sekretariat Jenderal Departemen Hukum drut HA>'v! 

pada prinsipnya telah dilaksrutakan pada tahun 2005, tetapi pelaksanaannya tetap 

melalui dua pintu yaitu meJatui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan baru dapat 

dilaksanakan proses penyusunan anggaran secara keseluruhan pada sntu kewenangan 

yaitu oleh Biro Perencanaan saja sejak tahun 2008. 

Berdasarkan Keputusi.lP. Menteri Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RJ 

Nomor: M.07- PR07.l0 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen 

Hukum Dan HAM R.I balr.va keseluruhan proses penya::;unan anggaran merupakan 

tupoksi Biro Perencanaan sedangkan keseluruhan proses pelaksanaan anggaran di 

bawah kewenangan Biro Keuangan, tetapi pada waktu itu belum dapat 

diimplementasikan, sehingga Biro Keuangan tetap melaksanakan kegiatan 

penyusunan anggaran begitupun dengan Biro Perencanaan sehingga menyebabkan 

overlapping pekerjaan penyusunan anggaran. 

Sebelum dikeluarkannya kebijakan penyusunan anggaran seperti yang 

dimaksud dalam PP No.2! tahun 2004, anggaran disusun ke dalam dua daftar yaitu 

Daftar !sian Kegiatan (DIK) terdiri MAK anggaran rutin yang berisikan belanja 

pegawai, belanja barang, belanja lain, dan belanja perjalanan serta Daftar !sian 

Proyek terdiri MAK anggaran pembangunan yang berisikan belanja modal, belanja 

penunjang yang dikenal dengan dual budget. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

" ... ya, waktu itu kalau penyusunan anggaran rutin ada di biro keuangan 
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga kadang
kadang apa yang sudah dialokasikan di anggaran rutin temyata dialokasikan 
juga di anggaran pembangunan ... " 

Dalam kunm waktu diberlakukannya dual budger temyata mem!!llg 

memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagai contoh dalam satu satker 

mendapatk:an belanja atau pengadaan komputer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2~ 

yang sumber pendanaannya dru1 anggaran rutin dan anggaran pembangumm dalam 

satu tahun anggaran untuk satu satker. 
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Namun demildan pada Departemen Hukum dan HAM hal tersebut sangat 

jarang teljadi; meskipun ada beberapa kasus tetapj volmnenya sangat kecil, dan 

satker-satker yang mengalami duplikasi tersebut 1ebih disebabkan karena kantor yang 

dimaksud mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikembalikan untuk 

menyelenggarakan kegiatannya, sehingga jenis belanja yang terduplikasi pun bukan 

dari kegiatan Rupiah Mumi. 

5.6. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan 

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun 

anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 talmo 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terbadap pe1aksanaan 

peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Komar 21 tahun 2004 yang menega.,kan bahwa rencana kelja dan anggaran yang 

disusun menggunakan tiga pendekatan, yaiiu : {1) anggaran terpadu (unified 

budget}, (2) kerangka penge1uaran jangka menengah biasa disebut KPJM (medium 

term expendirure framework), (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK 

(performance based budget). 

Sesuai Pasal 7 PP 21 tahllll 2004, kementerian negarallembaga diharuskan 

menyusun anggaran dengan mengacu kepada indlkator ldnerja, standar biaya dan 

eva1uasi kine!ja. Penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL harus 

dicerminkan dalarn satuan output yang terukur. 

Anggaran terpadu pada Sekretariat J enderal Departemen Hukum dan HAivl 

telab dilakukan mu1ai tahun 2008 sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderai 

Departemen Hukum dan HAM Nomor. SEK. PR.OI.03- 10 tanggai 13 Maret 2008 

perihal Penyusunan RAPBN dan RKA-KL tahun 2009 seca:ra terpadu dan 

terintegrasi} telahjelas disebutk.an penyusunan Rencana K.erja Anggaran Kementeria.n 

Lembaga (RKA-KL) Depkwnham Tahun 2009 akan mu1ai diterapkan sistem 

penganggaran terpadu terse but secara penuh, sehingga dtharapkan penyusunan RKA-
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KL lebih terinlegrasi antara Satuan Kelja di Wilayah, Unit Pusat, dan Sekretariat 

Jenderal. 

Jika dilihat dari basil penelitian yang mengeksplorasi 4 variabel 

(komunikasi, sumber daya, sikapldisposisi, dan struktur birokrnsi) temyata variabe! 

komunikasi mengindikasikan kurang baik dan variabel sumber daya mengindikasikan 

cukup baik tetapi ada indikator yang kurang baik seperti im.Hkator untuk jumlah 

pegawai. indikator sarana dan prasarana sehingga diperlukan pcrubahan kebijakan 

terhadap kedua variabel tersebut. 

Saran ya11g dapat penutis sarnpaikan adalah sebagai berikut : 

!. Va:riabel K.omunikasi : Perlu dikembangkan satu sistem komunikasl yang efektif 

antar unit pembina dan satuan kerja. Karena bila meliliat Surat Edaran Nomor. 

SEK. PR.Ol.03- 10 tanggall3 Maret 2008 tersebut ditujukan hanya kepada unit 

utama dan kantor wilayah s~ja tidak sampai kepada satuan ke!ja, sehingga satuan 

kelja tidak mendapatkan informa9i yang jelas mengenai kebijakan anggaran 

berbasis ldnerja. Kedepannya diharapkan satuan kerja lebih dilibatkan dalam 

penyusunan anggaran. Hal ini penting agar penyusunan program dan anggaran 

untuk satuan kelja didasark:m pada kebutuhan pelaksanann tugas satuan kerja 

ma.,:ing-masing yang berorienta.si pada keluaran (output). 

2. Dan juga di dalarn surat edaran Sekretariat Jenderal tersebut tidak adanya 

penjelasan mengenai penyusunanlpenempatan kegiatan yang didasarkan pada 

program generik dan teknis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk daJam kegiatan 

teknis harus ditempatkan dalam program teknis. Begitupun sebaliknya, kegiatan

kegiatan yang termasuk dalarn kegiatan generik juga harus ditempatkan dalam 

program gene;ik. Hal rm pcnting nntuk mempertegas terhadap 

pertl!nggungjawaban dalarn pancapaian indikator kinelja. 

3. Variabel Sumber Daya : adanya kebijakan mengenai pcnerimann pegawai yang 

sesU!Ii dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan untuk pegawai di bagian 

perencanaan dijadikan sebagai pejabat fungsional perencana. Fungsionalisasi ini 

menjadi satu hal yang penting agar petugas pelaksana penyusunan program dan 

anggaran mempunyai indikator kinetja yang jelas dan tcgas. Selain itu indikator 
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sarana dan prasarana terotama untuk satuan kerja di bagian penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran agar diprioritaskan karena walaupun dalam surat edaran 

Sekretaris Jenderal Nomor. SEK. PR0\.03 - 10 tanggal 13 Maret 2008 telah 

disebutkan penyediaan sa.rana dan prasarana tetapi hanya untuk petugas teknis 

saja tidak untuk petugas penyusunaa dan pelaksanaan anggaraa sehingga kalau di 

lihat dad basil penelitian menyatakan bahwu sarona dan prasarana belum 

rnemadai untuk mendukung peiaksanaan anggarnn berbasts kinerja. 
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6~1 Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasH analisis terhadap hasil pencJitian maka dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Faklor - faktor yang mempengamht lmplementasi kebijakan anggaran 

berbaliis k.inerja di lingkungan Sek.retariat Jenderal Departemcn Hukum dan 

HAM RI dilihat dari empat faktor : 

• Faktor Komunikasi 

Berdasarkan hasH total skor rata-rata diperoleh 2.98 yang 

mengindikasikan bahwa faktor komunikasi berada pada kondisi tidak 

haik 

• Faktor Sumber daya 

HasiJ Penelitian untuk faktor sumber daya diperoleh total skor rata-rata 

diperoleh 3.34 berada pada kondisi sedang. 

• Faktor Sikapldisposisi 

Untuk faktor sikap/disposisi basil total skor rata-rata diperoleh 3.97 

kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor sikapldisposisi berada 

pada kondisi sedang. 

• Faktor Struktur birokrasi 

Dan untuk variabe! struktur birokrasi basil total skor rata-rata diperoleh 

3.88 yang mengindikasikan bahwa faktor struktur birokrasi berada pada 

kondisi sedang. 
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2. Kendala yang dihadapi oleh Sckretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM RI dalam mcngimplementasikan anggaran berbasis kinerja: 

• Komtmikasi 

Berdasarkan hasil penelitian bahv.'l! untuk variabel komuniknsi kendala 

yang dihadapi terdapat pada indikator maksud dan tujuan kebijakan 

anggaran bcrbasis kinerja, indikator komunikasi satker dengan unit 

pembina peiaksanaan anggaran berbasis kinerja, dan pada indikator 

inforrnasi tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang 

hams dibenahi schingga lmplementasi kebijakan anggaran bcrbasis 

kinerja dapat berjalan dengan baik. 

• Sumber daya 

6.2. Saran 

Untuk variabel somber daya kendala yang dihadapi terdapat pada 

indikator jumlah pegawai untuk mendukung pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja dan indikator sarana dan prasarana 

l. Untuk Sekretariat Jenderal : Dalam penyusunan surat edaran disarankan 

untuk langsung kepeda satuan kerja sehingga satuan kerja mendapatkan 

informasi yang jelas meugenai kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh 

Sekretariat Jenderal. 

2. Untuk Biro Perencanaan dan Biro Keuangan : Perlu dikembangkan satu 

si1.i.em komunikasi yang efektif antar unit pembina dan satuan kerja dengan 

melibatkan satuan kerja dalarn penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

sehingga anggaran untuk satuan kerja didasarkan pada kebutuban 

pelaksanaan tugas satuan kerja masing-masing yang berorientasi pada 

keluaran (output). 

3. Untuk Biro Perencanaan : Adanya ketegasan dalarn penyusuuan I 

penempatan kegiatan yang didasarkan pada pre gram generik dan teknis. 
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4. Untuk Biro Kepegawaian : Manya penambahan jumlah pegawai yang 

berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dijadikan sebagai 

pejabat fungsional perencana terhadap petugas penyusunan program dan 

anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan k.in~ja personaJ/organlsasL 
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PEDOMAN WAW ANCARA 

Impiementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kincrja 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen hukum dan HAM RI 

lnforman ada!ah Pcjabat EseJon I1I di 

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan 

Bagian PeJaksanaan Anggaran Biro Kcuangan 

A. DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASlJMSl TERHADAP IMPLEMENT AS! 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KJNERJA DI LINGKUNGAN 

SEKRETARlAT JENDEKAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM Rl 

1. Apakah Bapak!Ibu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasis 

k.inerja? 

2. Apakah Bapak /lbu memahami tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? 

3. Menurut Bapakllbu. bagaimana implementasi kebijakan anggaran 

berbasis kinerj:a y-ang seJama ini telah berjalan di Departemen Hukum 

dan HAM? 

4. Menurut Bapak!Ibu. apakah komunikasi antara satker dengan Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalami 

hambatan sehingga pembinaan yang dilak-ukan oleh Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pegawai di bagian penyusunan 

program anggaran dan pelaksanaan anggaran teiah memadai untuk 

mendukung pelaksanaan anggarnn berbasis kinerja? 

Jawab: 

6. Menurut Bapakilbu, apakah satker telah mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan anggaran 

berbasis kinerja? 

7. Menurut Bapakllbu apakah pengimplementasian anggaran berbasis 

kinerja mampu rneningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan? 
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8. Apakah penera.pan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah 

efektif? 

9. Menurut Bapakllbu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran? 

10. Apakah kendala-kendala yang dihadapi · oleh pegawai di bidang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggarnn dalam 

menglmpleruentasikan anggaran berbasis kinerja? 

l J. Menurut Bapak/lbu, apakah struktur blrokrasi yang ada sudah tepat 

didalam mendukur.g pelaksanaan anggaran berbasts kioerja? 

12. Menurut Bapak:IIbu, apakah dalarrt pengimplemcntasian anggaran 

berbasis kbetja sudah ada petl:njuk operasionalnya dan prosedur 

standar operasional ? 
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TRANSKR!P WAW A."lCARA 

Jmplementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja 

di Lingkungan Sekretadat Jenderal Departemen hukum dan HAM RI 

In forman adalah Pejabat Eselon ill di 

Bidang Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan 

A. DESKRIPSI. PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENT AS! 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Di LINGKUNGAN 

SEKRETAR[A T JE-lDERAL DEPARTEMIJN HUKUM DAN HAM RJ 

I. Apakah Bapakllbu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasls 

klnerja? Ya 

2, Apalcah Bapak /lbu memahami tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? Ya 

3. Menurut Bapak./Ibu, bagaimana implementasi kebijakan anggaran 

berbasls kinerja yang selama lni telah berjalan di Departemen Hukum 

dan HAM? 

kalau untuk pelaksanaan anggarannya sih sudah, tetapi belum bisa 

menentukan indikator kine1janya, kalau di Departemen Hukum dan 

HAM belum, indikator kinet:ja kan harus jelas, anggaran berbasi.s 

kinerja itu bukan seperti bikin program sembarangjadi, ada hasilnya. 

Kalau gini kan.. !radang-kadang apa yang mau dicapai itu ga 

kelihaton .. Pengertian klta sendiri terhadap kinerja itu, seperti apa 

ya .. kalau menurut saya berat, anggaran berbasis kinetja irti berat ada 

output, outcome, maksud, tujuan, <;asaran, itukan sering 

membingungkaJL paling tidak kebijakan seperti itu, eselon 11 yang 

bisa meniformulasikan. sedangkan saya Iran hanya pelaksana 
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4. Menurut Bapak/Ibu, a.pak:ah komunikasi antara satker dengan Biro 

Perencariaan dan Biro Keuangan selarna ini tidak mengalami 

hambatan sehingga pembinaan yang dilakukan oleb Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan? 

Apa yak .. kalau komvnikasi kami sering melakukan. hal tersebul 

seperti contohnya kalau ada kebijakan yang baru dal'i Departemen 

Keuangan, kami selalu meneruskannya melalui sural edaran ke setfap 

kanwil-kamvil, tapf mungkin perlu adanya pengkomunikasian yang 

lebih intensif lagi terhadap s1:~tem penyusunan anggaran, hal ini 

penting karena masih banyak satuan ke1ja yang be.lum mampu 

mengapUkasikan sistem anggaran yang berlaku, sehingga satuan 

keJJ'a tidak dapat mengalokasikan anggarannya sendiri. 

5. Menurut Bapak!Ibu, apakah jumlah pegawai eli bagian penyusunan 

program anggaran dan peiaksanaan anggaran telah memadai untuk 

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Jawab: 

Menurut saya beginf mas, dari siSf kuantilas jelas SDM yang ada 

kurang walaupun sebenarnya hisa dikeljakan tapi tingkat (Jkurasinya 

da/am hal lrete/itian karena hal inl menyangkut angka-angka itu yang 

soya rasakan masih kurang karena hagaimana tidak kita satu orang 

mengerjakan Jebih dari 50an satuan kelja yang didalamnya ada 

heberapa program, karena jum/ah pcgawai di h(Jgfan ini hanya 16 

orang dan saiker yang ada kan 738 satker, jadi kit a bagi per wilayah 

6. Menurut Bapakllhu, apakah satk.er telah mempunyai sarana dan 

prasa.rana yang mernadai untuk mendukung kebijakan unggaran 

berbasis kinerj a? 

Jawab: 

Sarona dan prasarana memang sudah ada yah mas seperti contohnya 

bisa dilihat di mangan ini liap-tiap orang sudah mempunyai 

komputcr mo.'Jing-masing tetapi dari segi spesijikasi komputernya 
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belum mendukung apalagi uniuk di satuan kerja, makannya kr'ta 

usahakan unluk tahlm depan di tiap-tiap UPT akan ada pengadaan 

komputer khusus untuk menangani penyusunan anggaran 

7. Menurut Bapakflbu apakah pengimplementasian ang:garan berbasis 

kinetja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan? 

Ya jelas sekali karena menurut saya Perencrmaan program dan 

kegiatan sangat berkaitan dengan pengaggaran. Penyusunan 

anggaran yang baik adalah apabllo sesuai dengan rencana yang 

disunm. Dan perencanaan yang baik juga harus memperhalikan 

ketersediaan anggaran, jadi sinergilas antara perencanaan dun 

keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 

8. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah 

efektif? 

Ya untuk dikatakan sudah efektif apa belum kan itu harus ada 

evaluasi dulu bahwa suatu program iiu herhasil atau apa, selama ini 

kan belum ada evaluasl: tapi menurut gambaran saya bahwa 

program-program Departemen Hukum dan HAM itu kalau dilihat 

dari sisi anggara-n belwn sesuai dengan apa yang diharapkan 

9. Menurut Bapakllbu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan angganm? 

Ya, itu sangat diperlukan 

10. Apakah kendala-kendala yang dil13dapi oleh pegawai di bidang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan angganm dalam 

mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja? 

Data dukung seperti LTL TOR dan RAB. Kala d[ielaskan scperli ini 

mas, Penynsunan anggaran tidak terlepas dari data dukung yang 

dikirim oleh satuan kerja. Data- data tersebut menjadi data dukung 

untuk melakukan perencanaan atau pengalokasian anggaran. Yang 
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sering menjadi kendala ada/all data dulamg tersebut terlambat 

diterima atau hahkan satuan ketja tidak mengirfmkan data dukung 

tersebut sehingga ketika waktu pembahasan anggaran, permohonan 

anggaran o/eh satker tersebut ditolak karena ketidakadanya data 

dukung terse but. 

11. Menurut Bapak!Ibu. apakah struktur bjrokrasi yang ada sudah tcpat 

didalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis lrinerja? 

Menurut saya, struktur organisasi tidak ada permm:alahan. Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan masing-masing mempur;yai bidang 

tugas yang saling mendukung. Masing-masing biro menjalankan 

aktifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan diantara 

keduanya mempunyal jalur koordinasi yang balk 

12. Menurut Bapakllbu, apakah dalam pengimplementasian anggaran 

berbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionalnya. dan prosedur 

standar oper.asional ? 

kita sudah mempunyai standard operasional daiam penyusunan 

anggaran, yaltu sejak proses irwentarisasi data dukung, penyusunan 

at au pengalokasian anggaran hingga _pada revisi anggaran. Namun 

diah'lli bahwa standard tersebut seringkali mempersulit kmja 

penyusunan anggaran, terutama ketika terjadi revisi 
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TRANSKRIP WA \V ANCARA 

Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja 

di Lingk<mgan Sekretariat Jenderal Departemen hukum dan HAM Rl 

lnfonnan adalah Pejabat Eselon lli di 

Bidang Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan 

B. DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Dl LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JeNDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R1 

1. Apakah Bapakilbu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasis 

kinerja? Ya 

2. Apaknh Bapak I Ibu memahami tentang ~ebijakan anggaran berbasis 

kfnerja? J'a 

3. Menurut Bapak/1bu, bagaimana implementasi kcbijakan anggaran 

berba.sis kinerja yang selama ini telah berjalan di Departemen Hukum 

dan HAM? 

ya, waktu ilu kalau penyusunan anggaran rutin ada di biro keuangan 

sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga 

kadang-kadcmg apa ycmg sudah dialokasikan di anggaran rutin 

Jemyata dialokasikan juga di anggaran pembangunan tetap; kalau 

sekarang kan penyusunan anggaran sudah di Biro Perencanaan 

semuanya sedangkan Biro Keucmgan hanya sebagaf pelaksana 

anggarannya saja 

4. Menurut Bapak!lbu. apakah komuntkasi antara satker dengan Biro 

Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalarni 

hamhatan !)ehingga. pembfna:an yang dilakuk~o ofeh Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan? 
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Satuan Kerja belum memahami secm·a benar implementasi sistem 

anggaran yang sekarang diberlakukan. Hal ini mungkin karena 

belum Jersosialisasikannya sislem anggaran tersebut 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pegawai di bagian penyusunan 

program anggaran dan pelaksanaan anggaran telah memadai untuk 

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Kalau untuk pelakmnaan anggaran ya mas,jumlah pegawai memang 

masih kurang tapi yah mau bagaimuna lagi ya horus kita manfaat 

kan jum/ah pegawai yang ada 

6. Menurut Bapak/Ihu, apakah satker telah mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan anggaran 

berbasis kinerja? 

Ivfmmm .... begini, untuk sarana dan prasarana khususnya sarana 

komputer juga menjadi kendala dalam pe/aksanaan anggaran. Tems 

Jika kira Jihar dari spesifikasinya. komputer yang lersedia saat 

sekarang belum mendukung ap/iknsi .stStem anggaran. Seharusnya 

komputer-komputer rersebut di-upgrade lagi untuk mendukung sistem 

aplikasi anggaran 

1. Menurut Bapakllbu apakah pengimplementasian anggaran berbasis 

kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan? 

Iya sangat jelas m!J$ dengan adanya sistem penganggaran berbasis 

kinerja mampu meningkatkan kinerja organisasi, temtama herkaitan 

dengan perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan yang 

direncanakan akan lebih mudah diimplementasikan jika perencanaan 

yang disusun didukung oleh anggaran yang tersedia 

8. Apakah penerapan a.nggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah 

erektifl 
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Yah lea/au sudah dikatakan efektif apa belum menurut saya pribadi 

sih memang be/urn, anggaran berbasis kinerja itu mesti berproses, 

suatu aturan main itu dibuat pada saar pelaksanaan pasti a/can ada 

kekurangan. Nah kekurangan itu sebenamya tinggal ditambal 

kembali 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi 

pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelak:sanaan anggaran? 

Ya, itujelas mas untuk memotivasi mereka 

10. Apakoh kendala~kendala yang dihadapi oleh pegawai di bidang 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam 

mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja? 

Kendala di bagian pelaksanaan anggaran sendiri ya itu mas 

banyalmya jumlah revisi baik itu pergeseran anggaran maupun 

pelepo.san Ianda bintang. 

11. Menurut Bapak!Ibu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat 

didalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? 

Kan yang berubah hanya tugas, pokok, dan fungsinya soja kalau 

untuk struktur_ orgcmisasi tidak ada permasalahan. Biro Perencanaan 

dan Biro Keuangan masing-masing mempunyai bidang tugas yang 

soling mendukung. Masing-masing biro menjalankan aktifitas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan diantara keduanya 

mempunyai jalur koordinasi yang baik 

12. Menurut Bapak!Ibu, apakah dalam pengimplementasian anggaran 

berbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionalnya dan prosedur 

standar operasional ? 

Biasanya kalo petunjuk operasionalnya kita mengikuti dari 

Departemen Keuangan yang diatur dalam peraturan menteri 

keuangan di situ sudahjelas petunjuk operasionalnya. 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009



KUISIONER 

FAKTOR- FAKTOR YANG i\IEMPENGARUlll IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 

DILINGKUNGANSEKRETARIATJENDERAL 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 

Nom or Responden : (kosongkan) 

Unit Kerja : 

Lama Kerja : 

PETUNJUK PENGISIAN 

A. Kuisioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden dengan harapan 

Bapak/Ibu dapat mengisinya seobjektif mungkin (seperti apa adanya), karena 

saya menjamin bahwa jawaban dari Bapak/Ibu tidak akan diketahui orang lain 

atau pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima 

kasih. 

B. Petunjuk memberikanjawaban: 

Mohon diberikan penilaian terhadap pemyataan-pemyataan di bawah 1lll 

(berikan tanda X) 

Keterangan 

I. ( 1 ) 

2. (2) 

3. ( 3) 

4. ( 4) 

5. ( 5) 

: Sangat Tidak Baik 

: TidakBaik 

: Sedang 

: Baik 

: Sangat Baik 

. 
-·~ I 

' 
·-- -, 

·' 
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I)AFfARPERNYATAAN 

.------· .. ·~~---- -;c;--;--;-;~-;c--c;;-:-----------, 
Variabel Komnnikasi 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Para pelaksana sudah memahami maksud dan tujuan dari'"k"'e7b"'ijakan-;--,·---,,--,---,----r--i 
anMaran berba~is kinetja. 
Satuan kerja telah mendapatkan jnfurmasi tentang petaksanaan 

anggar~ berbasis kinetja secara jelas. .---t .. --+---t--f--+--4 
Jalinan komunikasi antara satker dengan Biro Perencanaao dan 
Biro Keuangan sebagai pembina pelaksanaan anggaran berbasis I 
kinerja be~ alan baik dan lancar.. i 
Adanya jallmm konsuHasi antara Satker dengan Biro Perencanaan 

1
1 

dan Biro Keuangan apabjla Satker menghadapi kesulitan dalam 

mengimplementasikan anggaran berbasis kine"'ri·.,,a.':-c=====~--+-+---+--'1--
Infonnasi/pelatihan tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan 
anggaran telah dilakukan secara konsisten 

Variabel Sumhe.r Daya Manusia 
Jumlah pegawai di bagian penyusunan anggaran dan baglan 
pelaksanaan anggaran telah memadai untuk mendukung 
pelaksanaan anggaren berbasis kineria 

7. Smnber daya manusia di ba,gian penyusunan anggaran dan bagian 
pelaksanaan anggaran telaJ1 memahami tentang implementasi 
anggaran berbasis kin.·. eija 

~-:.......,..- ,-,--j-- ·+--+- -+---+--1 8. Kualifikasi petugas di bagian penyw;unan anggaran dan bagian 
f7+pe!:""1laksanaan aug&aran sudah memadai. 

9. Pengetahuan petugas di bagian penyusunan anggaran dan bagian 
pelaksanaan anggaran slldah memadai tentang anggaran berbasis 
kinerla 

~1 o'.H;Pe"ilC'aksan;:':':::a::an:::-:an=g=-garan=::cbe::r:;:b::as:;is,.-.;::Kic:n:-elJ"· a=m=-e::m:;:b:-utuhk="an=-s=um=b=-e=-r 'dan=a+-·-t---t--+--t-·-
1 yang memadai 

~*'~~~-__..««<=c---7:c--cc--~.....--77':---.-;ci---+--+-t- --t-----1 1l. Satker telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk 
mendukung pe)aksanaan anggaran berbasis kinerja 

Sikap/J)isposisi 
12. Ketentuan dnlam implementasi Anggaran berbasis kinerja selalu 

ditaati oleh satker 
l-...-¥n7'"""~"""'-;:..,..-"-,--,.--;c---;::-,..-;:--...-:--:-:-.,.- ~t---t-.. ·-+--t---+--···-13. Satker mengirim data dnkung dan laporan tepat waktu sesuai 

denganjadual yang Ielah ditetaPkan 
~: Anggaran Berbasis KineJja adalah Pengintegrasian antar-a. 

Penyusunan anggaran dan Pelaksanaan anggaran yang hru:us 
didnkung oleh seluruh satker 

15. Seluruh pegawai bagian penyusunan anggaran pelaksannan 
anggaran mempunvai kesadaran dan tanooun< iawab yang bail<. 

16. Pirnpinan Satker mempunyai perhatian terhadap implementasi 
anggaran be~~.asis kineija 
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17. Kebijakan anggaran berbasis kine~ a mampu meningkatkan kine~a I II I perencanaan dan keuangan dengan baik 
~-

Struktur Omanisasi 
18. Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur stmdar operasional dalarn 

implementasi anggaran berbasis kinelia. 
19. Terdapat koordinasi yang efektif dan efisien dalam implementasi 

anggaran berb~.!s kinerja. 
20. Struktur birok.rasi yang ada sudah tepat didaJarn mendukung 

I P~!aksanaan i~plementasi ~ggaran berb~is kinetja ' . 
21. Koordinasi merupakan upaya agar terdapat keseragaman dalam +· ' 

imp!ementa.-;i ~ebijakan 
··~ 

. 
22. Koordinasi dilaksanakan untuk mcmperkecH kemungk.inan 

terjadinya kesalaban 
23. Terdapat t'Jmpang tindih kewenangan dalam implementasi 

aneu:aran berbasis kineria. 
24. Kewenangan yang telah diberilcan kepada pegawai penyusunan dan 

pelaksanaan. anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan dengan 
I b~k sesuai dengan tugas yang teiah diamanatkan L 
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TABULASI DATA 

KOMUNIKASI JUMLAH SUMBERDAYA JUMLAH SIKAPIOISPOSISI JUMlAH STRUKTUR ORGANISASI JUMlAH 
RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 3 2 4 2 14 2 3 4 4 5 2 20 4 3 4 4 4 4 23 3 4 3 4 4 3 4 22 
2 2 3 3 3 3 14 3 2 2 4 5 3 19 4 3 5 5 4 5 26 4 4 5 5 5 5 4 28 
3 3 2 2 4 3 14 3 3 3 3 4 3 19 2 3 5 3 3 4 20 4 3 3 4 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 5 4 24 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 5 5 5 4 27 
5 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 5 4 21 4 4 5 4 3 4 24 3 4 4 4 4 4 3 23 
6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 2 13 2 2 5 2 3 4 18 3 4 3 4 4 3 3 21 
7 3 3 3 4 4 17 1 4 4 5 3 3 20 5 4 4 4 4 4 25 3 4 3 3 3 4 4 21 
8 1 1 2 1 2 7 3 3 2 1 5 2 16 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 4 3 3 22 
9 4 4 4 4 3 19 4 4 5 4 5 3 25 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 4 5 27 

10 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 3 21 4 4 5 3 4 4 24 4 4 4 5 4 4 4 25 
11 3 3 4 4 4 18 1 2 4 4 4 2 17 4 4 4 4 5 4 25 4 4 2 5 4 4 2 21 
12 0 4 4 4 0 12 2 4 2 4 4 2 18 4 4 4 4 4 2 22 4 4 2 4 4 2 4 20 
13 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 3 20 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 4 4 3 23 
14 3 2 3 4 4 16 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
15 4 3 3 3 4 17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 24 
16 3 3 3 2 2 13 2 2 4 4 5 3 20 2 4 5 3 4 5 23 4 4 4 4 5 4 5 26 
17 2 3 2 2 2 11 2 2 2 3 5 2 16 3 5 5 5 5 4 27 4 3 3 4 4 4 3 21 
18 3 5 5 5 2 20 2 2 5 3 5 2 19 5 4 5 5 5 4 26 3 4 4 4 5 3 5 25 
19 3 2 2 2 1 10 3 2 3 3 5 4 20 3 3 5 4 3 5 23 3 4 3 4 3 4 4 22 
20 2 2 1 4 1 10 1 2 3 3 5 3 17 5 5 5 4 4 5 28 4 5 3 5 4 4 4 25 
21 3 3 3 5 0 14 4 5 5 5 5 1 25 3 3 5 3 4 4 22 5 5 3 5 5 5 3 26 
22 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 4 2 11 3 2 4 4 4 3 20 3 4 4 4 4 5 5 26 
23 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
24 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
25 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 5 4 23 4 4 5 4 4 5 26 3 4 4 5 5 4 4 26 
26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
27 3 3 3 4 4 17 2 3 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 3 4 22 
26 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 3 19 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 4 24 
29 3 3 3 4 4 17 5 3 3 3 4 2 20 4 3 4 4 4 5 24 4 3 4 4 4 4 4 23 
30 3 4 4 0 3 14 3 3 3 3 5 1 18 4 3 5 4 0 5 21 3 5 4 5 4 4 4 26 
31 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
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3 2 2 2 12 2 2 2 r:fr:i 2 -- 12 4 • • 4 4 4 24 4 3 2 4 4 4 4 21 
f-- •• • 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 1 9 3 2 5 3 2 4 19 4 4 4 4 4 2 2 20 

"" " 3 3 3 3 16 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 5 3 5 28 4 4 4 4 4 5 5 26 
4355 20234453 21455435 265445534 25 

I oo ·•4•s 21344453 23555545 294444445 zs 
'J"1 n '"' ? ., n "' "' "' ., A " ., 17 ]_ _£ _ _§__ 3 5 5 ~ _}_ 5 5 5 .!:i ..... ~ 3 27 

171 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 241 3 I 2 I 4 I 4 I 4 I 4 I 211 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I • I 4 
!45544 -254434534 

40 1414 14r<L4J .1 20 4 4 4 4 514t 2gj-4 I 4 5 4 4 5 26 4 4 4 5 5 s 4 <71 
41 2 2 2 2 2 10 
42 3 3 3 4 2 15 4 -t 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 --23 4 4 3 4 4 4 4 -- 23 

2'!l_ 4j_~ _ _4 5 4 4 ~;J _4 _ 2 ! 4 ! 4 ! 4 4 2 °0 

" ~ 0 2 3 2 9 2 0 3 3 4 5 17 3 4 4 3 2 4 20 4 4 2 4 4 3 3 20 
2 3 2 4 4 15 4 2 4 2 4 3 19 2 2 5 2 5 4 20 4 4 4 5 4 5 2 24 

45 I 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 4 "" 
'"t A A A 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 18 4 4 3 4 4 0 19 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 18 2 2 2 4 4 4 18 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 <41 
2 3 16 4 4 4 4 5 2 23 3 5 5 5 4 5 27 3 5 4 5 5 5 4 28 

••••••• 26454444 254400000 ,' 

20 4 ~ -+ 4 4 4 23 3 4 3 4_ i_~r+ ~ 
141 3 I 2 I 2 I 4 I 5 I 3 I 191 4 I 3 I 5 I 5 I 4 I 5 I 261 4 I 4 I 5 I s I s I s I 4 
14 3 3 3 3 4 3 19 2 3 5 3 3 4 20 4 3 3 4 4 4 4 22 

I 4 l·fl 4 I 4 s 19 4 3 4 4 5 4 24 4 4 s • 4 s 26 ' 4 4 5 5 5 4 27 
3 2 14 3 3 3 3 5 4 21 4 4 5 4 3 4 24 3 4 4 4 4 4 3 231 
2 2 10 2 2 2 2 3 2 13 2 2 5 2 3 4 18 3 4 3 4 4 3 3 " 
44 17144533 20544444 253433344 
1 2 7 3 3 2 1 5 2 16 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 4 3 3 

59 4 3 19 4 4 5 4 5 3 25 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 4 5 27 
4 4 18 3 3 4 4 4 3 21 4 4 5 3 4 4 24 4 4 4 5 4 4 4 25 

~ VI J! .J "'t 4 4 18 1 2 4 4 4 2 17 4 4 4 4 5 4 25 4 4 2 5 4 4 2 21 
"< o I 4 4 4 o 12 2 4 2 4 4 2 18 4 4 4 4 4 2 ?.2 4 4 2 4 4 2 4 20 f--- ' 1 1 " 3 4 3 16 3 3 '!__ 3 4 3 ___ 20 _4 c..'L 4 4 5 5 26 4 4 4 4 4 4 

I 4 I 221 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I ' I 241 4 I 4 I 4 I 4 I • I 4 
14 I 241_3 I 3 I 4 I 3 I 4 I • I 

13 I ~ I ~~U I ~ I ; I ; I ~ I ; I 3~1 : I ; i ~ I ~ I : I ~ I---

; ; 

_Ej 
21] 
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68 3 5 5 5 2 20 2 2 5 3 5 2 19 5 4 5 5 5 4 26 3 4 4 4 5 3 5 25 
69 3 2 2 2 1 10 3 2 3 3 5 4 20 3 3 5 4 3 5 23 3 4 3 4 3 4 4 22 
70 2 2 1 4 1 10 1 2 3 3 5 3 17 5 5 5 4 4 5 28 4 5 3 5 4 4 4 25 
71 3 3 3 5 0 14 4 5 5 5 5 1 25 3 3 5 3 4 4 22 5 5 3 5 5 5 3 26 
72 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 4 2 11 3 2 4 4 4 3 20 3 4 4 4 4 5 5 26 
73 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
74 3 3 2 2 3 13 2 5 4 3 4 3 21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 21 
75 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 5 4 23 4 4 5 4 4 5 25 3 4 4 5 5 4 4 26 
76 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
77 3 3 3 4 4 17 2 3 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 3 4 22 
78 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 3 19 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 4 24 
79 3 3 3 4 4 17 5 3 3 3 4 2 20 4 3 4 4 4 5 24 4 3 4 4 4 4 4 23 
80 3 4 4 0 3 14 3 3 3 3 5 1 18 4 3 5 4 0 5 21 3 5 4 5 4 4 4 26 
81 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
82 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 4 4 4 21 
83 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 1 9 3 2 5 3 2 4 19 4 4 4 4 4 2 2 20 
84 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 5 3 5 26 4 4 4 4 4 5 5 26 
85 3 4 3 5 5 20 2 3 4 4 5 3 21 4 5 5 4 3 5 26 5 4 4 5 5 3 4 25 
86 4 4 4 4 5 21 3 4 4 4 5 3 23 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 4 4 4 5 25 
87 0 2 3 3 0 6 2 2 3 4 4 2 17 3 4 5 3 5 5 25 3 5 5 5 5 4 3 27 
88 4 4 2 5 2 17 4 4 4 4 4 4 24 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 24 
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VARIABEL KOMUNIKASI 

Statistics 

Pemvataan1 Pernvataan2 Pemvataan3 
N Valid BB sa 88 

Missing 0 0 0 
Mean 2,8Hl2 3,0227 2,9773 
Std. Error of Mean ,10542 ,09695 ,10091 
Median 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 
Std, Deviation ,98897 ,90943 ,94659 
Variance ,978 ,827 ,896 
Range 4,00 5,00 4,00 
Minimum ,00 ,00 1,00 
Maximum 4,00 5,00 5,00 
Sum 2-48,00 265,00 262,00 

Statistics 

Pemvataan4 Pernvataan5 
N Valid 88 "" Missing 0 0 
Mean 3.,3409 2,7614 
Std. Error of Mean ,12190 ,13522 
Median 4,0000 3,0000 
Mode 4,00 4,00 
Std. Deviation 1,14356 1,26849 
Variance 1,308 1,609 
Range 5,00 5,00 
Minimum ,00 ,00 
Maximum 5.00 5,00 
Sum 294,00 243,00 

Frequency Table 

Pemyataan1 

Cumula!lve 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 5 5,7 5,7 5,7 
1,00 2 2,3 2,3 B,O 
2,00 16 18,2 18,2 26,1 
3,00 46 52,3 52,3 76,4 
4M 19 21,6 21,6 100,0 
Total 88 100,0 100,0 
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Pemyataan2 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
1,00 4 4,5 4,5 5,7 
2,00 15 17,0 17,0 22,7 
3,00 42 47,7 47.7 70,5 
4,00 24 27,3 27,3 97,7 
5,00 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Pemyataan3 

Cumuiative 
Ftecuencv Pefcent Valid Percent Percent 

Valid 1 ,co 4 4,5 4,5 4,5 
2,00 25 .28,4 28,4 33,0 
3,00 31 35,2 35,2 68,2 
4,00 25 28,4 23,4 96,6 
5,00 3 3,4 3,4 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Pemyataan4 

Cumu!alive 
Freauencv- Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 2 2,3 2,3 2,3 
1,00 2 2,3 2,3 4,5 
2,00 20 22,7 22,7 27,3 
3,00 13 14,8 14,8 42,0 
4,00 42 47,7 47,7 89,6 
5,00 9 10,2 10,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0 

Pernyataan5 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 6 6,6 6,6 6,6 
1,00 6 6,8 6,8 13,6 
2,00 25 28,4 28,4 42,0 
3,00 21 23,9 23,9 65,9 
4,00 26 29,5 29,5 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 88 100,0 100,0 
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VARIABEL SUMBER DAYA 

N Va!;d 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

N Valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Freauencv Percent 
• Valid 1,00 6 9,1 

2,00 30 34,1 
3,00 20 22,7 
4,00 27 30,7 
5,00 3 3,4 
Total 88 100.0 

Statistics 

Pen1Viltaan1 Pemvataan2 
116 88 

0 0 
2.,6523 3,1136 
,11376 ,11478 
3.0000 3,0000 

2,00 4,00 
1.06717 1,07673 

1,139 1 '159 
4,00 5,00 
1,00 ,00 
5,00 5,00 

251,00 274,00 

Statistics 

Pemvataan5 Pemvataan6 
66 66 

0 0 
4,3295 2,9432 
,07178 ,11005 
4,0000 3,0000 

4,00 4,00 
,67333 1,03233 

,453 1,066 
3,00 5,00 
2,00 ,00 
5,00 5,00 

31l1 00 259,00 

Cumulafrve 
Valid Percent Perceflt 

9,1 9,1 
34,1 43,2 
22,7 65,9 
30,7 96,6 

3,4 100,0 
100,0 

Pemvataan3 
88 

0 
3,3977 
,10542 
4,0000 

4,00 
,98890 

,97,8 

4,00 
1,00 
8,00 

200,00 

Pemvataan4 
88 
0 

3,4205 
,09927 
4,0000 

4,00 
,93122 

.867 
4,00 
1,00 
5,00 

301,00 

'"l 
I 

·~ 

' I 
I 
I 
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Pemyataan2 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
1,00 4 4,5 4,5 5,7 
2,00 22 25,0 25,0 30,7 
3,00 2.4 27,3 Z7,3 58,0 
4,00 31 35,2 35,2 93,2 
5,00 6 6,8 6,8 100,0 
Toiaf 86 100.0 100,0 

Pemyataan3 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 4 4,5 4,5 4,5 
2,00 13 14,8 14,8 19,3 
3,00 22 25,0 25,0 44,3 
4,00 42 47,7 47,7 92,0 
5,00 7 8,0 8,0 100,Q 
Total 86 100,0 100,0 

Pernyataan4 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 6 6,8 6,8 6,8 
2,00 5 5,7 5,7 12,5 
3,00 27 30,7 30,7 43,2 
4,00 46 52,3 52,3 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 86 100.0 100.0 

Pemyataan5 

Cumulative 
Fteouencv Percent Valid Percent Perrent 

Valid 2,00 2 2,3 2,3 2,3 
3,00 4 4,5 4,5 6,8 
4,00 45 51,1 51,1 58,0 
5,00 37 42,0 42,0 100,{) 
Total 68 100,0 1{)0,0 

PemyataanG 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1 '1 1,1 1,1 
1,00 6 6,6 6,8 8,0 
2,00 23 26,1 26,1 34,1 
3,00 27 30,7 30,7 64.8 
4,00 29 33,0 33,0 97,7 
5,00 2 2,3 2,3 100,0 
Total 68 100,0 100.0 
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VARIABEL SIKAP f DISPOSISI 

Statistics 

Pemvataan1 Pernyataan2 Pemvataan3 Pemyataan4 
N valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,7273 3,6818 4,4432 3,9318 
Sid. Eiror of Mean ,08959 ,09361 ,00438 ,07371 
Median 4,0000 4,0000 4,5000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 5,00 4,00 
Std. Deviation ,84046 ,87816 ,60378 ,69142 
Variance ,706 ,771 ,365 ,478 
Range 3,00 3,00 2,00 3,00 
Minimum 2,00 2.00 3,00 2,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sum 328,00 324,00 391,00 346.00 

Statistics 

Pemyataan5 Pemvataan6 
IN Valid BB 88 

Mlsslng 0 0 
Mean 3,7614 4,2500 
Std. Error of Mean ,09963 ,08905 
Median 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 
Std. Deviation ,93458 ,64772 
variance ,873 ,420 
Range 5,00 3,00 
Minimum ,00 2,00 
Maximum 5,00 5,00 
Sum 331,00 374,00 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2,00 9 10,2 10,2 10,2 
3,00 19 21,6 21,6 31,8 
4,00 47 53,4 53,4 85,2 
5,00 13 14,8 14,8 100.0 
Total 88 100,0 100,0 

Pernyataan2 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2,00 10 11,4 11,4 11.4 
3,00 22 25,0 25,0 36,4 
4,00 42 47,7 47,7 84,1 
5,00 14 15,9 15,9 100,0 
Tc.tal 86 100,0 100,0 
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Pernyataan3 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 3,00 5 5,7 5,7 5,7 
4,00 39 44,3 44,3 50.0 
5,00 44 50,0 50,0 100,0 
Total 88 100,0 100.0 

Pernyataan4 

Cumulative 
Fre(mencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2,00 3 3,4 3,4 3,4 
3,00 15 17,0 17,0 20,5 
4,00 55 52,5 62,5 83,0 
5,00 15 17,0 17,0 100,0 
Total BB 100,0 100,0 

Pornyataan5 

Cumulatlve 
Freauencv Percent Vafkl Percent Percent 

Valid ,00 2 2,3 2,3 2,3 
2.00 5 5,7 5,7 8,0 
3,00 16 18,2 18,2 26,1 
4,00 52 59,1 59,1 85,2 
5,00 13 14,8 14,8 100,0 
Tolal 88 100,0 100.0 

Pomyataan6 

Cumulative 
Freauencv P~lid Percent Percent 

[ VO!>d 2,00 2 2,3 2.3 
3,00 4 4,5 4,5 6,8 
4,00 52 59,1 59,1 65,9 
5,00 30 34,1 34,1 100,0 
Total 88 100,0 100,0 
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VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI 

Statistics 

Pemvataan1 Pernyataan2 Pemyataan3 Pemvataan4 
N Valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,7045 3,9318 3,5568 4,2159 
Std. Error of Mean ,05863 ,05782 ,08531 ,07128 
Median 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 4,00 4,00 
Std. Deviation ,55001 ,54235 ,80026 ,66866 
Variance ,303 ,294 ,640 ,4'17 
Range 2,00 3,00 5,00 5,00 
Minimum 3,00 2,00 ,00 ,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 
Sum 326,00 346,00 313,00 371,00 

' ' .. i 
Statistics 

Pemyataan5 Pem ataan6 Pemvataan7 
IN Valid BB 88 88 

Misslng 0 0 0 
Mean 4,1477 3,8068 3,7841 
Std. Error of Mean ,07145 ,08832 ,09064 
Median 4,0000 4,0000 4,0000 
Mode 4,00 4,00 4,00 
Std. Deviation ,67022 ,82849 ,85027 
Variance ,449 ,886 ,723 
Range 5,00 5,00 5,00 
Minimum ,00 ,00 ,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 
Sum 365,00 335,00 333,00 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Cumulative 
Fret:tuencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 3,00 30 34,1 34,1 34.1 
4,00 54 61,4 61,4 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Pemyataan2 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid- 2,00 1 1 '1 1 '1 1 '1 
3,00 13 14,8 14,8 15,9 
4,00 65 73,9 73,9 88,8 
5,00 9 10,2 10,2 100,0 
Total 88 100,0' 100.0 
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Pernyataan3 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
2,00 7 6,0 8,0 9,1 
3,00 25 28,4 26,4 37,5 
4,00 51 58,0 58,0 95,5 
5,00 4 4,5 4,5 100,0 
Total a a 100.0 100,0 

Pernyataan4 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid .00 1 1,1 1,' 1,1 
3,00 2 2,3 2,3 3,4 
4,00 60 68,2 68,2 71,6 
5,00 25 28,4 26,4 100,(} 
Total BB 100,0 100,0 

Pemyataan5 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ,00 1 1,1 1,1 1,1 
3,00 4 4,5 4,5 5,7 
4,00 62 70,5 70,5 76,1 
5,00 21 23,9 23,9 100,0 
Total 88 100 0 100,0 

Pemyataan6 

CtJmu!ative 
Freouen<:N Percent Valid Percent Percent 

I va"o ,00 1 1,1 1,1 1,1 
2,00 4 4,5 4,5 5,7 
3,00 18 20,5 20,5 26,1 
4,00 52 59,1 59,1 85,2 
5,00 13 14,8 14,6 100,0 
Total 88 100,0 100,0 

Pemyataan7 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Vallo ,00 1 1,1 1,1 1,1 
2,00 6 6,8 6,8 8,0 
3,00 15 17,0 17,0 25,0 
4,00 54 61,4 61,4 86,4 
5,00 12 13,6 13,6 100,0 
Total as 100 0 100,0 

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana UI, 2009




